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MOTTO 

 

 

 رًضىا النَّاسً غىايىةه لَى تيدٍرىؾي 
 

Mengejar Keridaan Manusia Merupakan Tujuan 

Yang Tidak Akan Pernah Sepenuhnya Dapat 

Diraih. 

 

Jadilah diri sendiri, tidak perlu menjatuhkan 

untuk memenangkan, karena tidak semua pujian 

adalah kebaikan.  

(Marbujang) 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengkaji status hubungan mahram dalam keluarga 

adopsi menurut hukum Islam melalui perbandingan pandangan Imam al-Syafi‗i, 

Ibnu Ḥazm, dan Yusuf al-Qardhawi mengenai raḍa‟ah (persusuan).  

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library 

research. Data primer berasal dari Al-Umm karya Imam al-Syafi‗i, Al-Muḥalla bi 

al-Atsār karya Ibnu Ḥazm, serta pemikiran Yusuf al-Qardhawi, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari literatur fikih, hukum keluarga Islam, artikel ilmiah, dan 

penelitian terkait.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak tidak serta-merta 

menimbulkan hubungan mahram. Status tersebut hanya lahir melalui nasab, 

muṣaharah, atau raḍa„ah yang memenuhi ketentuan syariat. Imam al-Syafi‗i 

membatasi raḍa„ah pada dua tahun pertama usia anak, sementara Ibnu Ḥazm 

tidak menetapkan batas usia. Yusuf al-Qardhawi memandang raḍa„ah al-kabir 

sebagai rukhsah yang berlaku dalam kondisi tertentu berdasarkan kebutuhan dan 

kemaslahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa raḍa„ah dapat menjadi solusi 

syar‗i dalam keluarga adopsi, sedangkan kondisi di luar ketentuan tersebut 

memerlukan ijtihad yang tetap berlandaskan maqaṣid al-syari„ah. 

Kata Kunci: Adopsi, Mahram, Raḍā‗ah, Imam al-Syafi‗i, Ibnu Ḥazm, 

Yusuf al-Qardhawi, Hukum Keluarga Islam.  
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ABSTRACT 

This study examines the legal status of mahram relationships in adoptive families 

from the perspective of Islamic law by comparing the views of Imam al-Shafi‗i, 

Ibn Hazm, and Yusuf al-Qaradawi on raḍā„ah (breastfeeding).  

A qualitative approach with a library research method was employed. 

Primary sources included Al-Umm by Imam al-Shafi‗i, Al-Muḥallā bi al-Ātsār by 

Ibn Hazm, and Yusuf al-Qaradawi‘s works, while secondary data were drawn 

from Islamic jurisprudence literature, Islamic family law references, scholarly 

articles, and related studies.  

The findings reveal that adoption does not automatically establish a 

mahram relationship. Such status arises only through lineage (nasab), marital 

affinity (muṣāharah), or legally valid raḍā„ah. Imam al-Shafi‗i limits 

breastfeeding that establishes mahram status to the child's first two years, whereas 
Ibn Hazm rejects any age restriction. Yusuf al-Qaradawi regards raḍā„ah al-kabīr 

as a rukhsah applicable only in exceptional circumstances based on necessity and 

public benefit (maṣlaḥah). The study concludes that raḍā„ah may provide a 

Sharī‗ah-compliant solution in adoptive families, while situations beyond its 

scope require ijtihād guided by maqāṣid al-sharī„ah. 

Keywords: Adoption, Mahram, Raḍā„ah, Imam al-Shafi‗i, Ibn Hazm, 

Yusuf al-Qaradawi, Islamic Family Law.  



 

 

ix 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subḥanahu wa 

Ta‗ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya 

yang tiada henti. Berkat pertolongan dan izin-Nya, penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul:“Solusi Syar‟i Terhadap 

Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi 

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi 

Muhammad Ṣallallāhu ‗Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan 

seluruh umatnya yang dengan penuh keikhlasan berjuang menegakkan nilai-nilai 

Islam hingga akhir zaman. 

Tesis ini merupakan bentuk kontribusi akademik penulis dalam 

memperdalam kajian hukum Islam yang bersinggungan langsung dengan 

dinamika sosial masyarakat modern, khususnya mengenai status kemahraman 

dalam keluarga adopsi. Pemilihan topik ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya 

fenomena adopsi di kalangan masyarakat Muslim yang, meskipun dilandasi niat 

luhur untuk melindungi dan menyayangi anak yatim atau terlantar, tetap 

menimbulkan persoalan hukum yang mendalam. Di antara persoalan tersebut 

adalah persoalan nasab, kemahraman, dan hubungan kekerabatan yang memiliki 

konsekuensi hukum dalam syariat Islam.  Dalam proses penyusunan Tesis ini, 

penulis sepenuhnya menyadari bahwa keberhasilan penelitian ini tidak mungkin 

tercapai tanpa dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak.  

Dengan segala ketulusan, penulis ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih dan penghargaan yang mendalam atasa bimbingan dan dukungan yang telah 

diberikan sehingga penulisan tesis ini terselesaikan terkhusus kepada yang 

terhormat :  

1. Bapak Prof. Dr. H. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup 

2. Prof. Dr. Hendra Harmi, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup  

3. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th  Sebagai Ketua Program Studi Hukum 

Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup, sekaligus sebagai 

ketua sidang pada ujian tesis. 

4. Bapak Dr. Syarial Dedi.M.Ag, sebagai pembimbing I yang telah banyak 

memberikan arahan, bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan 

5. Ibu Dr. Laras Shesa, M.H, selaku pembimbing II, yang telah memberikan 

bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tesis ini sebagaimana diharapkan. 

6. Bapak Prof. Dr. H.  Yusefri, M.Ag, selaku Penguji Utama Sidang ujian 

tesis, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan. 

7. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Master Pascasarjana 

IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada 

penulis selama menempuh studi. 

8. Kedua orang tuaku tersayang Apak BARU LEMBONG dan Umak JIJAH 

SINAGA yang selalu menginspirasi penulis saat kecil dulu sampai dengan 



 

 

x 

detik ini, istriku tercinta My Love Ustadzah Santi Al-Hafidzah, yang tidak 

henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta dorongan dalam 

melaksanakan pendidikan, serta ananda kami Ahmad Kamil Aulia. Dan 

tidak lupa pula Uning-ku (Jarmini, S.Kom), Uteh-ku (Jarmina), Kakak-ku 

(Karmila, S.E), Adik-ku sekaligus kawan (Sukiran), yang telah 

mendukung dan mendoakan sehingga penulis sampai di titik ini. 

Terkhusus untuk anak-ku tercinta yang telah menjadi penyemangat kepada 

penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini. 

9. Teman-teman seangkatan yang selalu mensuport serta memberikan 

bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini 

Akhirnya, penulis memohon agar segala upaya yang dilakukan ini 

memperoleh ridha dan keberkahan dari Allah Subḥānahu wa Ta‗ala. Semoga 

karya sederhana ini bernilai manfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat 

luas. 

 

        Curup 10   Juli  2026  

                                                                                         Penulis 

 

 

 

                                                                       MARBUJANG 

                                                                         NIM : 24801005  



 

 

xi 

PERSEMBAHAN 

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yah, dan kekuatan yang 

diberikan teus ini saya persembahkan bada 

1. Orang tua tercinta, Apak BARU LEMBONG dan Umak JIJAH 

SINAGA yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis 

dengan penuh cinta. Meskipun penulis sudah dewasa, kasih sayang dan 

perhatian mereka tidak pernah berbeda. Mereka adalah kekuatan bagi 

penulis dalam menyelesaikan perjalanan studi ini. Terimakasih penulis 

ucapkan sebesar-besarnya untuk Apak dan Umak, Semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk mereka. 

2. Istri tercinta, My Love Ustadzah SANTI AL-HAFIDZAH dan 

Ananda tersayang AHMAD KAMIL AULIA, yang selalu menjadi 

tempat bernaung dan sumber semangat dalam setiap perjalanan 

perjalanan akademik penulis. Terimakasih penulis ucapkan sebesar-

besarnya karena sudah menjadi bagian dalam perjalanan studi penulis.  

3. Keluarga tercinta, Uning-ku (JARMINI, S.Kom), Uteh-ku 

(JARMINA), Kakak-ku (KARMILA, S.E) dan Adik-ku sekaligus 

kawan (SUKIRAN) yang selalu menjadi saudara yang menguatkan dan 

mendukung dalam perjalanan studi penulis. Terimakasih penulis 

ucapkan sebesar-besarnya karena sudah menjadi saudara yang 

mendukung dan memotivasi dalam perjalanan studi penulis. 

4. Dosen pembimbing dan penguji, yang dengan penuh kesabaran dan 

ketulusan memberikan anahan, ilmu, serta bimbingan yang sangat 

berarti dalam penyusunan tesis ini. 

5. Almamater tercinta, tempar saya menimba ilmu dan 

mengembangkan diri, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas 

dalam proses pembelajaran ini. 

Semooga tesis ini bermanfaat dan menjadi langkah awal bagi perjalanan 

akademik dan profesional penulis ke depanya. Dan semoga Allah selalu 

menyertakan kemudahan dan keberkahan…. Amiiin…. 

 

 



 

 

xii 

 

DAFTAR ISI 

COVER ....................................................................................................................  

PERNYATAAN KEASLIAN ................................ Error! Bookmark not defined. 
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS ............. Error! Bookmark not defined. 
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS Error! Bookmark not defined. 
HALAMAN PENGESAHAN ............................... Error! Bookmark not defined. 
MOTTO ................................................................................................................. ii 
ABSTRAK ............................................................................................................ vii 
ABSTRACT ......................................................................................................... viii 
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix 
PERSEMBAHAN .................................................................................................. xi 
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... xiii 

A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1 

B. Batasan Masalah....................................................................................... 8 

C. Rumusan Masalah .................................................................................... 9 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .............................................................. 9 

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN ............................ 11 
A. Kajian Teori ........................................................................................... 11 

1. Konsep Adopsi atau Anak Angkat dalam Hukum Islam. ................ 11 

2. Konsep Mahram dalam Hukum Islam ............................................. 17 

3. Konsep Rada‟ah (Persusuan) Dalam Hukum Islam ........................ 25 

B. Penelitian Yang Relevan ........................................................................ 66 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ......................................................... 71 
A. Metode Penelitian................................................................................... 71 

1. Jenis Penelitian ................................................................................. 71 

2. Sumber Data ..................................................................................... 75 

3 Sifat Data .......................................................................................... 77 

4 Teknik Pengumpulan Data ............................................................... 77 

5 Teknik Analisis Data ........................................................................ 78 

6. Prosedur Penelitian........................................................................... 79 

7. Validitas dan Keabsahan Data ......................................................... 79 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN............................................................. 81 
A. Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi Dalam Hukum Islam. ........ 81 

B. Solusi Syar‘i Terhadap Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi ..... 88 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 106  
A. Kesimpulan .......................................................................................... 106 

B. Saran ..................................................................................................... 108 

LAMPIRAN - LAMPIRAN  

 



 

 

xiii 

PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

A. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambang-

kan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, 

sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan huruf dan 

tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan Transliterasinya dengan huruf 

latin. 

Huruf Arab  Huruf Latin Huruf Arab  Huruf Latin 

 Tidak = ا

dilambangkan 
 dh = ض

 th = ط b = ب

 zh = ظ t = ت

 ‗ = ع ts = ث

 f = ف j = ج

 q = ق h = ح

 k = ك kh = خ

 l = ل d = د

 m = م dz = ذ

 n = ن r = ر

 w = و z = ز

 h = ه s = س

 ` = ء sy = ش

 y = ي sh = ص

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indoensia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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1.Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

translitersinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

________ Fathah a 

________ Kasrah i 

________ Dhommah u 

 

     Contoh: 

 Yadzhabu = ٌرهت Kataba = كتت

 Su`ila = سئل Fa‟ala = فعل

 dharaba = ضسة dzakara = ذكس

 

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dann Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fathah dan Ya ai .......ي

 Dhommah au ......... و

 

  Contoh:       كٍف  = Kaifa                                             هول = Haula 

 

3. Maddah 

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Tanda Nama Huruf Latin 
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 Fathah dan alif atau yah ā .....ا   .......ي   

 Kasrah dan ya ī .......ي

 Dhommah dan wau ū ......... و

 

     Contoh: 

 qīla = قٍل qāla = قبل

 yaqūlu = ٌقول ramā = زمى

 

4. Ta Marbûthah ( ح ) 

 Transliterasi untuk ―ta‖ marbûthah ada dua: 

 a). Ta marbûthah hidup   

Ta marbûthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan 

dhommah, transliterasinya adalah ― t ―  

        b). Ta marbûthah mati 

 Ta marbûthah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 

adalah ―h‖.  Kacuali pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutahah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang ‖al‖, serta bacaan kedua 

kata itu terpisah maka ta marbuthah ditulis dengan ‖t‖ 

Contoh: 

 Raudhat al-athfāl  =  روضة الأطفال

 al-Madīnat al-Munawwarah = المدينة المنورة

 thalhah =  طلحة

5. Syaddah (Tasydîd) 

 Syaddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda ‖   ‖, tanda syaddah atau tasydîd. Dalam translitersi ini tanda 
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syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama denga huruf 

yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

   nazzala =  نزل                                  rabbanā  =  ربنا

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ― ال  

―. Dalam transliterasinya kata sandang tersebut, baik ia diikuti oleh huruf 

qamariah atau huruf syamsiah ditulis dengan gabungan huruf, yakni ―al‖ dan 

dengan menggunakan garis penghubung dari kata yang mengikutinya. 

Contoh: 

 al-syamsu = الشمس al-qamaru = القمس

 al-sayyidu = السٍد al-qalamu = القلم

 al-rajulu = السجل al--jalālu = الجلال

 

7. Hamzah ( ء )  

Dinyatakan di depan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah di-

transliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 

kata, Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 akala = أكل umirtu = أمست

  ta`kulūna = تأكلون ta`khudzūna = تأخرون

 al-Nau`u = النؤ Syai`un = شًء
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C. Pengecualian 

Beberapa nama Arab yang sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, 

seperti Muhammad, Ahmad, Ibrahim 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

        Praktik adopsi anak menunjukkan kecenderungan yang semakin 

meningkat dalam masyarakat Muslim kontemporer, terutama di wilayah dengan 

dinamika sosial perkotaan yang tinggi serta kondisi demografis tertentu, seperti 

pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah kasus adopsi anak mencapai ribuan 

setiap tahun dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak.
1
 Pada skala global, UNICEF melaporkan bahwa adopsi lintas negara 

melibatkan jutaan anak, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim seperti 

Turki, Malaysia, dan Indonesia, dengan faktor pendorong utama berupa infertilitas 

pasangan, konflik sosial, serta kemiskinan.
2
 

 Dalam perspektif hukum Islam, adopsi anak atau tabanni diatur secara 

ketat oleh syariat. Imam al-Qurṭubī menjelaskan bahwa sebelum diangkat sebagai 

Nabi, Rasulullah SAW pernah menjadikan Zaid bin Ḥāritsah sebagai anak 

angkatnya. Pada masa itu, Zaid tidak lagi dipanggil dengan nama ayah 

kandungnya, melainkan disandarkan kepada Rasulullah sehingga dikenal dengan 

sebutan Zaid bin Muḥammad. Pengangkatan tersebut diumumkan secara terbuka 

di hadapan masyarakat Quraisy. Bahkan, Rasulullah SAW menyatakan adanya 

                                                             
 
1
 https://www.kompas.id/artikel/calon-orang-tua-angkat-terganjal-aturan 

 
2
 Ravika Revira Ginting, ―Hukum Pengangkatan Anak Di Negara Muslim,‖ Jurnal 

Keislaman 6, no. 2 (2023): 369–81, https://doi.org/https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3917. 
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hubungan saling mewarisi antara dirinya dan Zaid. Dalam konteks sosial saat itu, 

Zaid juga dinikahkan dengan Zainab binti Jaḥsy, putri dari Aminah binti ‗Abdul 

Muṭṭalib yang merupakan bibi Rasulullah SAW.
3
 Namun, setelah Rasulullah 

SAW diutus sebagai Nabi, turunlah wahyu yang memberikan penegasan hukum 

mengenai pengangkatan anak sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Aḥzāb ayat 

4, yang kemudian meluruskan praktik adopsi yang berlaku sebelumnya, bahwa 

anak angkat tidak diposisikan sebagai anak kandung dalam aspek nasab, hal ini 

diterangkan dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 4  

يًت تياىاىًريكفى مًنػٍنينَّ جىعىلى اللََّّي لرًىجيلو مًنٍ قػىلٍبػىيًٍ امى  ََّ فٍهًوً و كىمىا جىعىلى أىزٍكىاجىمي ي ال  ي  جى
لًميٍ  قػىفٍليميٍ  بِىًهػٍفىاىًميٍ ۖ  كىاللََّّي يػىقيفؿي الْىٍقَّ  اتًميٍ  و كىمىا جىعىلى أىدٍعًيىاءىكيٍ  أىبػٍنىاءىكيٍ  و ذىَٰ  أيمَّنى

 كىىيفى يػىنٍدًم السَّبًيلى 
Artinya: “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai 

ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. 

Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. 

Al-Ahzab Ayat 4) 

Ayat diatas menegaskan bahwa status anak angkat tidak dapat disamakan 

dengan anak kandung, khususnya dalam hal garis keturunan dan pewarisan. 

Meskipun demikian, praktik adopsi kerap menimbulkan persoalan hukum 

lanjutan, terutama yang berkaitan dengan relasi kekeluargaan, termasuk batasan 

mahram dan larangan pernikahan. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) memberikan ruang bagi praktik adopsi, namun tetap mensyaratkan 

                                                             
         

3
 M. Fauzan Andi Syamsu Alam, Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta: 

Kencana, 2008), h. 22-23 (Jakarta, 2008). 
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kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.
4
 Kondisi ini mendorong perlunya 

kajian mendalam mengenai pengaturan hubungan mahram pada keluarga dalam 

konteks adopsi menurut hukum Islam. 

        Dalam sistem hukum Islam, konsep mahram memiliki kedudukan penting 

karena berkaitan dengan hubungan hukum yang menyebabkan adanya larangan 

perkawinan secara permanen. Status tersebut dapat terbentuk melalui tiga sebab 

utama, yaitu hubungan nasab, hubungan pernikahan (muṣāharah), dan hubungan 

persusuan (raḍā„ah). Ketentuan mengenai kelompok yang termasuk dalam 

kategori mahram salah satunya dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 23: 

تيمي  اتيميٍ  كىخىالَى اتيميٍ  كىبػىنىاتيميٍ  كىأىخىفىاتيميٍ  كىعىمَّ ٍ  كىبػىنىاتي الٍْىخً حيرٌمًىتٍ عىلىيٍميٍ  أيمَّنى
تِ أىرٍضىعٍنىميٍ  كىأىخىفىاتيميٍ  مًنى الرَّضىاعىةً كىأيمَّنىاتي  ََّ كىبػىنىاتي الٍْيخٍتً كىأيمَّنىاتيمي ي ال
لٍتيٍ  بًًِنَّ هىإًف لٍََّّ  تِ دىخى ََّ تِ ي  حيجيفركًيٍ  مًنٍ نًسىايًمي ي ال يبًيمي ي الََّ نًسىايًميٍ  كىرىبَى

بًميٍ  كىأىفٍ تىميفنيفا دىخى  ىَ يًلي أىبػٍنىايًمي ي الَّذًينى مًنٍ أىصٍ ىَ لٍتيٍ  بًًِنَّ هىىَ جينىاحى عىلىيٍميٍ  كىحى
 قىدٍ سىلىفى ۗ إًفَّ اللََّّى كىافى غىفيفرنا رىحًيمنا تَىٍمىعيفا بػىيٍى الٍْيخٍتػىيًٍ إًلََّ مىا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu 

yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara 

ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 

perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak perempuan istrimu 

(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum mencampurinya maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan 

diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu; dan menghimpun (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada 

masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” 

                                                             
        

4
 Syapar Alim Siregar, ―KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM KAJIAN 

HUKUM,‖ I‟tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan, 

2025•ejournal.Yayasanbhz.Org 2, no. 2 (2025): 113–27, 

https://doi.org/https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i2.381. 
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Ayat tersebut menjelaskan berbagai bentuk hubungan yang menyebabkan 

timbulnya larangan perkawinan, termasuk hubungan yang berasal dari persusuan. 

Namun, ayat tersebut tidak secara khusus menyebutkan bahwa hubungan antara 

anak angkat dan keluarga angkat dapat membentuk status mahram. Kondisi ini 

menunjukkan adanya persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat 

secara sosial anak angkat dapat memiliki kedekatan dan ikatan emosional yang 

kuat dengan keluarga angkat, sedangkan secara normatif hukum Islam tetap 

memberikan batasan tertentu antara keduanya.
5
 

Salah satu aspek yang kemudian menjadi perhatian dalam pembahasan 

hubungan mahram pada keluarga adopsi adalah konsep raḍā„ah atau hubungan 

persusuan. Dalam hukum Islam, raḍā„ah merupakan salah satu sebab yang diakui 

syariat dalam membentuk hubungan mahram, meskipun tidak menyebabkan 

perubahan terhadap status nasab biologis seseorang. Anak yang memiliki 

hubungan persusuan dengan seorang perempuan memperoleh konsekuensi hukum 

tertentu yang menyerupai hubungan keluarga berdasarkan kelahiran, khususnya 

dalam hal larangan perkawinan. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi 

Muhammad SAW: 

ا قى  مىا يحىٍرييـ   الَّرضىاعى  يحرـ منصلى الله عليه وسلم الىتٍ: قىاؿى رىسيفؿي اللًََّّ عىنٍ عىايًشىةى رىضًتى اللََّّي عىنػٍنى
مًنى الٍفىلَىدىةً 

6 : 

                                                             
5
 Nadhrah Aina, Rusdiyah Rusdiyah, and Sa‘adah Sa‘adah, ―Konsep Radha‘ah: Jumlah 

Persusuan Yang Menjadikan Mahram Menurut Para Ulama,‖ Indonesian Journal of Islamic 

Jurisprudence, Economic and Legal Theory 1, no. 4 (2023): 997–1005, 

https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.344. 

 
6
 Doktor Rif‘at Fauzi, Al-Umm Imam As-Syafi‟i, Dār Al-Imām Muhammad Bin Suwaid 

Li Kitābah Al-Aqlām Al-Mansurah Mesir, 2001,hlm 69. 



5 

 

 

Artinya:“Apa yang diharamkan karena persusuan sama dengan yang 

diharamkan oleh kaliharan (Keturunan) (HR. Bukhari dan Muslim). 

        Meskipun raḍā‗ah memiliki peran penting dalam pembentukan hubungan 

mahram, penerapannya dalam keluarga adopsi masih menghadirkan berbagai 

persoalan hukum. Beberapa persoalan tersebut berkaitan dengan batas usia 

terjadinya persusuan, mekanisme penyusuan, serta standar keabsahan raḍā‗ah 

berdasarkan pandangan para ulama. Perbedaan dalam menentukan ketentuan 

tersebut menunjukkan adanya variasi metode istinbāṭ hukum dalam memahami 

dalil-dalil yang berkaitan dengan hubungan persusuan. 

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi‗i, berpendapat bahwa raḍā„ah 

yang dapat menimbulkan hubungan mahram hanya berlaku apabila dilakukan 

dalam rentang usia tertentu, yaitu sebelum anak mencapai usia dua tahun. 

Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman terhadap ketentuan Al-Qur‘an 

mengenai masa penyusuan.
7
 Berbeda dengan pandangan tersebut, Ibnu Hazm 

berpendapat bahwa tidak terdapat batasan usia tertentu yang secara eksplisit 

ditetapkan oleh nash, sehingga selama proses persusuan benar-benar terjadi sesuai 

dengan ketentuan yang dianggap sah, maka hubungan mahram dapat terbentuk. 

8
Perbedaan pemikiran antara kedua tokoh tersebut memperlihatkan adanya 

dinamika intelektual dalam hukum Islam mengenai batasan pembentukan 

hubungan mahram melalui raḍā„ah. 

       Urgensi kajian ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya praktik 

adopsi anak, sementara pengaturan hukum Islam mengenai solusi syar‘i pada 

                                                             
7
 Fauzi. 

8
 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‘id Ibnu Hazm, Al-Muhalla (Beirut: Darul Fikri, 

n.d.). 
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hubungan mahram terhadap keluarga adopsi belum sepenuhnya terintegrasi dalam 

praktik hukum positif. Kebutuhan akan pedoman hukum yang jelas menjadi 

sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariah, seperti batasan-

batasan mahram antara anak angkat dengan orang tua adopsi atau anak dari orang 

tua adopsi, serta untuk menjamin perlindungan hak-hak anak adopsi. Melalui 

analisiterhadap pandangan para ulama, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum keluarga Islam, 

khususnya dalam merespons tantangan globalisasi dan dinamika sosial modern. 

        Kajian mengenai adopsi dan rada‟ah dalam hukum islam telah banyak 

dilakukan, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aspek umum, 

seperti nasab, warisan, dan prosedur hukum adopsi. Penelitian yang secara 

spesifik mengkaji tentang solusi syar‘i pada terhadap hubungan mahram pada 

keluarga adopsi dan implikasi rada‟ah terhadap hubungan mahram dalam 

keluarga adopsi masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian juga terlihat dari 

minimnya kajian analisis solusi syar‘i terhadap hubungan mahram pada keluarga 

adopsi yang mempertemukan pandangan jumhur ulama, khususnya Imam Syafi‗i, 

dengan pandangan Ibnu Hazm dalam konteks praktik rada‟ah, termasuk 

fenomena rada‟ah non-tradisional. Selain itu, integrasi antara perkembangan 

teknologi medis dan hukum positif seperti KHI masih jarang dibahas secara 

komprehensif, sehingga menyisakan ruang analisis yang signifikan terkait 

ketidakpastian hukum dan alternatif solusi praktis. 

        Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti isu mengenai rada‟ah 

(persusuan) beserta dampaknya terhadap penetapan hubungan mahram dalam 
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perspektif hukum Islam. Muhammad Fauzan (UIN Malang, 2021) dalam karyanya 

berjudul “Saudara Rada‟ah Menurut Imam Al-Ghazali Perspektif Teori Maqasid 

al-Syariah Imam Syatibi” menjelaskan bahwa jumlah minimal penyusuan yang 

menimbulkan status mahram adalah sebanyak lima kali susuan. Fokus utama 

penelitian tersebut terletak pada aspek kuantitas penyusuan, bukan pada persoalan 

rada‟ah yang berimplikasi terhadap penetapan hubungan mahram pada keluarga 

adopsi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Wirda Amiratul Hamidah 

(UIN Malang, 2019) berjudul “Implementasi Rada‟ah Perspektif Teori 

Maslahah”
9
 mengkaji praktik rada‟ah yang terjadi di masyarakat Kecamatan Dau 

dengan pendekatan empiris. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik 

tersebut di latarbelakangi oleh tujuan kesehatan bayi dan terbentuknya hubungan 

mahram. Meskipun demikian, penelitian ini belum memberikan pembahasan yang 

mendalam mengenai solusi syar‘i terhadap hubungan mahram pada keluarga 

adopsi. 

Adapun penelitian yang disusun oleh Siti Ardianti (UIN Sumatera Utara, 

2015) dengan judul “Konsep Rada‟ah dalam Al-Qur‟an”
10

 menggunakan metode 

tafsir tematik (tafsir maudhu‟i) untuk menelaah ayat-ayat terkait penyusuan. Ia 

menyimpulkan bahwa masa ideal penyusuan adalah dua tahun sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‘an. Namun demikian, penelitian ini tidak menyinggung 

secara spesifik Solusi syar‘i terhadap hubungan mahram pada keluarga adopsi.. 

Selain itu, artikel ilmiah karya Fitri Sari (2018) yang dimuat dalam Jurnal 

Penelitian Agama Medan dengan judul “Anak Susuan dalam Hadis Nabi dan 

                                                             
        

9
 W A Hamidah, ―Implementasi Radha‘ah Perspektif Teori Maslahah‖ (2019), 

https://www.academia.edu/download/92624033/287795823.pdf. 

       
10

 Siti Hardianti, ―Konsep Rada‘ah Dalam Al-Qur‘an‖ (Pascasarjana UIN Sumatra Utara, 

2015). 
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Pandangan Ulama”
11

 menelaah perbedaan pendapat para ulama mengenai jumlah 

penyusuan yang menyebabkan hubungan mahram. Akan tetapi, pembahasan 

tersebut masih terbatas pada aspek jumlah penyusuan tanpa menyinggung dimensi 

usia dalam proses penyusuan. 

        Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

analisis solusi syar‘i terhadap mahram pada keluarga adopsi belum banyak dikaji. 

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan untuk dikembangkan guna 

menawarkan solusi syar‘i terhadap permasalahan hubungan mahram dalam 

konteks keluarga adopsi. 

B. Batasan Masalah 

        Kajian mengenai hubungan mahram dalam perspektif hukum Islam 

merupakan pembahasan yang sangat luas dan memiliki kompleksitas baik pada 

tataran normatif maupun aplikatif, terlebih ketika dikaitkan dengan fenomena 

sosial kontemporer seperti praktik adopsi anak. Keragaman dimensi tersebut 

menuntut kehati-hatian dalam menentukan fokus kajian agar penelitian dapat 

dilakukan secara mendalam dan terarah. Oleh karena itu, dengan 

mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, serta sumber daya penelitian, 

diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, penelitian ini difokuskan pada analis solusi syar‘i terhadap 

hubungan mahram pada keluarga adopsi. Kajian ini secara khusus menyoroti 

solusi syra‘i terhadap hubungan mahram yang terjadi pada keluarga adopsi.  

                                                             
11

 Fitri Sari, ―Anak Susuan Dalam Hadis Nabi Dan Pandangan Ulama,‖ Jurnal Penelitian 

Agama Medan 9, no. 2 (2018). 
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C. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi dalam Hukum 

Islam ? 

2. Bagaimana Solusi Syar‘i Terhadap Hubungan Mahram pada Keluarga 

Adopsi ? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

        Tujuan penelitian ini merujuk pada sasaran utama yang hendak dicapai 

melalui kegiatan kajian ilmiah. Adapun penelitian yang berjudul “Solusi Syar‟I 

Terhadap Hubungan Mahram Pada Kelyarga Adopsi” bertujuan untuk: 

a. Bagaimana konstruksi konsep serta dinamika permasalahan hubungan 

mahram dalam hukum Islam pada keluarga adopsi, khususnya yang 

berhubungan dengan aspek nasab dan persusuan (rada‟ah), beserta 

dampaknya dalam praktik kehidupan masyarakat Muslim? 

b. Bagaimana formulasi solusi syar‘i yang ditawarkan oleh hukum Islam 

dalam penetapan hubungan mahram pada keluarga adopsi, sebagai 

upaya menjaga batas-batas syariat dalam interaksi dan relasi 

kekeluargaan? 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

            Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi 

akademik bagi pengembangan khazanah hukum Islam, khususnya 

dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan dengan konsep rada‟ah, 

batasan usia persusuan, serta penetapan hubungan mahram dalam 

keluarga adopsi. 

b. Kegunaan Praktis  

            Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan 

sumber tambahan wawasan mengenai solusi syar‘I terhadap hubungan 

mahram pada keluarga adops dan batasan usia persusuan menurut 

pandangan Imam Syafi‗i dan Ibnu Hazm, terutama dalam praktik 

pengasuhan anak adopsi.Selain itu, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemahaman akademik bagi civitas 

akademika, khususnya mahasiswa dan dosen Program Studi Hukum 

Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup, dalam memahami implikasi 

perbedaan pendapat ulama terkait penetapan hubungan mahram dalam 

keluarga adopsi. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Adopsi atau Anak Angkat dalam Hukum Islam.  

a. Definisi Adopsi atau Anak Angkat Dalam Hukum Islam 

Secara etimologis, istilah adopsi atau pengangkatan anak dalam bahasa 

Arab dikenal dengan istilah tabanni (ًَِّتَجن). Menurut Prof. Mahmud Yunus, kata 

tersebut berarti ―mengambil anak angkat‖. Sementara itu, dalam Kamus al-

Munjid, istilah ini diartikan sebagai ittikhādz ibnan (  اِتِخَّبذُ اِثْه), yang bermakna 

―menjadikan seseorang sebagai anak.‖
1
 Kedua definisi tersebut menegaskan 

bahwa tabanni pada dasarnya merupakan tindakan mengambil anak orang lain 

dan memperlakukannya layaknya anak sendiri, baik dalam pengasuhan maupun 

kasih sayang. 

Adapun secara terminologis, Mahmud Syalthut memberikan dua bentuk 

pengertian mengenai adopsi. Pertama, adopsi dipahami sebagai tindakan 

seseorang mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik, dan dipelihara 

dengan penuh perhatian serta kasih sayang, kemudian diperlakukan oleh orang tua 

angkat seperti anak kandung, namun tanpa mengubah status nasab atau 

memberikan kedudukan hukum sebagai anak biologis. Kedua, adopsi dimaknai 

sebagai tindakan mengambil anak orang lain dan sekaligus memberinya status 

hukum sebagai anak kandung, sehingga anak tersebut berhak menyandang nasab 

                                                             
        

1
 Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: PT Hidakarya Agung, n.d.). 
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orang tua angkatnya, memperoleh hak waris, serta menikmati hak-hak lain 

sebagaimana hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya.
2
 

Dari dua pengertian tersebut, bentuk pertama menunjukkan bahwa adopsi 

hanya bersifat sosial dan moral, yakni memberikan kasih sayang, perawatan, dan 

pendidikan kepada anak tanpa mengubah garis keturunannya. Anak angkat dalam 

pengertian ini tetap diperlakukan dengan penuh cinta seperti anak sendiri, namun 

tidak memperoleh kedudukan hukum sebagai anak kandung dalam hal nasab, 

pewarisan, maupun hubungan mahram. 

Sementara itu, dalam pengertian yang kedua, adopsi tidak hanya dimaknai 

sebagai tindakan mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada anak 

sebagaimana perlakuan terhadap anak kandung, tetapi juga melibatkan pemberian 

status hukum sebagai anak kandung secara penuh. Dalam konteks ini, anak angkat 

diperlakukan sama dengan anak biologis, termasuk dalam hal hak pewarisan 

antara dirinya dan orang tua angkat. Konsep seperti ini secara tegas ditolak dalam 

ajaran Islam karena dianggap menyalahi prinsip dasar syariat yang menekankan 

keaslian nasab dan kejelasan garis keturunan. Oleh sebab itu, bentuk adopsi yang 

memberikan status hukum sebagai anak kandung kepada anak angkat dipandang 

bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan tidak dapat dibenarkan secara 

syar‘i. 

Dalam pandangan Islam, tabanni atau adopsi dimaknai sebagai tindakan 

mengasuh, memelihara, serta memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada 

seorang anak yang bukan berasal dari keturunan sendiri, tanpa mengubah garis 

                                                             
        

2
 Mahmud Syalthut, Al-Fatawa (Mesir: Dar al-Qalam, 1960). 
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nasab biologisnya. Islam menilai pengasuhan anak sebagai perbuatan kebajikan 

(ihsan), namun pada saat yang sama menolak praktik penggantian nasab, karena 

hal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan 

keturunan. Penolakan terhadap penghapusan nasab ini ditegaskan dalam QS. Al-

Ahzab (33): 4 

يًت تياىاىًريكفى مًنػٍنينَّ مىا ََّ فٍهًوً و كىمىا جىعىلى أىزٍكىاجىمي ي ال جىعىلى اللََّّي لرًىجيلو مًنٍ قػىلٍبػىيًٍ ي  جى
لًميٍ  قػىفٍليميٍ  بِىًهػٍفىاىًميٍ ۖ  كىاللََّّي يػىقيفؿي الْىٍقَّ  اتًميٍ  و كىمىا جىعىلى أىدٍعًيىاءىكيٍ  أىبػٍنىاءىكيٍ  و ذىَٰ  أيمَّنى

 دًم السَّبًيلى كىىيفى يػىنٍ 

Artinya “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam 

rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai 

ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. 

Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah 

mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (Q.S. 

Al-Ahzab Ayat 4) 

Dari ayat diatas Allah SWT melarang penyamaan status anak angkat 

dengan anak kandung. Prinsip ini juga ditegaskan melalui sabda Nabi Muhammad 

SAW yang melarang penyandaran nasab palsu (HR. Bukhari No. 2904). 

3
هـ       مىنً ادَّعىى إًلَى غىيًٍْ أىبيًوً، كىىٍفى يػىعٍلى ي أىنَّوي غىيػٍري أىبيًوً، هىالْىٍنَّةي عىلىيٍوً حىرىا

Artinya “Siapa pun yang mengklaim sebagai anak dari seorang laki-laki 

yang bukan ayah kandungnya, sedangkan ia sadar bahwa pengakuan tersebut 

tidak benar, maka baginya surga menjadi haram.” (HR. al-Bukhari, Kitab al-

Manaqib, No. 6766 / 2904) 

Menurut Abdul Hamid dan Muhammad Muhyiddin, konsep pengangkatan 

anak atau tabanni dapat dijelaskan sebagai berikut: 

                                                             
3
 Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Manaqib (Keutamaan 

Sahabat) (Al-Madinah al-Munawwarah: Dar al-Tauq al-Najah, 846), 

https://sunnah.com/bukhari:6766. 
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لى ا  بيو هينسبو أ لى ا  نسب لاف كلى ولد معرا  جل ما ريعمد أف ف : قلتبنت ا
لى نفسناا  منا هتنسبو أ لى ا  لنسب اف كلى ولد معرا  ة ما أ مرا  تعمد أك نفسو   

Artinya: “Adopsi adalah tindakan seorang laki-laki yang menghubungkan 

atau mengaitkan nasab seorang anak yang sebenarnya telah diketahui asal 

keturunannya kepada ayah kandungnya kepada dirinya sendiri. Begitu pula, 

seorang perempuan dapat melakukan hal serupa, yaitu menisbatkan seorang anak 

yang jelas nasabnya kepada ibu kandungnya, lalu menempatkannya sebagai 

anaknya sendiri.”
4
 

Dengan demikian, adopsi dalam hukum Islam memiliki dua dimensi 

pokok: pertama, dimensi sosial yang menekankan tanggung jawab moral dalam 

memberikan perlindungan kepada anak yatim; dan kedua, dimensi hukum yang 

menjaga keaslian nasab sebagai bagian dari tatanan hukum keluarga. Kedua aspek 

tersebut harus sejalan agar praktik adopsi tidak bertentangan dengan ketentuan 

syariat. Permasalahan sering kali muncul ketika anak angkat tinggal bersama 

keluarga angkat tanpa ikatan mahram, sehingga berpotensi menimbulkan 

pelanggaran batas aurat atau interaksi sosial. Untuk menjawab persoalan ini, Islam 

menghadirkan konsep rada‟ah (persusuan) sebagai alternatif hukum untuk 

menciptakan hubungan mahram tanpa menyalahi ketentuan nasab. 

Pandangan ini juga didukung oleh ulama klasik seperti Ibn Qudamah 

dalam Al-Mughni (2004) dan Wahbah az-Zuhaili dalam Fiqh al-Usrah (2010), 

yang menegaskan bahwa rada‟ah merupakan mekanisme hukum yang mampu 

menjaga keharmonisan keluarga angkat sekaligus melindungi prinsip nasab. 

Dalam konteks masyarakat modern, konsep tersebut tetap relevan karena 

menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan sosial yang berkembang. 

                                                             
4
Abdul Hamid and Muhammad Muhyiddin, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fi Syari‟atil 

Islami, 3rd ed. (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Sobih, 1996). 
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Islam memperbolehkan adopsi sebagai bentuk pengasuhan anak selama tidak 

terjadi penghapusan atau perubahan nasab. Konsep rada‟ah hadir sebagai sarana 

syar‘i yang sah untuk mengatur hubungan hukum antara anak angkat dan keluarga 

angkat secara aman serta sesuai dengan prinsip keadilan Islam. 

b. Kedudukan Adopsi atau Anak Angkat dalam Hukum Islam  

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak melahirkan 

hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua angkat. Nasab dipahami sebagai 

pertalian darah yang ditetapkan melalui kelahiran yang sah menurut syariat, dan 

memiliki implikasi hukum yang mendasar dalam berbagai ranah, seperti 

perwalian, kewarisan, serta penentuan hubungan mahram. Al-Qur‘an secara 

eksplisit menolak praktik penyamaan nasab anak angkat dengan anak kandung 

yang dikenal pada masa pra-Islam. Penolakan tersebut ditegaskan dalam Q.S. al-

Ahzab ayat 4–5, yang memerintahkan agar anak angkat tetap disandarkan 

nasabnya kepada ayah biologisnya. Atas dasar ini, pengangkatan anak dalam 

Islam dipahami sebagai bentuk pengasuhan (kafālah), bukan adopsi yang 

berimplikasi pada pemutusan dan pengalihan nasab. Para ulama sepakat bahwa 

nasab tidak dapat berubah hanya karena adanya proses adopsi, karena nasab 

merupakan ketetapan syar‗i yang bersifat tetap dan tidak tunduk pada rekayasa 

sosial. Konsekuensinya, anak angkat secara hukum tetap diposisikan sebagai 

pihak yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga angkatnya dalam 

aspek-aspek hukum tertentu, termasuk dalam penentuan hubungan mahram.
5
 

                                                             
5
Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk., Jilid 

10 (Jakarta: Gema Insani, 2011).Hlm, 29. 
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Perbedaan utama antara anak angkat (tabannī) dan anak kandung terletak 

pada sumber nasab serta akibat hukum yang menyertainya. Anak kandung lahir 

dari perkawinan yang sah atau sebab lain yang diakui oleh syariat, sehingga secara 

otomatis terikat dengan orang tuanya dalam hal nasab, status mahram, kewajiban 

nafkah, dan hak waris. Sebaliknya, anak angkat hanya memiliki keterikatan sosial 

dan emosional dengan orang tua angkatnya tanpa disertai hubungan hukum nasab. 

Praktik tabannī yang menghilangkan identitas biologis anak dan menyamakan 

kedudukannya secara hukum dengan anak kandung dinilai bertentangan dengan 

prinsip dasar syariat Islam. Meskipun Islam mendorong pemeliharaan anak 

sebagai wujud kepedulian sosial dan kemanusiaan, syariat tetap memberikan 

batasan tegas dengan melarang penyamaan status hukum anak angkat dan anak 

kandung. Perbedaan ini memiliki urgensi tinggi, khususnya dalam konteks 

hubungan mahram, karena kekeliruan dalam memahami posisi anak angkat 

berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan syar‗i yang telah 

digariskan. 

Penerapan adopsi dalam Islam membawa konsekuensi hukum yang cukup 

kompleks, terutama dalam pengaturan relasi keluarga. Ketiadaan hubungan nasab 

menyebabkan anak angkat tidak serta-merta menjadi mahram bagi orang tua 

angkat maupun anggota keluarga lainnya. Implikasi dari kondisi ini antara lain 

mencakup larangan khalwat, kewajiban menjaga batas aurat, serta pengaturan 

interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan mahram. 

Di samping itu, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua 

angkatnya, kecuali melalui pemberian wasiat atau hibah yang dilakukan semasa 

hidup. Dalam hal perwalian, ayah angkat juga tidak memiliki legitimasi sebagai 
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wali nikah bagi anak angkat perempuan. Keseluruhan konsekuensi tersebut 

menunjukkan bahwa praktik adopsi dalam Islam menuntut pemahaman hukum 

yang cermat agar tidak melahirkan pola hubungan keluarga yang bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh mengenai 

kedudukan anak angkat menjadi landasan penting dalam merumuskan solusi 

syar‗i atas persoalan hubungan mahram dalam keluarga adopsi. 

2. Konsep Mahram dalam Hukum Islam 

a. Definisi Mahram 

Secara etimologis, istilah mahram bermakna sesuatu yang diharamkan 

untuk dilanggar atau disentuh. Dalam terminologi syariat, sebagaimana dijelaskan 

oleh al-Kasani dalam Bada‟i„ ash-Shana‟i„, mahram diartikan sebagai seorang 

laki-laki yang tidak diperbolehkan menikahi seorang wanita untuk selama-

lamanya. Larangan tersebut bisa disebabkan oleh hubungan nasab, hubungan 

persusuan, maupun hubungan pernikahan yang menciptakan ikatan hukum 

tertentu antara keduanya.
6
 Dalam kajian istilah, para ulama memiliki beragam 

definisi mengenai makna mahram.  

Abdul Barr Rahimahullah, misalnya, mendefinisikan mahram sebagai 

laki-laki yang haram dinikahi oleh seorang wanita karena faktor nasab seperti 

ayah atau saudara laki-laki atau karena hubungan pernikahan, seperti suami, ayah 

mertua, dan anak tiri; serta juga karena faktor persusuan, seperti saudara 

sepersusuan.
7
  Al-Hafidz menambahkan bahwa mahram perempuan adalah laki-

                                                             
6
Ummu Ishaq al-Atsariyah, ―Pensyari‘atan Mahram Merupakan Kemuliaan Bagi Wanita‖ 

(Riyadh: IslamHouse.com, 2013), https://islamhouse.com/id/articles/417066/. 
7
Yusuf Ibn ‘Abd al-Barr, At-Tamhid Lima Fi Al-Muwatta‟ Min Al-Ma‟ani Wa Al-Asanid 

(Beirut: Dar al-Fikr, 1987), https://archive.org/details/waq3557. 
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laki yang haram dinikahi atas dasar ikatan hukum yang sah, kecuali ibu yang 

diperoleh dari hubungan yang tidak sah (syubhat) dan perempuan yang dilaknat. 

Sementara itu, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa mahram ialah suami seorang 

wanita atau laki-laki yang diharamkan menikahinya secara permanen karena 

adanya hubungan nasab atau persusuan.  Sejalan dengan itu, Ibnu Atsir 

Rahimahullah mengemukakan bahwa mahram adalah seseorang yang tidak 

diperbolehkan menikah dengan anggota keluarga dekatnya, seperti ayah, anak, 

saudara laki-laki, paman, dan kerabat lainnya yang memiliki hubungan mahram.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Muhammad Khasyad Rahimahullah, yang 

menyebut bahwa mahram adalah individu yang haram dinikahi berdasarkan ikatan 

hukum yang timbul dari pernikahan, nasab, persusuan, atau sebab-sebab lainnya. 

Sedangkan menurut Syaikh Shalih al-Fauzan Rahimahullah, mahram mencakup 

semua individu yang haram dinikahi secara permanen, baik karena hubungan 

darah seperti ayah, anak, dan saudara kandung, maupun karena sebab pernikahan 

seperti ayah atau anak tiri, serta hubungan persusuan. Berdasarkan berbagai 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahram pada hakikatnya berkaitan 

dengan pengharaman hukum tertentu yang berdampak pada batas-batas interaksi 

sosial dan ibadah. Ketentuan ini meliputi larangan pernikahan, aturan safar 

(bepergian) bersama, batasan aurat, hingga hukum berjabat tangan antara lawan 

jenis. Dengan demikian, konsep mahram bukan sekadar istilah hukum, melainkan 

juga instrumen syar‘i yang berfungsi menjaga kehormatan, nasab, dan kesucian 

hubungan sosial dalam masyarakat.
8
 

                                                             
8
Sri Mulyani et al., ―Tantangan Dan Solusi Memahami Mahram Di Era Modern,‖ Ikhlas: 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam 2, no. 1 (2025): 73–84, 

https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.271. 
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b. Konsep Mahram 

Konsep ini memiliki fungsi fundamental dalam sistem hukum Islam, yaitu 

sebagai pagar moral untuk menjaga kehormatan (irdh) dan kemurnian keturunan 

(nasl). Ketentuan mengenai mahram menjadi elemen penting dalam menjaga 

stabilitas sosial, karena berfungsi mencegah hubungan sedarah yang dilarang 

(incest), melindungi kehormatan keluarga, serta memastikan kejelasan garis 

keturunan.
9
 

Dalil mengenai ketentuan mahram dijelaskan secara tegas dalam Al-

Qur‘an, surah An-Nisa‟ ayat 23: 

تيميٍ  كىبػىنىاتي الٍْىخً  اتيميٍ  كىخىالَى اتيميٍ  كىبػىنىاتيميٍ  كىأىخىفىاتيميٍ  كىعىمَّ حيرًٌمىتٍ عىلىيٍميٍ  أيمَّنى
تِ أىرٍضىعٍنىميٍ  كى  أىخىفىاتيميٍ  مًنى الرَّضىاعىةً كىأيمَّنىاتي كىبػىنىاتي الٍْيخٍتً كىأيمَّنىاتيمي ي الََّ

لٍتيٍ  بًًِنَّ هىإًفٍ لَّىٍ  تِ دىخى ََّ تِ ي  حيجيفركًيٍ  مًنٍ نًسىايًمي ي ال يبًيمي ي الََّ نًسىايًميٍ  كىرىبَى
يًلي أىبػٍنىايًمي ي الَّذًينى مًنٍ أىصٍ  ىَ لٍتيٍ  بًًِنَّ هىىَ جينىاحى عىلىيٍميٍ  كىحى بًميٍ  كىأىفٍ تىميفنيفا دىخى ىَ

ا  .تَىٍمىعيفا بػىيٍى الٍْيخٍتػىيًٍ إًلََّ مىا قىدٍ سىلىفى ۗ إًفَّ اللََّّى كىافى غىفيفرنا رىحًيمن
Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan 

bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari 

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan 

sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

mencampuri mereka maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan 

bagimu istri-istri anak kandungmu; serta (diharamkan) menggabungkan dua 

saudara perempuan sekaligus dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi 

di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(QS. An-Nisa‟ [4]: 23). 

                                                             
9
Luqman Hayder and Muhammad Feroz-ud-Din Shah Khagga, ― شسٌعت اسلامٍہ مٍں حسمت

 .Foundations of Ḥurmat-i-Muṣāhrat in Islamic Jurisprudence,‖ Al-Qamar 4, no :مصبہست کی اسبسٍبت

03 (2021): 1–18, https://doi.org/https://doi.org/10.53762/cs40jb18. 
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Ayat tersebut menjadi landasan utama dalam menetapkan kelompok 

perempuan yang memiliki status haram untuk dinikahi secara permanen. 

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fikih kemudian menguraikan bahwa 

larangan perkawinan dalam Islam terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu keharaman 

yang bersifat permanen (taḥrīm mu‟abbad) dan keharaman yang bersifat 

sementara (taḥrīm ghairu mu‟abbad). Pembagian ini memiliki kedudukan penting 

dalam kajian hukum keluarga Islam karena membedakan antara seseorang yang 

benar-benar memiliki status mahram dengan pihak yang hanya mengalami 

larangan menikah akibat adanya kondisi atau sebab tertentu. Dalam perspektif 

Mazhab Syafi‘i, pembahasan mengenai mahram termasuk dalam kajian 

munakahat, terutama pada pembahasan mengenai kelompok perempuan yang 

tidak diperbolehkan untuk dinikahi (al-muḥarramāt min an-nisā‟).
10

 

1) Mahram Mu‟abbad 

Mahram mu‟abbad merupakan seseorang yang memiliki hubungan 

keharaman untuk dinikahi secara permanen, sehingga hukum tersebut tidak 

mengalami perubahan meskipun terjadi perubahan situasi atau kondisi tertentu. 

Status ini menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan bersifat mahram 

untuk selamanya karena adanya sebab yang telah ditentukan oleh ketentuan 

syariat. Para ahli fikih menjelaskan bahwa sebab terbentuknya mahram mu‘abbad 

dapat dikategorikan menjadi tiga hal utama, yaitu hubungan keturunan (nasab), 

hubungan persusuan (raḍā„ah), dan hubungan akibat perkawinan (muṣāharah). 

Ketiga bentuk hubungan tersebut memiliki konsekuensi yang sama dalam aspek 

                                                             
10

 Agus Hermanto, ―Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan 

Hukum Perkawinan Di Indonesia,‖ Muslim Heritage 2, no. 1 (2017): 125–52, 

https://doi.org/10.21154/MUSLIMHERITAGE.V2I1.1049. 
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larangan pernikahan, meskipun proses terbentuknya masing-masing memiliki 

dasar hukum yang berbeda. Dalam Mazhab Syafi‘i, status mahram mu‘abbad juga 

memberikan implikasi hukum tertentu dalam hubungan sosial, seperti adanya 

kebolehan tertentu dalam melihat bagian aurat yang dibenarkan oleh syariat serta 

larangan menikah yang berlaku secara mutlak
11

. 

a) Mahram Mu‟abbad karena Nasab 

Mahram yang disebabkan oleh hubungan nasab adalah 

keharaman menikah yang muncul karena adanya hubungan darah atau 

garis keturunan. Hubungan ini menjadi bentuk mahram yang paling 

mendasar dalam sistem keluarga Islam karena berkaitan langsung 

dengan hubungan biologis antaranggota keluarga. Berdasarkan 

ketentuan dalam QS. An-Nisā‘ ayat 23, terdapat tujuh kelompok 

perempuan yang termasuk mahram karena nasab, yaitu ibu, anak 

perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak 

ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari 

saudara perempuan. Seluruh kelompok tersebut memiliki larangan 

menikah yang bersifat permanen karena adanya hubungan kekerabatan 

yang dekat. Para ulama menjelaskan bahwa ketentuan ini memiliki 

tujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, memelihara kemurnian 

garis keturunan, serta mencegah rusaknya hubungan kekerabatan yang 

                                                             
11

 Muhammad Al-Furqaan and Muhammad Al Mustafa, ―Status of Adopted Child Turned 

into Mahram According to Syafi‘i Fiqih,‖ Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 2 (2022): 

113–29, https://doi.org/https://doi.org/10.52029/jis.v3i2.92. 
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telah dibangun dalam masyarakat.
12

 Yang termasuk dalam kelompok 

Mahram Mu‟abbad Karena nasab sebagai berikut : 

i) Ibu dan Nenek ke Atas 

ii) Anak Perempuan dan Keturunan ke Bawah 

iii) Saudara Perempuan 

iv) Bibi dari Pihak Ayah dan Ibu 

v) Keponakan Perempuan 

b) Mahram Mu‟abbad karena Persusuan (Raḍā„ah) 

Mahram karena persusuan adalah hubungan mahram yang 

terbentuk akibat seorang anak memperoleh air susu dari perempuan 

lain yang bukan ibu kandungnya.
13

 Dalam hukum Islam, hubungan 

persusuan diberikan kedudukan yang hampir sama dengan hubungan 

nasab dalam persoalan larangan menikah. Hal ini didasarkan pada 

sabda Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم: 

14بً يحىٍرييـ مًنى الرَّضىاعً مىا يحىٍرييـ مًنى النَّسى   

Artinya:m"Apa yang haram karena persusuan sama 

dengan apa yang haram karena nasab." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, 

hadis shahih) 

Berdasarkan hadis tersebut, perempuan yang menyusui seorang 

anak memiliki kedudukan sebagai ibu susu (ummu ar-raḍā„), 

                                                             
12

 Hermanto, ―Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum 

Perkawinan Di Indonesia.‖ 
13

 Hermanto. 
14

 Fauzi, Al-Umm Imam As-Syafi‟i. 
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sedangkan anak-anak dari ibu susu tersebut menjadi saudara sesusuan. 

Dalam Mazhab Syafi‘i, hubungan persusuan yang menyebabkan 

munculnya status mahram harus memenuhi beberapa persyaratan 

tertentu, yaitu penyusuan terjadi ketika anak masih berada dalam usia 

menyusu dan dilakukan sebanyak lima kali susuan yang terpisah. Oleh 

karena itu, kelompok yang termasuk mahram karena persusuan 

meliputi ibu susu, nenek susu, saudara perempuan sesusuan, anak 

perempuan ibu susu, serta keponakan perempuan dari saudara 

sesusuan. 

c) Mahram Mu‟abbad karena Mushaharah 

Mahram karena muṣāharah adalah hubungan keharaman 

menikah yang muncul sebagai akibat adanya akad perkawinan. 

Berbeda dengan hubungan nasab dan persusuan yang berasal dari 

hubungan biologis, hubungan mushaharah terbentuk melalui ikatan 

keluarga yang lahir dari perkawinan.
15

 Dalam hukum Islam, terdapat 

empat kelompok perempuan yang menjadi mahram karena 

mushaharah, yaitu  

i) ibu mertua,  

ii) anak perempuan tiri,  

iii) menantu perempuan 

iv) ibu tiri.  

                                                             
15

 Hermanto, ―Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum 

Perkawinan Di Indonesia.‖ 
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Ketentuan tersebut didasarkan pada QS. An-Nisā‘ ayat 22–

23 yang menjelaskan kelompok perempuan yang haram dinikahi 

karena hubungan perkawinan. Konsep mushaharah menunjukkan 

bahwa Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap hubungan 

darah, tetapi juga menjaga kehormatan keluarga yang terbentuk 

melalui ikatan perkawinan. 

2) Ghairu Mu‟abbad / Mahram Mu‟aqqat  

Ghairu mu‟abbad atau mahram mu‟aqqat adalah perempuan yang tidak 

diperbolehkan untuk dinikahi karena adanya suatu keadaan tertentu yang sifatnya 

sementara. Dalam terminologi fikih, kategori ini lebih tepat disebut sebagai al-

muḥarramāt taḥrīman mu‟aqqatan, yaitu kelompok perempuan yang keharaman 

menikah dengannya bergantung pada suatu sebab tertentu.
16

 Apabila sebab yang 

menyebabkan larangan tersebut telah hilang, maka hukum larangan tersebut juga 

berakhir. Berbeda dengan mahram mu‘abbad yang berlaku sepanjang masa, 

larangan dalam kategori ini hanya berkaitan dengan kondisi hukum tertentu. Oleh 

karena itu, pihak yang termasuk dalam kategori ini tidak memiliki seluruh 

konsekuensi hukum sebagaimana mahram permanen. 

a. Menghimpun dua perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan 

sebagai saudara dalam satu akad perkawinan.  

b. Melangsungkan pernikahan dengan perempuan yang masih berada 

dalam masa iddah karena perceraian maupun karena wafatnya suami.  

                                                             
16

 Hermanto. 



25 

 

 

c. Menikahi perempuan yang masih terikat dalam hubungan perkawinan 

yang sah dengan laki-laki lain.  

d. Melakukan pernikahan kembali dengan perempuan yang telah dijatuhi 

talak tiga sebelum terpenuhinya ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

syariat. 

Sebagai solusi terhadap persoalan tersebut, rada‟ah menjadi sarana syar‘i 

untuk mengubah status anak angkat menjadi mahram bagi keluarga angkat tanpa 

melanggar prinsip nasab. Ibn Hajar dalam Fath al-Bari (2001) serta Wahbah az-

Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (2015) menjelaskan bahwa 

hubungan persusuan memiliki efek hukum yang sama dengan hubungan darah 

dalam menetapkan kemahraman. Konsep mahram menegaskan pentingnya aturan 

hukum yang jelas demi menjaga batas interaksi sosial, moral, dan kesucian 

keluarga. Dalam konteks adopsi, penerapan rada‟ah menjadi solusi syar‘i yang 

sesuai dengan nilai-nilai maslahat dan perlindungan hukum Islam. 

3. Konsep Rada‟ah (Persusuan) Dalam Hukum Islam 

a. Pengertian Raḍā„ah ( الرَّضىاعىةي) 

  Untuk memberikan landasan konseptual yang jelas mengenai pembahasan 

raḍā‗ah serta agar penelitian ini memiliki arah yang sistematis, terlebih dahulu 

perlu dijelaskan definisi raḍā‗ah secara umum berikut aspek-aspek yang berkaitan 

dengannya. Secara etimologis, kata raḍā„ ( ٌرَضَاع) merupakan maṣdar dari fi‗il رَضَع–ٌ

ٌالثَّدْيٌَ :Dalam penggunaan bahasa Arab disebutkan .يَ رْضَعٌ   yang bermakna ―ia رَضَعَتِ

menyusu pada payudara.‖ Adapun lafaz  ٌالرَّضَاعَة dapat dibaca dengan fathah maupun 
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kasrah pada huruf rā‟ ( ٌٌالرِ ضَاعَة /ٌ  Kata tersebut tergolong isim maṣdar yang .(الرَّضَاعَة 

menunjukkan perbuatan menyusu.
17

 

Sebagaimana dijelaskan oleh ‗Abd al-Raḥmān al-Jazīrī dalam Kitāb al-

Fiqh „alā al-Madhāhib al-Arba„ah: 

: رىضىاعىةه بفًىتٍ ك يػيقىاؿي ا أىيٍضنا، مىعٍنىاهي ي  اللُّغىةً أىنَّوي اسٍ ه لًمىصًٌ ىَ حً الرَّاءً كىكىسٍرىًى
18الثَّدٍم

 

Artinya: “Dikatakan raḍā„ah dengan difathahkan rā‟-nya dan juga 

dikasrahkan. Maknanya secara bahasa adalah nama bagi perbuatan mengisap 

payudara.” 

Adapun secara terminologis dalam perspektif syariat, raḍā„ah dimaknai 

sebagai masuknya air susu seorang perempuan ke dalam perut bayi yang usianya 

belum melampaui dua tahun. 

Menurut penjelasan ‗Abd al-Raḥmān al-Jazīrī: 

ً آدىمًيَّ  فٍلىيًٍ كىأىمَّا مىعٍنىاهي شىرٍعنا هػىنيفى كيصيفؿي لىبَى ةو إًلَى جىفٍؼً طًفٍلو لَّىٍ يىزدًٍ سًنُّوي عىلىى حى
أىرٍبػىعىةو كىعًشٍريًنى شىنٍرنا

ُ9 

Artinya: “Adapun makna raḍā„ah menurut syara„ adalah sampainya air 

susu seorang perempuan ke dalam perut seorang bayi yang umurnya tidak lebih 

dari dua tahun (24 bulan).” 

Jumhur ulama, termasuk Abū Ḥanīfah, Mālik, dan al-Syāfi‗i, berpendapat 

bahwa setiap cairan susu yang sampai ke perut anak melalui proses penyusuan 

                                                             
17

 Ali Bin Sa‘id Bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi, Fikih Muslimah, ed. Khoirun Niat Alih 

bahasa Ahmad Syarif, Andhilla Nisa (Jakarta: Aqwan, 2009), Hlm. 332. 
18

 Abdul ar-Rahman Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah, Juz 4, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1999),Hlm. 250. 
19

 Al-Jazairy. 
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baik secara langsung dari payudara maupun melalui perantara tetap dikategorikan 

sebagai raḍā„ah selama memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
20

 

Berdasarkan uraian kebahasaan dan terminologis tersebut, dapat 

dirumuskan bahwa raḍā„ah adalah masuknya air susu perempuan yang masih 

hidup ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun, yang kemudian 

berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik dan pembentukan tubuhnya, baik melalui 

penyusuan secara langsung maupun dengan cara tidak langsung. 

b. Rukun dan Syarat Raḍā„ah 

Dalam setiap perbuatan hukum, keberadaan rukun dan syarat merupakan 

elemen fundamental. Konsekuensi hukum yang lahir dari suatu peristiwa sangat 

ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya kedua unsur tersebut. 

1) Rukun Raḍā„ah 

Para ulama pada umumnya menyebutkan bahwa rukun raḍā‗ah 

terdiri atas tiga unsur pokok:
21

 

a)  الٍميرٍضًعي (al-murḍi„)  perempuan yang menyusui. 

b)  َُجه  .air susu (al-laban) اللَّ

c)  ُضٍِع  .anak yang menerima susuan  („al-raḍī) السَّ

2) Syarat Raḍā„ah 

                                                             
20

 Yusuf Qardhawi, Bank Asi Bolehkah, Risalah No, 1989, Hlm. 32. 
21

 Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah, Hlm. 253. 
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Mengenai syarat-syarat raḍā‗ah, para ulama memiliki 

perbedaan pendapat. Berikut penjelasan secara umum. 

a) Syarat bagi Perempuan yang Menyusui ( الٍميرٍضًعي) 

i) Perempuan 

Disyaratkan bahwa yang memberikan susuan adalah 

seorang perempuan dari jenis manusia. Susu hewan tidak 

menimbulkan hubungan kemahraman. Demikian pula, susu laki-

laki tidak berimplikasi pada keharaman. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Kifāyat al-Akhyār: 

ةً لَى يػىتػىعىلَّقي بًوً تَىٍريمه، هػىلىفٍ شىرًبى مًنٍوي لَّىٍ  ي الٍبىنًيمى ا امٍرىأىةن هػىلىبَى فٍنػينى كى
ي الرَّجيلً لَى يحيىرًٌيـ  ا لىبَى ا أيخيفَّةه، كىكىذى نػىنيمى 22يػىثػٍبيتٍ بػىيػٍ

 

Artinya: “Yang menyusui adalah seorang perempuan. 

Dengan demikian, air susu yang berasal dari hewan tidak memiliki 

implikasi hukum mahram. Apabila dua orang anak yang meminum 

susu dari hewan yang sama, maka tidak menjadikan keduanya 

memiliki hubungan persaudaraan sesusuan. Begitu pula susu 

berasal dari seorang laki-laki tidak menimbulkan akibat hukum 

berupa keharaman atau hubungan mahram.” 

Dalam Al-Fiqh „alā al-Madhāhib al-Arba„ah juga 

disebutkan: 

يًمىةو هىإًنَّوي لَى يػىتػىعىلَّقي بًوً التَّحٍريم إًذىا رىضىعى طًفٍله كىطًفٍلىةه ثىدٍمى بِى
23  

                                                             
22

 Abu Bakar bin Muhammad Husein Al-Husni Al-damsyiki Al-syafi‘i, Kifayatul Akhyar, 

ed. Imam Taqiyuddin, Juz 2 (Suarabaya: Al-Hidayah, n.d.), Hlm. 137. 
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        Artinya : “Apabila seorang anak laki-laki atau perempuan 

menyusu dari air susu hewan, maka tidak ada pengaruh hukum 

mahram padanya.”  

Para ulama sepakat bahwa setiap air susu perempuan 

berpotensi menimbulkan kemahraman, tanpa membedakan apakah 

ia telah balig atau belum, sedang haid atau tidak, bersuami ataupun 

tidak. Namun demikian, terdapat sebagian kecil ulama yang 

mengemukakan pandangan yang tidak lazim, yakni menyatakan 

bahwa air susu laki-laki dapat menimbulkan keharaman. Pendapat 

ini pada hakikatnya tidak memiliki dasar yang kuat, baik secara 

faktual maupun dalam kerangka hukum syar‗i. Bahkan, apabila 

secara hipotetis hal tersebut dianggap ada, maka substansinya tidak 

dapat dikategorikan sebagai air susu dalam pengertian yang 

sebenarnya, melainkan sekadar kesamaan istilah tanpa implikasi 

hukum yang sah.
24

 

ii) Dalam Keadaan Hidup 

Mayoritas ulama mensyaratkan bahwa perempuan yang 

menyusui berada dalam keadaan hidup. Dengan demikian, seorang 

anak yang memperoleh susuan dari perempuan yang telah 

meninggal dunia tidak menimbulkan hubungan mahram, apa pun 

cara penyusuannya, baik diminum secara langsung dari payudara 

maupun melalui perantara tanpa kontak langsung dengan payudara 

perempuan tersebut. Pandangan ini merupakan pendapat yang 

                                                                                                                                                                       
23

 Al-syafi‘i. 
24

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Abu Usamah (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 

Hlm. 77. 
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dianut oleh jumhur ulama, yang menegaskan bahwa kondisi 

hidupnya perempuan yang menyusui menjadi unsur penting dalam 

penetapan akibat hukum raḍā‗ah. 

Ulama Syafi‗iyyah menyatakan: 

ا هىإًفَّ رىضىاعىوي لَى يػيعٍتػىبػىري  هىإًذىا دىبَّ الطًٌفٍلي إًلَى مىيًٌتىةو كىرىضىعى مًنٍ ثىدٍيًنى
كىلَى يػىنٍشيري الْيٍرٍمىة

ِ5 

Artinya: “Apabila seorang anak kecil menyusu dari 

payudara perempuan yang telah meninggal dunia, maka perbuatan 

tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai raḍā„ah, dan 

karenanya tidak menimbulkan hubungan mahram.” 

Sementara itu, Malikiyyah berpendapat: 

كىلَى ييشٍتػىرىطي أىفٍ تىميففى الٍميرٍضًعىةي عىلىى قػىيٍدً الْىٍيىاةً، بىلٍ إًذىا مىاتىتٍ 
ه هىإًنَّوي كى  ا لىبَى دىبَّ طًفٍله كىارٍتىضىعى مًنٍ ثىدٍيًنىا كىعيلً ى أىفَّ الَّذًم بثًىدٍيًنى

يػيعٍتػىبػىري 
ِ6 

Artinya : “Tidak dipersyaratkan bahwa perempuan yang 

menyusui harus berada dalam keadaan hidup. Oleh karena itu, 

apabila seorang perempuan telah meninggal dunia, kemudian 

seorang anak mendekatinya dan menyusu darinya, serta dapat 

dipastikan bahwa proses tersebut benar-benar menghasilkan dan 

mengalirkan air susu, maka keadaan tersebut tetap dikategorikan 

sebagai raḍā„ah.” 

Pendapat yang sejalan juga dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm: 
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 Al-Jazairy, Kitab Al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah, Hlm. 255. 
26

 Al-Jazairy. 
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ً مىيًٌتىةو أىكٍ مَىٍنيفنىةو  بًيْه مًنٍ لىبَى قىاؿى أىبيف مُيىمَّدو: كىإًفً ارٍتىضىعى صىغًيْه أىكٍ كى
أىكٍ سىمٍرىل خَىٍسى رىضىعىاتو هىإًفَّ التَّحٍريمى يػىقىعي بًوً، لًْىنَّوي رىضىاعه صىحًيحه 

27  

Artinya: “Abu Muhammad menyatakan bahwa apabila 

seorang anak kecil ataupun orang dewasa menyusu dari air susu 

perempuan yang telah meninggal dunia, perempuan yang 

mengalami gangguan akal, atau perempuan dalam keadaan 

mabuk, maka tetap berlaku hubungan kemahraman atasnya, sebab 

penyusuan tersebut dipandang sahih.” 

iii) Dalam Usia Melahirkan 

Perempuan yang menyusui harus berada pada rentang usia 

yang secara biologis memungkinkan untuk melahirkan. Apabila 

yang menyusui adalah anak kecil yang belum balig atau perempuan 

yang sangat lanjut usia sehingga tidak mungkin melahirkan, maka 

susuan tersebut tidak menimbulkan akibat kemahraman.
28

 

b) Syarat Air Susu ( ي  (اللَّبَى

i) Mengenyangkan 

Ketentuan ini didasarkan pada hadis: 

نََّّىا الرَّضىاعىةي مًنى الٍمىجىاعىةً إِ   
Artinya: “Sesungguhnya penyusuan itu (yang menimbulkan 

hukum) adalah karena lapar.” 

Hadis lainnya menyebutkan: 

                                                             
27

 Ibnu Hazm, Al-Muhalla. 
28

 Abu Ahmadi Abdul Fatah Idris, Fikih Islam Lengkap, cetakan 3 (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), Hlm 284. 
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 ًـ  لَى يحىٍرييـ مًنى الرَّضىاعىةً إًلََّ مىا هػىتىقى الٍْىمٍعىاءى كىكىافى قػىبٍلى الٍفًطىا
Artinya: “Tidak mengharamkan dari susuan kecuali yang 

mengenyangkan dan sebelum masa sapih.” 

ii) Murni 

Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa susu tersebut harus 

dalam keadaan murni. 

ي امٍرىأىةو ي  طىعىاوـ كىمىسَّتٍوي النَّاري  ، هىإًفٍ نيزؿًى لىبَى ي بًَلطَّعىاًـ أىفٍ لَى يَىٍتىلًطى اللَّبَى
 هىأىنٍضىجىتٍوي حىتََّّ تػىغىيػَّرى كىأىكىلى مًنٍوي الصَّبُِّ هىإًنَّوي لَى يػيعٍتػىبػىري 

Sementara Malikiyyah menyatakan: 

ً، هىإًذىا كىافى أىصٍفىرى أىكٍ أىحٍْىرى  ً أىفٍ يىميففى لىفٍنيوي لىفٍفى اللَّبَى كىييشٍتػىرىطي ي  اللَّبَى
 هىىَ يػيعٍتػىبػىري 

c) Syarat Anak yang Menyusu ( لرَّضًيعي ا ) 

i) Hidup 

Disyaratkan bahwa anak yang menerima susu berada dalam 

kondisi hidup secara stabil. 

ً إًلَى جىفٍؼً  يِّا حىيىاةن ميسٍتىقًرَّةن، هىىَ أىثػىرى لًفيصيفؿً اللَّبَى فٍنيوي حى كىي  الرَّضًيعً كى
 غىيٍْهًً 

ii) Dalam Usia Menyusu (≤ 2 tahun) 

Ketentuan ini merujuk pada firman Allah: 
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فٍلىيًٍ   دىىينَّ حى امًلىيًٍ كىالٍفىالًدىاتي يػيرٍضًعٍنى أىكٍلَى كى  
(Q.S. al-Baqarah: 233) 

iii) Sampai ke Perut 

Air susu tersebut harus benar-benar sampai ke dalam perut. 

ةً أىكً الدًٌمىاغً بِىًفٍ تػىقىايَىىهي قػىبٍلى كيصيفلوًً هىإًنَّوي  عًدى ي إًلَى الٍمى ٍ يىصًلً اللَّبَى هىإًذىا لَّى
 لَى يػيعٍتػىبػىري 

c. Ukuran Raḍā„ah yang Mengharamkan 

Para ulama sepakat bahwa hubungan raḍā‗ah menimbulkan keharaman 

menikah sebagaimana hubungan nasab. Namun demikian, mereka berbeda 

pendapat mengenai jumlah susuan yang menyebabkan keharaman tersebut. 

1) Sedikit atau banyak tetap mengharamkan 

Pendapat ini didasarkan pada hadis Uqbah bin Harits (HR. Bukhari dan 

Ahmad). 

a) Lima kali susuan (Mazhab Syafi‗i dan Ahmad) 

Dalilnya adalah hadis: 

ا أينٍزؿًى مًنى الٍقيرٍآفً عىشٍري رىضىعىاتو مىعٍليفمىاتو يحيىرٌمًٍنى، ثُيَّ نيسًخٍنى بًِىمٍسو  كىافى هًيمى
 مىعٍليفمىاتو 

b) Tiga kali susuan 
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Sebagaimana disebutkan dalam hadis: 

 لَى تَيىرًٌيـ الٍمىصَّةي كىلَى الٍمىصَّتىافً 

d. Larangan Karena Raḍā„ah 

Keharaman yang timbul akibat raḍā‗ah memiliki konsekuensi hukum yang 

setara dengan keharaman karena hubungan nasab. Yang diamana persusuan ini 

menimbulkan hukum karena penyusuan seorang anak oleh perempuan selain ibu 

kandungnya, yang mengakibatkan status mahram sebagaimana hubungan darah. 

Landasan hukumnya dijelaskan dalam QS. An-Nisa‟ (4): 23 dan hadis Nabi SAW 

yang berbunyi: 

تيميٍ  كىبػىنىاتي الٍْىخً  حيرًٌمىتٍ  اتيميٍ  كىخىالَى اتيميٍ  كىبػىنىاتيميٍ  كىأىخىفىاتيميٍ  كىعىمَّ عىلىيٍميٍ  أيمَّنى
تِ أىرٍضىعٍنىميٍ  كىأىخىفىاتيميٍ  مًنى الرَّضىاعىةً كىأيمَّنىاتي  كىبػىنىاتي الٍْيخٍتً كىأيمَّنىاتيمي ي الََّ

تِ ي   ََّ يبًيمي ي ال لٍتيٍ  بًًِنَّ هىإًفٍ لَّىٍ نًسىايًميٍ  كىرىبَى تِ دىخى ََّ حيجيفركًيٍ  مًنٍ نًسىايًمي ي ال
بًميٍ  كىأىفٍ  ىَ يًلي أىبػٍنىايًمي ي الَّذًينى مًنٍ أىصٍ ىَ لٍتيٍ  بًًِنَّ هىىَ جينىاحى عىلىيٍميٍ  كىحى تىميفنيفا دىخى

 .كىافى غىفيفرنا رىحًيمنا  تَىٍمىعيفا بػىيٍى الٍْيخٍتػىيًٍ إًلََّ مىا قىدٍ سىلىفى ۗ إًفَّ اللََّّى 
Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan 

bapakmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari 

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang 

perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuan 

sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

mencampuri mereka maka tidak berdosa kamu mengawininya; dan diharamkan 

bagimu istri-istri anak kandungmu; serta (diharamkan) menggabungkan dua 

saudara perempuan sekaligus dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi 

di masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(QS. An-Nisa‟ [4]: 23). 
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―Diharamkan karena persusuanjuga diharamkan sebagaimana hubungan 

nasab, hal ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad Saw. 

حىرَّىـ مًنى الرَّضىاعً مىا حىرَّىـ مًنى النَّسىبً 
29  

“Segala sesuatu yang diharamkan disebabkan oleh hubungan darah 

(nasab), maka hal serupa juga diharamkan apabila terjadi karena hubungan 

persusuan (rada‟ah).” (HR. Bukhari No. 5101; Muslim No. 1447). 

Dalam konteks ini, terdapat tiga unsur utama yang memengaruhi 

terjadinya penyusuan.
30

 Pertama adalah keberadaan anak yang menyusu. Anak 

dalam pandangan Islam merupakan amanah yang diberikan oleh Allah SWT 

kepada kedua orang tuanya, yang wajib dipelihara, dirawat, dan dijaga hak-

haknya. Sejak dilahirkan, seorang anak memiliki hak untuk memperoleh ASI 

sebagai sumber gizi dan kasih sayang pertama dari ibunya, di samping hak-hak 

lainnya seperti hak atas perawatan, nafkah yang layak, warisan, serta perwalian.
31

 

Anak yang berhak memperoleh penyusuan adalah anak yang berusia di bawah dua 

tahun, sebab pada rentang usia ini ASI berperan penting dalam menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikisnya. 

Kedua, perempuan yang menyusui anak memiliki tanggung jawab 

sekaligus hak dalam proses penyusuan tersebut. Tindakan menyusui merupakan 

kewajiban seorang ibu terhadap anaknya, meskipun dalam kondisi tertentu tugas 

ini dapat dialihkan kepada perempuan lain apabila sang ibu mengalami kendala 

dalam memberikan ASI. Peran ibu sangatlah penting, sebab melalui payudaranya 

                                                             
29

 Abu al-Husayn ibn al-Hajjaj al-Qushayri Muslim, Sahih Muslim: Kitab ar-Radha‟, 

Hadith No. 1447 (Riyadh: Darussalam Publishers, 2000), https://sunnah.com/muslim:1447. 
30

 Lukman Hakim, ―Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadits‖ (Program Studi Agama dan 

Filsafat UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm 16. 
31

 Mustafa Ahmad Zarqa, Al-Fiqh Al-Islam Fi Saubih Al-Jadid (Bairut: Dar al-Fikr, n.d.), 

hlm 248. 
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air susu diproduksi dan disalurkan sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi. Pada 

masa Rasulullah SAW, praktik penyusuan oleh ibu susuan lain merupakan hal 

yang lazim dilakukan karena berbagai pertimbangan, seperti kesehatan atau 

kondisi sosial. Namun, di era modern, ketika seorang ibu mengalami kesulitan 

dalam menyusui, alternatif yang sering dipilih adalah memberikan susu sapi atau 

susu formula sebagai pengganti. Ketiga, Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan 

berupa emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, serta garam organik yang 

dihasilkan oleh kelenjar payudara (mammae) dan berfungsi sebagai makanan 

pokok yang paling alami dan sempurna bagi bayi.
32

 

Konsep rada‟ah memiliki dimensi sosial sekaligus hukum. Dari sisi sosial, 

ia memperluas jalinan kekeluargaan melalui kasih sayang dan tanggung jawab 

moral. Dari sisi hukum, ia memberikan dasar legitimasi syar‘i dalam menetapkan 

status mahram tanpa mengubah nasab anak. Para ulama sepakat bahwa rada‟ah 

hanya sah apabila dilakukan kepada anak yang berusia di bawah dua tahun (QS. 

Al-Baqarah [2]: 233) sebagaimana yang diterangkan diatas, dan pada Q.S 

Luqman ayat (31): 14 yang berbunyi:  

يٍوً ۖ حْىىلىتٍوي أيمُّوي كىىٍننا عىلىىَٰ كىىٍنو كىهًصىاليوي ي  عىامىيًٍ ۖ أىفً اشٍميرٍ  نسىافى بًفىالًدى كىكىصَّيػٍنىا الًٍْ
يٍكى إًلِىَّ الٍمىصًيْي   لِ كىلًفىالًدى

  Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah 

yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu; hanya kepada-Kulah kembalimu.” 

(Q.S. Luqman [31]: 14, 
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 Pendapat ini dipegang oleh mayoritas fuqaha, termasuk Imam Syafi‘I 

bahwasanya berlakunya hukum mahram dengan sebab rada‘aah pada bayi yang 

berusia  dua tahun. Adapun Ibnu Hazm memiliki penafsiran berbeda yang di mana 

pandangan beliau tidak ada batasan usia pada rada‟ah, yang akan diuraikan pada 

bagian berikutnya. 

Dalam konteks keluarga adopsi, rada‟ah menjadi mekanisme penting yang 

memberikan legalitas hubungan mahram antara anak angkat dan keluarga angkat. 

Lebih jauh, konsep ini mencerminkan nilai rahmah (kasih sayang) serta menjaga 

dua tujuan pokok syariat, yakni hifz al-nasl (pelestarian keturunan) dan hifz al-

irdh (penjagaan kehormatan). Rada‟ah tidak hanya merupakan konsep hukum 

yang bersifat formal, tetapi juga instrumen sosial dan spiritual untuk membangun 

keluarga harmonis sesuai tuntunan syariah. Dalam penelitian ini, rada‟ah 

diposisikan sebagai pusat analisis untuk merumuskan solusi syar‘i atas status 

mahram dalam keluarga adopsi. 

e. Pandandangan Imam Syafi’i tentang Usia Berlakunya Mahram dengan 

Sebab Rada‟ah 

1) Biografi Imam Syafi‘i 

 Imam Syafi‗i lahir di kota Ghazza pada tahun 150 H/767 M. Nama 

lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-‗Abbas bin ‗Utsman bin Syafi‗ 

Abu ‗Abdillah al-Quraisy. Pada usia sekitar dua tahun, beliau bersama 

keluarganya pindah ke Makkah. Di kota suci ini, Imam Syafi‗i tumbuh dalam 

lingkungan keilmuan yang kuat; pada usia tujuh tahun ia telah menghafal Al-

Qur‘an, kemudian mendalami fikih, bahasa Arab, dan ilmu Al-Qur‘an kepada para 
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ulama Makkah.
33

 Dalam perkembangan intelektualnya, Imam Syafi‗i melanjutkan 

pendidikan ke Madinah untuk memperdalam hadis dan ilmu hadis di bawah 

bimbingan Imam Malik bin Anas serta para ulama Madinah lainnya. 

Ketekunannya dalam menuntut ilmu membuahkan hasil yang luar biasa, sehingga 

pada usia sepuluh tahun ia telah menghafal kitab al-Muwaththa‟, karya 

monumental Imam Malik. Kematangan keilmuannya semakin terlihat ketika pada 

usia lima belas tahun ia telah mendapatkan izin untuk berfatwa di kota Makkah. 

Selanjutnya, Imam Syafi‗i melakukan perjalanan ilmiah ke Irak sebanyak 

dua kali. Di wilayah ini, ia mempelajari fikih ra‘yi kepada Imam Muhammad bin 

Hasan al-Syaibani, salah seorang murid utama Abu Hanifah. Di Irak pula ia 

bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu, ia menetap sementara di 

Baghdad dan mengembangkan keahliannya dalam berbagai cabang ilmu, 

khususnya fikih, hingga namanya dikenal luas di kalangan umat Islam. Pada tahun 

199 H, Imam Syafi‗i berpindah ke Mesir dan mulai menyebarkan mazhab 

fikihnya di sana. Ia menetap di Mesir hingga akhir hayatnya, wafat pada tahun 

204 H/820 M dalam usia 54 tahun, dan dimakamkan di Kairo.
34

 

Sebelum bermukim di Baghdad, Imam Syafi‗i telah berguru dalam bidang 

hadis kepada Sufyan bin ‗Uyainah ketika berada di Makkah dan kepada Imam 

Malik bin Anas di Madinah. Kedua tokoh tersebut merupakan guru utama yang 

sangat berpengaruh dalam pembentukan keilmuan Imam Syafi‗i, meskipun ia juga 

belajar kepada banyak ulama lainnya. Ketika otoritas fikih di Madinah berada di 

                                                             
33

 Muhammad Zuhaily, Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Persfektif 

Imam Syafi‟i (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), Hlm. 9-10. 
34

 Iffatin Nur, ―A Humanistic Phylosophical Analysis on Women Existence in the Fiqh of 

Syafii,‖ Ulumuna 19, no. 1 (2015): 33–58, 

https://doi.org/https://doi.org/10.30762/mahakim.v3i1.129. 



39 

 

 

tangan Imam Malik, Imam Syafi‗i mendatangi Madinah untuk menimba ilmu 

darinya. Demikian pula, saat kepemimpinan fikih di Irak didominasi oleh Abu 

Hanifah, Imam Syafi‗i mempelajari fikih melalui murid Abu Hanifah, yakni 

Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Melalui proses intelektual tersebut, Imam 

Syafi‗i berhasil menghimpun dua corak pemikiran fikih yang dominan pada 

masanya, yaitu fikih Ashab al-Hadits sebagaimana dikembangkan di Hijaz dan 

fikih Ashab al-Ra‟yi yang berkembang di Irak.
35

 

Pengetahuan hadis yang ia peroleh dari berbagai wilayah berpadu dengan 

penguasaan fikih dari kedua aliran tersebut, sehingga membentuk karakter 

metodologisnya yang khas. Perbedaan kondisi sosial dan keilmuan antara Irak 

dan Mesir turut memengaruhi corak pendapat serta ijtihad Imam Syafi‗i. Ketika 

berada di Irak, ia mengkaji karya-karya fikih setempat dan mengintegrasikannya 

dengan landasan keilmuan yang bersumber dari pendekatan Ahl al-Hadits. 

Perpaduan inilah yang kemudian melahirkan konstruksi pemikiran fikih Imam 

Syafi‗i yang sistematis dan berpengaruh luas dalam khazanah hukum Islam. 

2) Dasar-dasar Hukum Imam Syafi‘i 

Adapun metode istidlāl yang dijadikan Imam Syafi‘i sebagai dasar utama 

dalam proses istinbāṭ hukum dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a) Al-Qur‘an dan Al-Sunnah 

                                                             
35

 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 2003),Hlm. 122-123. 



40 

 

 

Imam Syafi‘i menempatkan Al-Qur‘an dan Al-Sunnah pada posisi 

yang setara dalam hierarki dalil hukum. Menurutnya, Al-Sunnah berfungsi 

sebagai penjelas dan perinci terhadap kandungan Al-Qur‘an, sehingga 

keduanya tidak dapat dipisahkan dalam penetapan hukum. Kendati 

demikian, beliau membedakan nilai otoritatif antara hadis mutawātir dan 

hadis āḥād, di mana hadis āḥād tidak memiliki kedudukan yang sama 

dengan Al-Qur‘an maupun hadis mutawātir. Dalam praktik istidlāl, apabila 

suatu hukum tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur‘an, maka 

Imam Syafi‘i merujuk kepada hadis mutawātir. Apabila dalil tersebut 

belum ditemukan, barulah digunakan hadis āḥād dengan sejumlah 

persyaratan ketat.
36

 Adapun syarat diterimanya hadis āḥād sebagai hujjah 

hukum menurut Imam Syafi‘i meliputi: 

1. Perawi memiliki sifat adil dan dapat dipercaya. 

2. Perawi berakal sehat serta memahami substansi hadis yang 

diriwayatkannya. 

3. Perawi memiliki ketelitian dan kekuatan hafalan (ḍābiṭ). 

4. Hadis tersebut diterima secara langsung melalui proses 

mendengar dari guru yang meriwayatkannya. 

5. Riwayat tersebut tidak bertentangan dengan periwayatan para 

ahli hadis yang kredibel. 

b) Ijma‘ 
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Imam Syafi‘i memandang ijma‘ sebagai hujjah syar‗iyyah yang 

memiliki kekuatan mengikat dalam penetapan hukum. Kedudukan ijma‘ 

ditempatkan setelah Al-Qur‘an dan Al-Sunnah, serta didahulukan atas 

qiyās. Ia menerima ijma‘ sebagai dalil hukum dalam persoalan-persoalan 

yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash Al-Qur‘an dan Al-Sunnah, 

dengan catatan ijma‘ tersebut memiliki landasan nash atau riwayat yang 

dapat ditelusuri kepada Rasulullah SAW. Secara tegas, Imam Syafi‘i 

menekankan bahwa ijma‘ yang dapat dijadikan dalil hukum adalah ijma‘ 

para sahabat, karena mereka merupakan generasi yang paling dekat 

dengan sumber ajaran Islam.
37

 

c) Qiyās 

Qiyās dijadikan oleh Imam Syafi‘i sebagai dalil keempat setelah 

Al-Qur‘an, Al-Sunnah, dan ijma‘ dalam menetapkan hukum syariat. Ia 

dikenal sebagai mujtahid yang pertama kali membahas qiyās secara 

sistematis dengan merumuskan kaidah-kaidah, prinsip, serta fondasi 

metodologisnya. Melalui pendekatan ini, Imam Syafi‘i berhasil menyusun 

kerangka qiyās yang bersifat rasional namun tetap berlandaskan pada nash. 

Sebagai legitimasi penggunaan qiyās, beliau mendasarkan argumentasinya 

pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisā‘ ayat 59 yang memerintahkan 

agar setiap perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Menurut penjelasan Imam Syafi‘i, makna ―kembali kepada Allah dan 
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Rasul‖ tersebut adalah melakukan analogi hukum dengan merujuk pada 

ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur‘an dan Al-Sunnah. 

Sebagai legitimasi normatif atas penggunaan qiyās, Imam Syafi‘i 

merujuk secara langsung pada firman Allah SWT dalam Al-Qur‘an Surah 

al-Nisā‘ ayat 59 yang menegaskan perintah agar setiap perselisihan 

dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ayat tersebut berbunyi:  

سيفؿً هىإًف تػىنىازىعٍتيٍ  ي  شىتٍءو هػىريدُّكهي إًلَى اللًََّّ كىالرَّ   
Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan kepada Rasul 

(Al-Sunnah)” (Q.S. al-Nisā‘: 59).  

Dalam penjelasannya, Imam Syafi‘i menafsirkan frasa ―kembali 

kepada Allah dan Rasul‖ sebagai kewajiban melakukan qiyās, yaitu 

mengaitkan persoalan yang diperselisihkan dengan ketentuan hukum yang 

telah ditegaskan dalam Al-Qur‘an dan Al-Sunnah melalui proses analogi 

yang berlandaskan illat yang sepadan. 

3) Konsep Rada‟ah Pada Batasan Usia dalam Menetapkan Mahram Menurut 

Imam Syafi‘i. 

Imam al-Syafi‗i menempatkan raḍā‗ah sebagai salah satu sebab terjadinya 

hubungan kemahraman, namun keberlakuannya dibatasi secara ketat oleh unsur 

usia. Menurut pandangannya, penyusuan yang berimplikasi hukum mahram 

hanyalah raḍā‗ah yang berlangsung pada masa awal pertumbuhan anak, yakni 

sebelum terjadinya penyapihan (qabla al-fiṭām). Pendekatan ini berbeda dari Ibnu 

Ḥazm yang memahami dalil-dalil raḍā‗ah secara mutlak tanpa pembatasan usia. 
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Imam al-Syafi‗i justru mengembangkan metode sintesis antara ayat-ayat Al-

Qur‘an dan hadis-hadis Nabi SAW, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa 

raḍā‗ah yang menimbulkan akibat hukum mahram terbatas pada dua tahun 

pertama kehidupan seorang anak.
38

 

Dasar Al-Qur‘an yang dijadikan landasan utama oleh Imam al-Syafi‗i 

adalah firman Allah Swt.: 

امًلىيًٍ لًمىنٍ أىرىادى أىفٍ ييتً َّ الرَّضىاعىةى  فٍلىيًٍ كى دىىينَّ حى  كىالٍفىالًدىاتي يػيرٍضًعٍنى أىكٍلَى
Ayat ini tidak dipahami semata-mata sebagai anjuran penyempurnaan 

masa penyusuan, melainkan juga sebagai penunjuk batas maksimal raḍā‗ah yang 

diakui oleh syariat. Hal ini ditegaskan secara eksplisit oleh Imam al-Syafi‗i dalam 

al-Umm melalui pernyataannya: 

39هأرضع بعد الْفلي لَّ يحرـ الر ضاع شيئا  

Berdasarkan pernyataan tersebut, Imam al-Syafi‗i menegaskan bahwa 

penyusuan yang terjadi setelah usia dua tahun tidak lagi menimbulkan 

konsekuensi hukum apa pun dalam penetapan mahram, karena telah melampaui 

batas waktu yang ditentukan oleh syariat. 

Selain QS. al-Baqarah [2]: 233, Imam al-Syafi‗i juga menguatkan 

argumentasinya dengan firman Allah Swt.: 

                                                             
38

 Fauzi, Al-Umm Imam As-Syafi‟i,Hlm.83. 
39

 Fauzi. 



44 

 

 

يٍوً ۖ حْىىلىتٍوي أيمُّوي كىىٍننا عىلىىَٰ كىىٍنو ۖ كىهًصىاليوي ي  عىامىيًٍ  نٍسىافى بًفىالًدى  كىكىصَّيػٍنىا الًٍْ
Ayat ini dipahami sebagai penegasan normatif bahwa masa biologis 

penyusuan sekaligus penyapihan berakhir pada usia dua tahun. Oleh sebab itu, 

menurut Imam al-Syafi‗i, raḍā‗ah yang terjadi setelah masa tersebut tidak dapat 

lagi disetarakan dengan raḍā‗ah pada masa bayi yang berfungsi sebagai makanan 

pokok dan faktor pembentuk fisik. Dengan demikian, penyusuan setelah dua 

tahun tidak melahirkan hubungan kemahraman.
40

 

Di samping dalil Al-Qur‘an, Imam al-Syafi‗i juga mendasarkan 

pendapatnya pada hadis Nabi SAW yang secara tegas membatasi raḍā„ah pada 

masa kecil. Sebagaimana Riwayat yang dibawakan oleh Imam Mālik melalui jalur 

‗Abdullāh bin Dīnār dan Nāfi‗ dari Ibnu ‗Umar menempati posisi penting dalam 

konstruksi argumentasi Imam al-Syafi‗i terkait penentuan batas usia raḍā‗ah. 

Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa seorang laki-laki menghadap ‗Umar bin 

al-Khaṭṭāb untuk mengadukan tindakan istrinya yang menyusui budak perempuan 

miliknya dengan tujuan menjadikannya mahram. Menyikapi persoalan itu, ‗Umar 

memberikan pernyataan yang bersifat tegas dan normatif: « ًْإًنََّّىا الرَّضىاعي رىضىاعي الصَّغًي». 

Ungkapan ini secara eksplisit menegaskan bahwa raḍā‗ah yang diakui memiliki 

implikasi hukum hanyalah penyusuan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Sikap 

tersebut selaras dengan pendapat Ibnu ‗Umar yang secara konsisten menyatakan: 

غىرً »  sehingga secara substansial membatasi keberlakuan ,«لَى رىضىاعى إًلََّ لمًىنٍ أيرٍضًعى ي  الصًٌ
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hukum raḍā‗ah pada fase usia dini dan menafikan konsekuensi kemahraman bagi 

penyusuan setelahnya.
41

 

Dalam kerangka pemikiran Imam al-Syafi‗i, atsar para sahabat ini 

berfungsi sebagai penguat (ta‘yīd) terhadap hadis Nabi SAW yang membatasi 

raḍā‗ah sebelum masa penyapihan. Lebih jauh lagi, keseragaman sikap para 

sahabat tersebut dapat dipahami sebagai indikasi adanya kesepahaman (ijmā‗ 

sukūtī) bahwa penyusuan terhadap orang dewasa tidak melahirkan hubungan 

mahram. Dengan demikian, penetapan batas usia dua tahun dalam mazhab al-

Syafi‗i tidak hanya didasarkan pada pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat Al-

Qur‘an dan hadis-hadis Nabi, tetapi juga memperoleh legitimasi dari praktik serta 

fatwa sahabat yang secara tegas membedakan antara زضبع الصغٍس dan penyusuan 

setelah masa kanak-kanak. Secara metodologis, pendekatan ini menunjukkan 

konsistensi Imam al-Syafi‗i dalam mengompromikan dalil-dalil syar‗i dan 

memperkuatnya dengan atsar sahabat selama tidak bertentangan dengan Al-

Qur‘an dan Sunnah.
42

 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, Imam al-Syafi‗i menegaskan 

bahwa esensi raḍā‗ah terletak pada fungsinya sebagai pembentuk fisik anak 

melalui asupan makanan pokok pada masa bayi. Oleh karena itu, apabila 

penyusuan berlangsung setelah masa penyapihan, maka ia tidak lagi memiliki 

pengaruh terhadap pertumbuhan tubuh dan tidak dapat menimbulkan implikasi 

hukum berupa kemahraman. Pandangan ini menunjukkan bahwa Imam al-Syafi‗i 
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mengaitkan hukum raḍā‗ah dengan aspek biologis dan fungsional, bukan semata-

mata pada fakta terjadinya penyusuan. 

Adapun terkait hadis penyusuan Salim yang telah dewasa, Imam al-Syafi‗i 

tidak menolaknya, tetapi menafsirkannya sebagai peristiwa yang bersifat khusus 

(khāṣṣ) dan tidak dapat digeneralisasikan. Dalam al-Umm, beliau menegaskan: 

، لَى يػيقىاسي عىلىيٍوً، كىلَى يُيٍعىلي عى  امِّا ي  النَّاسً كىحىدًيثي سىالَّوً خىاصّّ  
Menurut Imam al-Syafi‗i, peristiwa tersebut berkaitan dengan kondisi 

khusus rumah tangga Abu Hudzaifah setelah penghapusan praktik tabannī, 

sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum umum mengenai kebolehan raḍā‗ah 

pada orang dewasa.
43

 

Secara metodologis, pandangan Imam al-Syafi‗i dalam persoalan raḍā‗ah 

sejalan dengan prinsip ushul fikih yang ia pegang, yaitu: 

ّـُ عىلىى الْىٍاصًٌ  لى الٍعىا ّّ كىخىاصّّ حْيً  إًذىا اجٍتىمىعى عىا
Prinsip ini diterapkan dalam memahami keumuman firman Allah Swt.: 

تِ أىرٍضىعٍنىمي ٍ  ََّ اتيمي ي ال  كىأيمَّنى
Yang kemudian dibatasi oleh hadis-hadis Nabi SAW tentang penyapihan. 

Dengan demikian, Imam al-Syafi‗i secara konsisten menyimpulkan bahwa raḍā‗ah 

yang menimbulkan hubungan mahram hanyalah penyusuan yang berlangsung 

sebelum penyapihan, yaitu dalam dua tahun pertama kehidupan anak. 
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f. Pandangan Ibnu Hazm tentang Usia Berlakunya Mahram dengan 

Sebab Rada‟ah.  

1) Biografi Ibnu Hazm 

Ibnu Hazm merupakan seorang ulama besar dari kalangan Ẓāhiriyyah yang 

dikenal luas karena pendekatan pemikirannya yang sangat tekstual dalam 

memahami dalil-dalil Al-Qur‘an dan Hadis. Corak pemikiran tersebut 

menjadikannya figur yang menarik perhatian banyak kalangan, baik untuk dikaji 

gagasan-gagasannya maupun ditelusuri kepribadian, sikap hidup, serta warisan 

intelektual yang ditinggalkannya. Ketokohan Ibnu Hazm tidak hanya melahirkan 

kekaguman, tetapi juga penghormatan dari para pengkaji ilmu keislaman lintas 

generasi. 

Nama lengkap Ibnu Hazm adalah ʿAlī bin Aḥmad bin Saʿd bin Ghālib bin 

Ṣāliḥ bin Khalaf bin Saʿdān bin Sufyān bin Yazīd seorang mawlā Yazīd bin Abī 

Sufyān bin Ḥarb al-Umawī raḍiyallāhu ʿanhu yang dikenal dengan sebutan Yazīd 

al-Khair. Ia masyhur dengan kuniyah Abū Muḥammad, dan nama tersebut secara 

konsisten digunakan dalam karya-karya ilmiahnya. Penyematan nama ―Ibnu 

Hazm‖ juga berkaitan dengan daerah kelahirannya, sementara gelar al-Ẓāhirī 

dilekatkan padanya karena afiliasi fikih dan metode berpikir yang dianutnya 

dalam memahami hukum Islam.
44

 

Ibnu Hazm dilahirkan di Cordova, Spanyol, pada malam Rabu di 

penghujung bulan Ramaḍān tahun 384 H, bertepatan dengan tanggal 7 November 
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994 M. Ia wafat pada tanggal 20 Syaʿbān 456 H atau 15 Agustus 1064 M. Secara 

genealogis, Ibnu Hazm berasal dari keturunan Persia. Kakeknya, Yazīd, memeluk 

Islam setelah menjalin hubungan wala‘ dan mengikrarkan kesetiaan kepada Yazīd 

bin Abī Sufyān, saudara Muʿāwiyah—khalifah pertama Dinasti Umayyah. 

Melalui ikatan ini, keluarga Ibnu Hazm secara sosial-politik dikaitkan dengan 

suku Quraisy, meskipun secara etnis berasal dari Persia.
45

 

Keluarga Ibnu Hazm kemudian berpindah ke Andalusia bersama Dinasti 

Umayyah dan menetap di Mantalisyām, sebuah kota kecil yang menjadi 

permukiman komunitas Arab di wilayah tersebut. Di daerah ini, keluarga Banū 

Hazm dikenal hidup dalam kemewahan dan menempati posisi sosial yang 

terhormat. Ayahnya, Aḥmad bin Saʿīd, merupakan sosok berpendidikan tinggi dan 

dipercaya menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Khalifah Abū ʿĀmir 

Muḥammad bin Abī ʿĀmir (al-Manṣūr). Bahkan, ia diangkat sebagai wazir pada 

tahun 381 H/991 M. Keluarga Ibnu Hazm kemudian menetap di Munyat al-

Mughīrah, kawasan elit para pejabat istana di sebelah timur Cordova, tidak jauh 

dari istana al-Zāhirah, pusat kekuasaan al-Manṣūr. Ayahnya juga sempat menjabat 

sebagai menteri pada masa pemerintahan al-Muẓaffar hingga wafatnya pada tahun 

402 H.
46

 

Sebagai putra seorang pejabat tinggi negara, Ibnu Hazm tumbuh dan besar 

di lingkungan istana serta memperoleh pendidikan yang sangat baik. Pada masa 

kanak-kanak, ia dididik oleh para wanita istana yang berperan sebagai pendidik 

dan pengasuhnya. Mereka mengajarkan kepadanya membaca, menulis, menghafal 
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Al-Qur‘an, syair-syair Arab, serta membentuk kecakapan intelektual sejak usia 

dini. Lingkungan pendidikan yang kondusif ini berperan besar dalam membentuk 

kecintaan Ibnu Hazm terhadap ilmu pengetahuan. Meskipun dibesarkan dalam 

keluarga terpandang dan bergelimang kemewahan, Ibnu Hazm tidak larut dalam 

gaya hidup duniawi. Ia menempatkan pencarian ilmu sebagai tujuan utama 

hidupnya, bukan demi popularitas, kekayaan, ataupun kenikmatan materi, 

melainkan sebagai sarana untuk mengenal Allah Swt. secara lebih mendalam. 

Sejak kecil, ia mempelajari dan menghafal Al-Qur‘an di bawah bimbingan para 

pelayan dan kerabatnya, yang juga mengajarinya menulis serta membentuk 

kepribadiannya. Dalam fase ini pula mulai tumbuh sikap kritis dalam dirinya, 

termasuk kecenderungan untuk berbeda pandangan dengan arus utama ulama pada 

masanya.
47

 

Memasuki usia sekitar dua puluh tahun, Ibnu Hazm menghadapi berbagai 

cobaan berat dalam hidupnya. Saudara kandungnya, Abū Bakr, wafat, disusul oleh 

ayahnya setahun kemudian. Tidak lama setelah itu, rumah keluarganya di Balāṭ 

Mughīth diserang oleh bangsa Barbar. Akibat situasi yang tidak kondusif tersebut, 

pada tahun 404 H Ibnu Hazm meninggalkan Cordova dan mencari perlindungan 

ke al-Mariyyah. Namun, rangkaian ujian hidupnya belum berakhir. Tiga tahun 

kemudian, pada tahun 407 H, ia terlibat dalam propaganda politik pro-Umayyah 

agar Dinasti Umayyah kembali memegang tampuk kekuasaan di Andalusia. 

Upaya tersebut berujung pada kegagalan dan menyebabkan dirinya bersama 

rekannya, Muḥammad bin Isḥāq, ditangkap serta dipenjarakan oleh gubernur al-
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Mariyyah, Khairūt, selama beberapa bulan sebelum akhirnya diasingkan ke kota 

Ḥuṣn al-Qiyāṣir.
48

 

Sebagai tokoh yang konsisten mendukung Umayyah, Ibnu Hazm 

kemudian berangkat ke Valencia melalui jalur laut dan bergabung dengan pasukan 

ʿAbd al-Raḥmān al-Murtaḍā. Dalam struktur pemerintahan tersebut, Ibnu Hazm 

diangkat sebagai menteri. Akan tetapi, konflik bersenjata dengan pasukan Barbar 

di Granada berujung pada kekalahan dan penawanannya.
49

 Setelah terbunuhnya 

al-Murtaḍā pada tahun 404 H/1018 M, kondisi Ibnu Hazm semakin memburuk, 

hingga ia kembali ditangkap dan diasingkan. Mazhab Ẓāhirī yang dianut Ibnu 

Hazm dikenal sebagai mazhab yang mendasarkan hukum pada Al-Qur‘an, Al-

Sunnah, dan ijmāʿ sahabat. Dalam mazhab ini, setiap tokohnya berijtihad secara 

mandiri tanpa bertaklid kepada imam tertentu. Ibnu Hazm menerima ijmāʿ sahabat 

sebagai hujjah, dengan keyakinan bahwa para sahabat tidak mungkin bersepakat 

menetapkan suatu hukum tanpa dasar nash. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai 

ulama yang berpikir bebas, namun tetap berpegang teguh pada makna lahiriah 

teks-teks syariat. Kebebasan berpikir Ibnu Hazm tidak berarti keluar dari koridor 

Al-Qur‘an dan Hadis. Sebaliknya, ia justru sangat ketat dalam berpegang pada 

nash. Hal ini tercermin, antara lain, dalam pemahamannya terhadap Q.S. al-

Anʿām ayat 151 yang menegaskan larangan membunuh anak karena kekhawatiran 

terhadap kemiskinan. Pendekatan literal ini menjadi ciri khas metodologi hukum 

Ibnu Hazm.
50
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Pada tahun 409 H/1019 M, Ibnu Hazm kembali ke Cordova di tengah 

pemerintahan Khalifah al-Qāsim bin Maḥmūd yang didukung oleh kelompok 

Barbar. Ketika kekuasaan berpindah ke tangan ʿAbd al-Raḥmān V al-Muntaẓir 

pada tahun 414 H/1023 M, Ibnu Hazm kembali diangkat sebagai menteri. Namun, 

masa jabatan tersebut berlangsung singkat karena al-Muntaẓir terbunuh hanya 

tujuh minggu kemudian. Ibnu Hazm kembali dipenjara pada tahun 415 H, hingga 

akhirnya pada tahun 1024 M ia memutuskan meninggalkan dunia politik dan 

sepenuhnya mengabdikan diri pada aktivitas keilmuan dan penulisan karya-karya 

ilmiah.
51

 

Dalam bidang pendidikan, Ibnu Hazm tumbuh di lingkungan istana hingga 

masa remajanya. Ia mendapatkan pendidikan awal dari para wanita istana dan 

kerabat dekatnya yang berpendidikan serta berbudaya tinggi. Ayahnya sering 

mengajaknya menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh 

Khalifah al-Manṣūr. Salah satu guru yang sangat berpengaruh dalam 

pembentukan intelektualnya adalah Abū ʿAlī al-Ḥusayn bin ʿAlī al-Fāsī, seorang 

ulama yang dikenal waraʿ dan alim, serta sangat dikagumi oleh Ibnu Hazm. 

Setelah dewasa, Ibnu Hazm memperluas kajiannya ke berbagai disiplin ilmu, 

seperti filsafat, bahasa, ilmu kalam, etika, manṭiq, dan psikologi. Karena keluasan 

ilmunya tersebut, ia dikenal tidak hanya sebagai faqih, tetapi juga teolog, penyair, 

dan ahli hadis.²⁰ Pada awalnya, perhatian Ibnu Hazm tidak terfokus pada fikih. Ia 

lebih banyak mempelajari hadis, sastra Arab, sejarah, dan filsafat. Baru pada 
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tahun 408 H ia mulai memusatkan perhatiannya secara serius pada kajian fikih 

(hukum Islam).
52

 

2) Dasar-dasar Hukum Ibnu Hazm 

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih rinci, perlu dikemukakan 

secara umum metode istinbāṭ hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm. Ia dikenal 

sebagai tokoh utama mazhab Ẓāhiriyyah yang sering kali berbeda pandangan 

dengan mazhab-mazhab fikih sebelumnya, bahkan kerap dipandang sebagai 

pemikir yang tegas dan kontroversial. Karakteristik tersebut tercermin dalam 

corak pemikirannya ketika menetapkan hukum, yang secara konsisten berpijak 

pada teks dan menolak pendekatan spekulatif. Dalam karyanya al-Aḥkām fī Uṣūl 

al-Aḥkām, Ibnu Hazm menjelaskan bahwa proses istinbāṭ hukum didasarkan pada 

empat fondasi utama. 

Ibnu Hazm menegaskan prinsip tersebut dengan pernyataannya: 

الْصل التي لَ يعرؼ شيئ من الشرايع إلَ مننا كإنها أربعة كىى نص القرآف 
 الذم إنَّا ىف عن الله تعالَ مّاصح عنو عليو السَـ كنص آلَـ رسفؿ الله صلى الله عليه وسلم

نقل الثقات أك التفاتر كإجماع علماء الْمة أك دليل مننا لَ يحمل الَ كجبنا 
53كاحدا

 

Artinya: “Pokok-pokok ajaran syariat tidak dapat diketahui kecuali 

melalui empat hal, yaitu nash Al-Qur‟an, nash sabda Rasulullah SAW yang pada 

hakikatnya berasal dari Allah Swt. dan diriwayatkan secara sahih oleh perawi 
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terpercaya atau melalui jalur mutawātir, ijmaʿ para ulama umat, atau dalil yang 

hanya mengandung satu kemungkinan makna.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa sumber hukum 

Islam menurut Ibnu Hazm mencakup Al-Qur‘an, As-Sunnah, ijmaʿ, serta dalil 

yang bersandar langsung pada nash dan ijmaʿ. 

Pertama, Al-Qur‘an menempati posisi sentral sebagai kalām Allah. 

Menurut Ibnu Hazm, siapa pun yang ingin memahami syariat Allah akan 

menemukan penjelasan yang terang dan nyata, baik secara langsung di dalam Al-

Qur‘an maupun melalui Sunnah Nabi. Ia menegaskan bahwa tingkat kejelasan 

ayat-ayat Al-Qur‘an berbeda-beda, sebagaimana ungkapannya: 

يمفف بعضو جليا خفيا هيختلف الناس ي  هنمو هيفنمو يَتلف ي  الفضفح ه
 54بعصن  كيتأخر بعضن  مّن هنمو

Artinya: “Tingkat kejelasan ayat-ayat itu berbeda; sebagian di antaranya 

terang, sementara sebagian lainnya tersembunyi. Karena itu, manusia berselisih 

dalam memahaminya; ada yang segera memahaminya dan ada pula yang 

terlambat.” 

Dalam memahami Al-Qur‘an, Ibnu Hazm memberikan perhatian serius 

terhadap konsep bayan, yang mencakup istisnāʾ, takhṣīṣ, taʾkīd, serta nasakh-

mansūkh. Ia memandang unsur-unsur tersebut sebagai bagian integral dari 

mekanisme penjelasan makna nash. Hal ini ditegaskannya dengan pernyataan: 

55ف التحصيص أك الْستثناء نفعا من أنفاع البيافإ  

Artinya: “Sesungguhnya takhṣīṣ dan istisnāʾ merupakan bagian dari jenis-

jenis bayan.” 
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Sebagai contoh, larangan menikahi perempuan musyrik bersifat umum, 

kemudian ditakhṣīṣ oleh ayat yang membolehkan menikahi perempuan Ahli 

Kitab. Demikian pula taʾkīd dipandang sebagai bagian dari bayan, sebagaimana 

firman Allah tentang penyempurnaan bilangan malam: 

 تعالَ عز كجل تلك عشرة كاملة كقاؿ كالتأكيد نفع من أنفاع البياف قاؿ الله
 تعالَ هت  ميقات ربو أربعي ليلة بعد أف ذار تعالَ ثَثي ليلة كعشرا

Artinya: “Taʾkīd termasuk bagian dari bayan. Allah berfirman: „dan itu 

adalah sepuluh yang sempurna‟, serta firman-Nya yang lain: „maka 

sempurnakanlah waktu yang telah ditetapkan Tuhanmu menjadi empat puluh 

malam‟, setelah sebelumnya disebutkan tiga puluh malam.” 

Dalam kondisi tidak ditemukannya pertentangan antar nash, Ibnu Hazm 

secara konsisten berpegang pada makna ẓāhir teks. Oleh karena itu, setiap 

perintah (amar) dipahaminya sebagai kewajiban, kecuali terdapat nash lain yang 

secara jelas memalingkannya dari makna wajib. Demikian pula larangan (nahy) 

dipahami sebagai keharaman, kecuali terdapat dalil nash yang menunjukkan 

makna selain haram.
56

 

Kedua, As-Sunnah. Ibnu Hazm menegaskan kedudukan Sunnah dengan 

merujuk pada Al-Qur‘an itu sendiri. Ia menyatakan: 

لما بينا اف القرآف ىف الْصل لرجفع اليو ي  الشرايع نارنا هيو هفجدنا هيو ايُاب 
طاعة ما أمرنا بو رسفؿ الله ص . ـ . كما ينطق عن الهفل إف ىف إلَ كحت 
يفحى قصح لنا بذلك أف الفحت ينقس  من الله عز كجل الَ كرسفؿ الله ص . 

النااـ كىف القرآف  ـ . على قسمي أحدهما نص متلف مؤلف تأليفا معجز
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غيْ مؤلق كلَ معجز النااـ كلَ متلف لمنو مقرؤ كىف  كالثاني كىت مركل منقفؿ
    57الْيْ الفارد عن رسفؿ الله صلٌى الله عليو كسلٌ 

Artinya: “Setelah kami jelaskan bahwa Al-Qur‟an adalah pokok rujukan 

dalam penetapan syariat, kami mendapati di dalamnya kewajiban untuk menaati 

apa yang diperintahkan Rasulullah. Allah menegaskan bahwa Rasul tidak 

berbicara menurut hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu. Dengan 

demikian, wahyu terbagi menjadi dua: wahyu yang dibacakan dan bersifat 

mukjizat, yaitu Al-Qur‟an, serta wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan, yakni 

Sunnah Rasulullah SAW.”  

Ibnu Hazm sejalan dengan Imam al-Syafi‘i dalam memandang Al-Qur‘an 

dan Sunnah sebagai dua nash yang saling melengkapi dan memiliki kedudukan 

yang sejajar. Sunnah dipandang sebagai hujjah yang berfungsi menyempurnakan 

penjelasan Al-Qur‘an, sebagaimana ditegaskan dalam pernyataannya: 

كالقرآف كالْبر الصحيح بعضنما مضاؼ الَ بعض . كهما شيئ كاحد ي  أنهما 
من عند الله قاؿ كحممنا حم  كاحد قباب كجفد الطاعة لهما لما قد مناه انفا 

صدكر ىذا الباب قاؿ تعالَ : يا أينا الذين آمنفا أطيعفا الله كرسفلو كلَ تفلَّفٍا ي  
عىنٍوي كىأىنتيٍ  تىسٍمىعيففى كلَ تمفنفا الذين قالفا سمعنا كى  لَ يسمعفف

58 

Artinya: Al-Qur‟an dan Hadis sahih memiliki kedudukan yang setara 

secara maknawi, karena keduanya sama-sama bersumber dari Allah Swt. Atas 

dasar itu, penetapan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari keduanya, 

sebab keduanya menjadi rujukan normatif yang saling melengkapi dalam 

membangun ketentuan syariat. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah Swt.: 

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan rasul-Nya, jangan kamu 

berpaling darinya sedang kamu seperti orang yang mengatakan „kami telah 

mendengar‟, padahal mereka tidak mendengar.” 

Dari pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Hazm, Al-

Qur‘an dan Sunnah merupakan dua sumber utama yang memiliki kekuatan hukum 
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yang setara dalam menyampaikan syariat Islam. Ia menyatakan bahwa syariat 

memiliki dua sumber pokok yang bercabang dua, yaitu Al-Qur‘an sebagai pokok 

dan Sunnah sebagai cabang yang memiliki kekuatan hukum yang sama setelah 

terbukti kesahihannya. Selain itu, ia juga menerima ijmaʿ serta dalil yang 

dibangun di atas nash dan ijmaʿ. Ibnu Hazm membagi Sunnah dari segi 

substansinya menjadi tiga bentuk, yaitu sunnah qauliyyah, fiʿliyyah, dan 

taqrīriyyah. Dari ketiganya, sunnah qauliyyah menunjukkan kewajiban, sunnah 

fiʿliyyah berfungsi sebagai penjelas, sedangkan sunnah taqrīriyyah menunjukkan 

kebolehan (ibāḥah).
59

 Dari sisi periwayatan, Sunnah dibagi menjadi khabar 

mutawātir dan khabar āḥād. Khabar mutawātir memberikan pengetahuan yang 

bersifat pasti dan wajib diamalkan, sedangkan khabar āḥād, meskipun tingkat 

kepastiannya di bawah mutawātir, tetap wajib diamalkan selama diriwayatkan 

oleh perawi yang adil dan terpercaya. Ibnu Hazm juga menetapkan syarat ketat 

terhadap perawi hadis, yakni harus adil, dikenal kejujurannya, kuat hafalannya, 

mencatat riwayat yang diterima, serta memiliki kapasitas kefakihan. Ia 

mensyaratkan kesinambungan sanad hingga Rasulullah SAW dan menolak hadis 

mursal, kecuali jika dikuatkan oleh riwayat lain, pendapat sahabat, atau telah 

diterima oleh para ulama.
60

 

Ketiga, ijmaʿ. Bagi Ibnu Hazm, ijmaʿ merupakan sumber hukum yang sah 

dan meyakinkan. Ia menyatakan: 
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اتفقنا نحن كالْثر المخالفي على أف الْجماع من علماء أىل الْسَـ حجة كحق 
 6ُمقطفع ي  دين الله عز كجل

Artinya: “Kami sepakat, demikian pula pihak-pihak yang berbeda dengan 

kami, bahwa ijmaʿ para ulama Islam merupakan hujjah dan kebenaran yang pasti 

dalam agama Allah.” 

Namun demikian, ijmaʿ yang diakui oleh Ibnu Hazm adalah ijmaʿ sahabat 

yang mutawātir dan bersandar pada nash. Menurutnya, sanad ijmaʿ pada 

hakikatnya adalah nash itu sendiri, sehingga ijmaʿ yang tidak memiliki landasan 

nash tidak dapat diterima sebagai hujjah. 

Keempat, dalil. Ibnu Hazm menjadikan dalil sebagai dasar istinbāṭ hukum, 

bukan qiyās. Ia mendefinisikan dalil sebagai berikut: 

62الَشماؿ جملة كمأخفذ من الناص كالْجماع الدليل الذم بيانا يرهع  

Artinya: “Dalil adalah penjelasan yang menghilangkan berbagai 

kesamaran dan diambil dari nash serta ijmaʿ.” 

Penolakan Ibnu Hazm terhadap qiyās didasarkan pada keyakinannya 

bahwa seluruh perintah dan larangan telah dijelaskan secara lengkap dalam nash. 

Ia tidak mengakui kategori hukum makruh dan sunnah secara terpisah, karena 

keduanya menurutnya termasuk dalam ranah mubah, di luar haram yang wajib 

ditinggalkan dan fardhu yang wajib dilaksanakan. Dengan demikian, dalil 

menurut Ibnu Hazm selalu bersumber langsung dari nash atau ijmaʿ, atau sesuatu 

yang secara tegas diturunkan darinya. Hal inilah yang membedakan konsep dalil 
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dalam pemikiran Ibnu Hazm dengan qiyās, karena dalil bersandar langsung pada 

teks, bukan pada penarikan illat sebagaimana dalam qiyās.
63

 

3) Konsep Rada‟ah Pada Batasan Usia dalam Menetapkan Mahram Menurut 

Ibnu Hazm.  

Ibnu Hazm tidak memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai 

pengertian raḍā„ah dalam karya-karyanya. Oleh karena itu, untuk memperoleh 

definisi yang lebih jelas, penulis merujuk pada literatur fikih lain yang membahas 

konsep tersebut. Secara etimologis, ar-raḍā„ baik dengan harakat fathah maupun 

kasrah pada huruf ra‟ merupakan bentuk mashdar dari ungkapan عضام رلثدا , yang 

menggambarkan perbuatan seorang bayi menyusu dengan cara mengisap 

payudara. Adapun secara terminologis, raḍā„ah dipahami sebagai proses 

mengisap atau meminum susu yang terkumpul di payudara seorang perempuan.
64

 

Para ulama sepakat bahwa penyusuan, secara umum, menimbulkan 

konsekuensi hukum yang sama dengan hubungan nasab dalam hal keharaman 

perkawinan. Dengan demikian, perempuan yang menyusui diposisikan setara 

dengan ibu kandung, sehingga ia menjadi mahram bagi anak yang disusuinya, 

sebagaimana keharaman yang berlaku antara anak dengan kerabat ibu berdasarkan 

hubungan keturunan. Selain itu, mayoritas ulama juga menyepakati bahwa 

penyusuan yang menimbulkan hubungan mahram hanya sah apabila terjadi dalam 

rentang usia dua tahun. Dalam hal ini, ulama Mazhab Maliki, Abu Hanifah, 

Syafi‗i, serta sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa kemahraman akibat 
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penyusuan hanya berlaku apabila penyusuan dilakukan pada masa kanak-kanak 

dan tidak berlaku bagi orang dewasa.
65

 

Berbeda dari pandangan mayoritas ulama tersebut, Ibnu Hazm 

mengemukakan pendapat yang menyimpang dari arus utama. Ia tidak menetapkan 

batasan usia tertentu bagi seseorang untuk menjadi mahram akibat penyusuan. 

Untuk menjelaskan pandangannya mengenai batas usia dalam raḍā„ah yang 

berimplikasi pada hukum mahram, penulis mengutip langsung pendapat Ibnu 

Hazm dalam kitab Al-Muḥallā. Pada prinsipnya, Ibnu Hazm menegaskan bahwa 

penyusuan tidak dibatasi oleh usia, sehingga penyusuan yang terjadi pada masa 

kanak-kanak, dewasa, bahkan usia lanjut tetap melahirkan hukum kemahraman, 

sebagaimana pernyataannya berikut: 

لَ كر ٍلصغع اضاـ رحرٌكما ـ حرٌخ ٍش ھنالف ـ كر محرٍلمبع اضاكر
 66ؽهر

Artinya: “Penyusuan terhadap orang dewasa menimbulkan hubungan 

mahram, sekalipun ia telah lanjut usia, sebagaimana halnya penyusuan terhadap 

anak kecil, tanpa ada perbedaan di antara keduanya.” 

Berdasarkan pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa Ibnu Hazm memiliki 

pandangan yang bertolak belakang dengan jumhur ulama terkait batasan usia 

penyusuan yang menimbulkan hukum mahram. Ia secara tegas menolak 

pembedaan antara anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Menurutnya, 

apabila penyusuan terjadi sebanyak lima kali, maka keharaman tetap berlaku di 

                                                             
65

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, Abu Usamah (Jakarta: Pustaka Azam, 

2007),Hlm. 70. 
66

 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‘id Ibnu Hazm, Al-Muhalla (Beirut: Darul Fikri, 

n.d.),Hlm. 1657. 



60 

 

 

antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa mempertimbangkan faktor usia. Untuk 

memperlihatkan perbedaan pandangan antara Ibnu Hazm dan para ulama lainnya, 

penulis selanjutnya memaparkan sejumlah pendapat ulama mengenai batasan usia 

penyusuan yang mengakibatkan keharaman, sebagaimana dikutip dalam Al-

Muḥallā. Di antaranya, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman karena 

raḍā„ah hanya berlaku apabila penyusuan dilakukan pada masa kanak-kanak dan 

tidak berlaku bagi orang dewasa. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Umar 

bin Khattab yang diriwayatkan oleh Malik, bahwa tidak ada penyusuan kecuali 

pada masa kecil, dan tidak ada penyusuan bagi orang dewasa.
67

 

Pendapat lain menyatakan bahwa penyusuan yang menimbulkan 

kemahraman hanyalah penyusuan yang dilakukan ketika bayi masih berada dalam 

buaian. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa penyusuan yang menyebabkan 

mahram adalah penyusuan yang terjadi sebelum masa penyapihan, sebagaimana 

pernyataan Ummu Salamah, Ummul Mukminin, yang menegaskan bahwa 

penyusuan setelah disapih tidak dianggap sebagai penyusuan yang menimbulkan 

hukum mahram. Sementara itu, pendapat lain menyebutkan bahwa penyusuan 

yang berimplikasi pada keharaman adalah penyusuan yang dapat menghilangkan 

rasa lapar bagi yang menyusu. 

Selain itu, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa keharaman 

akibat raḍā„ah hanya berlaku apabila penyusuan dilakukan dalam rentang usia 

dua tahun enam bulan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Malik, di sisi lain, 

berpendapat bahwa batasan tersebut adalah dua tahun dua bulan. Pendapat 
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terakhir menyatakan bahwa penyusuan yang menimbulkan keharaman hanyalah 

penyusuan yang dilakukan dalam usia dua tahun.
68

 

Dari berbagai pandangan yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan signifikan di kalangan ulama mengenai batasan usia 

penyusuan yang menimbulkan hukum mahram. Namun demikian, tidak satu pun 

dari pendapat tersebut kecuali pandangan Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa 

penyusuan yang dilakukan setelah melewati usia kanak-kanak tetap menimbulkan 

keharaman. Di antara landasan utama yang dijadikan pijakan oleh Ibnu Hazm 

dalam menetapkan pandangannya terkait kemahraman akibat raḍā„ah adalah 

dalil-dalil nash, baik dari Al-Qur‘an maupun hadis, yang dipahaminya secara 

umum dan tekstual. 

Pertama, Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya pada keumuman firman Allah 

Swt.: 

تيميٍ  مًٌنى الرَّضىا تيمي ي الٌَٰتًيٍْٓ اىرٍضىعٍنىميٍ  كىاىخىفَٰ عىةً كىايمَّنَٰ  
Artinya: “Dan ibu-ibu yang telah menyusui kamu dan saudara-saudara 

sesusuanmu.” (Q.S. an-Nisā‟ [4]: 23) 

Menurut Ibnu Hazm, ayat tersebut dipahami secara mutlak tanpa 

pengecualian usia. Hal ini ditegaskan melalui pernyataannya: 

يىةً الٍْيخٍرىل، كلَّىٍ يػىقيلٍ تػىعىالَى ي   ا عىلىى اٍْ فٍلىيًٍ كىلَى ي  كىقٍتو ديكٍفى كىقٍتو زىايًدن  حى
ي أىنَّوي مِيىصَّصه لىوي  كىعيميفٍمنا لَى يُىيفٍزي تَىٍصًيٍصيوي إًلََّ بنًىصوٌ يػيبػىيًٌ

69
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Artinya: “Allah tidak menyebutkan dua tahun dalam ayat tersebut, tidak 

pula menentukan waktu tertentu, dan tidak ada tambahan batas waktu pada ayat 

lain. Nash yang bersifat umum tidak boleh ditakhsis kecuali dengan nash yang 

secara jelas menunjukkan adanya pengkhususan.” 

Kedua, Ibnu Hazm menguatkan pandangannya dengan sebuah riwayat 

yang dinukil melalui jalur ‗Abd al-Razzaq dari Ibnu Juraij, dari Salim bin al-Ja‗d, 

dari ayahnya, bahwa ia pernah bertanya kepada ‗Ali bin Abi Thalib, lalu ia 

berkata: 

اكىيٍتي بًوً، هػىقىاؿى لىوي  بًيْه تىدى ا كىأىناى كى إًنٌيً أىرىدٍتي أىفٍ أىتػىزىكَّجى امٍرىأىةن كىقىدٍ سىقىتٍنًِ مًنٍ لىبىنًنى
اهي عىنػٍنىا عىلًتّّ: لَى تػىنٍمًحٍنىا، كىنػىنى

7َ 

Artinya: “Sesungguhnya aku hendak menikahi seorang perempuan, 

padahal ia pernah memberiku minum dari air susunya ketika aku sudah dewasa. 

Maka „Ali ra. menjawab: jangan engkau menikahinya, dan ia pun melarangnya.” 

Ketiga, Ibnu Hazm juga berpegang pada hadis yang diriwayatkan dari ‗Aisyah 

r.a.: 

ثػىنىا عىمٍريك النَّاقًدي كىابٍني أىبِ عيمىرى  ثػىنىا سيفٍيىافي بٍني عييػىيػٍنىةى عىنٍ عىبٍدً الرَّحٍْىنً  حىدَّ : حىدَّ قىالَى
يٍلو إًلَى النَّبًٌِ صىلَّى  بٍنً الٍقىاسًً  عىنٍ أىبيًوً عىنٍ عىايًشىةى قىالىتٍ: جىاءىتٍ سىنٍلىةي بنًٍتي سينى

يػٍفىةى مًنٍ ديخيفؿً  اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّ ى هػىقىالىتٍ: ياى رىسيفؿى اًلله إًنٌيً أىرىل ي  كىجٍوً  أىبِ حيذى
لًيفيوي، هػىقىاؿى النَّبُِّ صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّ ى: أىرٍضًعًيوً. قىالىتٍ: كىكىيٍفى  سىالَّوً كىىيفى حى
: قىدٍ عىلًمٍتي  بًيْه؟ هػىتػىبىسَّ ى رىسيفؿي اًلله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّ ى كىقىاؿى أيرٍضًعيوي كىىيفى رىجيله كى

بًيْه  أىنَّوي رىجيله كى
7ُ 

Artinya: “„Sahlah binti Suhail datang kepada Nabi SAW dan berkata: 

Wahai Rasulullah, aku melihat sesuatu di wajah Abu Hudzaifah karena keluar-

masuknya Salim ke rumah kami, padahal ia adalah sekutunya. Maka Nabi SAW 
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bersabda: Susuilah dia. Ia berkata: Bagaimana mungkin aku menyusuinya, 

sedangkan ia seorang laki-laki dewasa? Rasulullah SAW tersenyum dan 

bersabda: Aku mengetahui bahwa ia laki-laki dewasa.” 

Keempat, terdapat pula riwayat dari ‗Abd al-Razzaq melalui Ibnu Juraij 

yang menyebutkan: 

ا بػىعٍدى مىا كينٍتي  : سىقىتٍنًِ امٍرىأىةه مًنٍ لىبىنًنى حو كىسىأىلىوي رىجيله هػىقىاؿى عٍتي عىطىاءى بٍنى أىبِ رىبَى سمىً
؟  : هػىقيلٍتي لىوي: كىذىلًكى رىأيٍيكى . قىاؿى ابٍني جيرىيٍجو بًيْنا أىهىأىنٍمًحينىا؟ قىاؿى عىطىاءه: لَى نَ كى رىجي

انىتٍ عىايًشى  : نػىعىٍ ، كى لًكى بػىنىاتً أىخًينىا، كىىيفى قػىفٍؿي اللَّيٍثً بٍنً سىعٍدقىاؿى ةي تأىٍميري بًذى
7ِ 

Artinya: “Aku mendengar „Atha‟ bin Abi Rabah ketika seorang laki-laki 

bertanya kepadanya: Aku pernah disusui oleh seorang perempuan setelah aku 

dewasa, bolehkah aku menikahinya? „Atha‟ menjawab: Tidak. Ibnu Juraij 

berkata: Aku bertanya lagi, apakah itu pendapatmu? Ia menjawab: Ya. „Aisyah 

pernah memerintahkan hal itu kepada keponakan-keponakannya, dan ini juga 

merupakan pendapat al-Laits bin Sa„d.” 

Kelima, Ibnu Hazm juga menukil praktik ‗Aisyah r.a. yang secara 

konsisten berpegang pada hadis tersebut. ‗Aisyah pernah memerintahkan saudara 

perempuannya, Ummu Kultsum, serta keponakannya untuk menyusui laki-laki 

yang sering keluar masuk menemuinya agar terjalin hubungan mahram di antara 

mereka.
73

 

Berdasarkan keseluruhan dalil tersebut, Ibnu Hazm menegaskan bahwa 

kemahraman akibat raḍā„ah bersifat mutlak dan tidak terikat oleh batasan usia. 

Penyusuan yang terjadi pada masa kanak-kanak, dewasa, bahkan pada usia lanjut 

sekalipun, tetap melahirkan konsekuensi hukum mahram. 
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Dalam merespons pendapat ulama lain yang membatasi usia penyusuan, 

Ibnu Hazm mengajukan sejumlah sanggahan. Pertama, ia menolak pendapat yang 

mengaitkan kemahraman dengan batas al-fiṭām (masa penyapihan) yang 

didasarkan pada firman Allah Swt.: 

 هىإًفٍ أىرىادىا هًصىالَن عىنٍ تػىرىاضو مًنػٍنيمىا كىتىشىاكيرو هىىَ جينىاحى عىلىيٍنًمىا
Artinya: “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan 

kerelaan dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya.” (Q.S. al-

Baqarah [2]: 233) 

Menurut Ibnu Hazm, ayat ini tidak berkaitan dengan batas usia penyusuan 

yang menimbulkan mahram, melainkan menjelaskan berakhirnya kewajiban 

nafkah ayah dalam urusan penyusuan, bukan terputusnya keharaman akibat 

susuan.
74

 

Kedua, Ibnu Hazm juga menolak pendapat yang membatasi penyusuan 

hingga dua tahun penuh berdasarkan firman Allah Swt.: 

امًلىيًٍ لًمىنٍ أىرىادى أىفٍ ييتً َّ الرَّضىاعىةى  فٍلىيًٍ كى دىىينَّ حى  كىالٍفىالًدىاتي يػيرٍضًعٍنى أىكٍلَى
Artinya: “Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 233) 

Serta firman-Nya:  

يٍوً حْىىلىتٍوي أيمُّوي كىىٍننا عىلىىَٰ كىىٍنو كىهًصىاليوي ي  عىامىيًٍ  نٍسىافى بًفىالًدى  كىكىصَّيػٍنىا الًٍْ
Artinya: “Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun.” (Q.S. Luqmān [31]: 14) 
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Menurut Ibnu Hazm, kedua ayat tersebut hanya memuat anjuran 

penyempurnaan penyusuan selama dua tahun, bukan larangan penyusuan 

setelahnya, dan tidak pula menegaskan gugurnya hukum mahram setelah masa 

tersebut.
75

 

Ketiga, Ibnu Hazm menolak pendalilan hadis berikut: 

لَى يحيىرًٌيـ مًنى الرَّضىاعىةً إًلََّ مىا هػىتىقى الٍْىمٍعىاءى ي  الثَّدٍمً كىكىافى قػىبٍلى الٍفًطىاـ
76  

Artinya: “Tidak menjadikan mahram karena susuan kecuali susuan yang 

mengenyangkan dan terjadi sebelum penyapihan.” 

Menurut Ibnu Hazm, hadis ini berstatus munqaṭi„ (terputus), karena 

Fāṭimah binti al-Mundzir tidak mungkin mendengar langsung dari Ummu 

Salamah mengingat perbedaan usia yang sangat jauh, sehingga tidak memenuhi 

syarat kesinambungan sanad.
77

 

Dengan demikian, Ibnu Hazm tetap berkesimpulan bahwa setiap 

penyusuan, tanpa memandang usia, menimbulkan hukum mahram. Pandangan ini 

didasarkan pada pemahamannya yang tekstual dan umum terhadap hadis Sahlah 

binti Suhail, sebagaimana sabda Nabi SAW.: 

بً  يْه؟ هػىتػىبىسَّ ى رىسيفؿي اًلله صىلَّى اللهي عىلىيٍوً أىرٍضًعًيوً، هػىقىالىتٍ: كىكىيٍفى أيرٍضًعيوي كىىيفى رىجيله كى
بًيْه  : قىدٍ عىلًمٍتي أىنَّوي رىجيله كى كىسىلَّ ى كىقىاؿى

78 
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Serta hadis lain yang senada: 

ا قىدٍ بػىلىغى مىا يػىبػٍليغي الرٌجًىاؿي كىعىقىلى مىا عىقىليفا، كىإًنَّوي يىدٍخيلي عىلىيػٍنىا، هػىقىاؿى النَّ  بًُِّ إًفَّ سىالًمن
 79صىلَّى اللهي عىلىيٍوً كىسىلَّ ى: أىرٍضًعًيوً تَىٍريمًت عىلىيٍوً 

Artinya: “Salim telah mencapai usia sebagaimana laki-laki dewasa dan 

telah berakal sebagaimana mereka. Ia biasa masuk menemui kami, maka Nabi 

SAW bersabda: Susuilah dia, niscaya engkau menjadi mahram baginya.” 

Menurut Ibnu Hazm, hadis-hadis tersebut merupakan dalil yang jelas dan 

tegas bahwa penyusuan pada usia dewasa tetap melahirkan kemahraman. Ia 

menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak bersifat khusus untuk Salim semata 

dan bukan pula sekadar rukhsah yang berkaitan dengan praktik tabannī yang telah 

dihapus. Pemahaman inilah yang akhirnya mengantarkan Ibnu Hazm pada 

kesimpulan bahwa raḍā„ah dalam usia berapa pun tetap berimplikasi pada hukum 

mahram. 

B. Penelitian Yang Relevan  

        Tesis yang ditulis oleh Muhammad Fauzan (UIN Malang 2021) yang 

berjudul ―SAUDARA RADA‟AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI 

PERSPEKTIF TEORI MAQASID AL-SYARIAH IMAM SYATIBI‖ Jenis 

penelitian ini adalah jenis Library research (Kepustakaan) dengan pendekatan 

deskriftif analitis. Adapun hasilnya Muhammad Al-Ghazali dalam menentukan 

batas pada rada‟ah, dengan menggunakan metode kritik matan hadits, dalam 

penelitian Muhammad Fauzan ini menerangkan bahwa Muhammad Al-Ghazali 

menetapkan kadar rada‟ah minimal lima kali susuan. Pada penelitian Muhammad 

Fauzan memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu 
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sama sama membahas tentang Rada‟ah (Sepersusuan). Namun juga memeiliki 

perbedaan yaitu pada fokus kajian, pada penelitian Muhammad Fauzan Fokus 

pada kajian tentang batasan bilangan rada‟ah dalam menetapkan mahram, 

sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada kajian tentang batas 

usia rada‟ah menurut Imam Syafi‘I dan Ibnu Hazm sebagai solusi syar‘I terdahap 

keluarga adopsi. Kemudian perbedaan yang selanjutnya pada penelitian 

Muhammad Fauzan membahas tentang pandangan Muhammad Al-Ghazali 

sedangkan penulis mengkaji pandangan Imam Mazhab dengan Ibnu Hazm.   

        Tesis yang ditulis oleh Wirda Amiratul Hamidah (UIN Malang 2019) 

yang berjudul ―IMPLEMENTASI RADA‟AH PERSPEKTIF TEORI 

MASLAHAH‖ Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Adapun 

kesimpulanya bahwa rada‟ah yang dilakukan oleh beberapa warga di Kecamatan 

Dau ini dilakukan dengan sengaja kepada suadara sepupu sampai terjadinya 

hukum mahram diantara mereka. Adapun faktor dari rada‟ah ini adalah untuk 

kesehatan bayi yang termasuk dalam kategori maqshid syar‘iah kategori pertama 

dhwabith maslahah al-Buti, mahram bepergian termasuk kedalam maslahah yang 

tidak bertentangan dengan sunnah. Pada penelitian ini memiliki persamaan 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni sama sama mebahas tentang 

Rada‟ah. Namun juga memiliki perbedaan yaitu pada fokus kajian penelitian, 

pada penelitian Wirda Amiratul Hamidah lebih fokus membahas tentang 

terbentuknya mahram dengan sebab rada‟ah serta faktor-faktor yang mendukung 

terjadinya rada‟ah. Sedangkan peneliti fokus pada pembahasan tentang batasan 

usia rada‟ah menurut Imam Syafi‘I dan Ibnu Hazm sebagai solusi Syar‘I terhadap 

keluarga adopsi. 
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        Tesis yang ditulis oleh Siti Ardianti (Pascasarjana Islam Negeri Sumatra 

Utara Medan 2015) yang berjudul ―KONSEP RADA‟AH DALAM AL-

QUR‘AN‖, Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan 

menggabungkan sifat deskritif, dan pendekatan metode pada penelitian Siti 

Ardianti ini menggunakan metode tafsir maudhu‘i (tafsir tematik). Adapun 

kesimpulanya bahwa manfaat menyusui sangat banyak baik untuk bayi maupun 

bagi ibu yang menyusui dan waktu menyusui samapi menyapih adalah selama dua 

tahun. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah sama sama membahas tentang Konsep Rada‟ah.
80

 Namun yang menjadi 

perbedaan dalam penelitian ini adalah, Siti Ardianti lebih fokus membahas tentang 

konsep rada‟ah menuurut Al-qur‘an dan Siti Ardianti juga fokus membahas tafsir 

ayat-ayat rada‘ad dalam Al-Qur‘an. Sedangkan penelitian menekan pada batasan 

usia rada‟ah menurut imam Syafi‘I dan Ibnu Hazm sebagai solusi syari terhadap 

hubungan mahram pada keluarga adopsi.  

        Tesis yang ditulis oleh Lukman Hakim Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 

2018) yang berjudul ―PEMBERIAN ASI DALAM HADITS‖ Jenis penelitian ini 

adalah jenis (library research) dengan menggunakan metode yang ditawarkan 

Musahadi HAM, yakni meneliti sanad (kritik historis) untuk mengetahui kualitas 

hadits dan meniliti makna hadits (kritik editis) yang meneliti tentang kajian 

kebahasaan. Adapun hasilnya haditsnya dikaji pada penelitian tersebut terdapat 

pesan-pesan dalam pemberian ASI yang dimana hal ini sudah dilakukan sejak 

zamn Rasulullah SAW. Berdasarkan penelitian Lukman Hakim menerangkan 

bahwa ASI merupakan suatu anugrah dari Allah juga sebagai nutrisi yang paling 
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sempurna dan sangat layak juga bagus untuk perkembangan bayi.
81

 Persamaan 

pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama 

membahas tentang ASI. Namun yang menjadi perbedaan adalah pada fokus 

pembahasannya. Penelian Lukman Hakim cendrung membahas tentang  

Pemberian Asi Dalam Hadit, sedangkan fokus penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah membahas dan mendalami tentang batas usia rada‟ah menurut 

Imam Syafi‘I dan Ibnu Hazm sebagai solusi syar‘I terhadap hubungan mahram 

pada keluarga adopsi.    

        Jurnal yang ditulis oleh Fitri Sari (Penelitian Agama Medan Vol.9, No 2) 

tahun 2018 yang berjudu ―Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan 

Ulama‖ pada penelitian ini membahas tentang pandangan para ulama terhadap 

hadis nabi saw. Yang berkaitan dengan anak asuh. Penelitian ini menggali sejauh 

mana frekuensi atau jumlah penyusuan yang dapat menimbulkan hubungan 

persusuan, yang kemudian berdampak pada hukum larangan menikah dengan 

saudara sepersusuan. Pada penelitian ini menggunakan metode perbandingan 

pendapat para ulama (Komparatif). Hasil kajian menunjukan adanya perbedaan 

pandangan di kalangan ulama mengenai jumlah penyusuan yang menyebabkan 

status anak menjadi sepersusuan. Diantaranya, Daud az-Zahiri berpendapat bahwa 

hubungan persusuan yang mengharamkan pernikahan terbentuk setelah menimal 

tiga kali hisapan. Sedangkan pandangan Imam syafi‘I dan Imam Hambali minimal 

lima kali penyusuan dalam waktu terpisah. Sementara Imam Hanafi dan Maliki 

berpendapat tidak ada batasan secara spesifik, yang terpenting adalah air susu 

tersebut sampai ke perut anak dan memberikan asupan yang mendukung 
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pertumbuhan. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan adalah sama sama membahas tentang rada‟ah (sepersusuan), namun yang 

menjadi pembeda adalah kajian Fitri sari fokus membahas tentang hadits dan 

pandangan ulama tentang batasan pada bilangan rada‟ah dalam menetapkan 

mahram. Sedangkan fokus kajian yang akan penulis teliti tentang pandangan 

Imam Mazhab dan Ibnu Hazm pada batasan usia dalam menetapkan mahram. Dan 

perbedaan selanjutnya, pada penelitian Fitri Sari membandingkan antara 

pandangan para ulama (Komparatif pandangan Ulama), sedangakan pada 

penelitian yang akan penulis teliti membandingkan pandangan Imam Mazhab 

dengan Pemikiran Ibnu Hazm (Komparatif antara pandagan Imam Mazhab 

dengan Ibnu Hazm).  

        Penelitian yang dilakukan Oleh Amin Yati : Bank Asi dalam Persfektif 

Hukum Islam : Study Komparatif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi‘I. Penelitian 

ini membahas tentang permasalahan hukum mengenai pendirian dan orasional 

Bank Air Susu Ibu (ASI) dalam persfektif fiqih Islam. Fokusnya adalah 

perbandingan antara dua mazhab besar dalam Islam, yakni Imam Syafi;i dan 

Imam Hanafi, dalam memandang status hukum mahram. Pada penelitian diatas 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, 

Persamaanya adalah sama-sama membahas konteks Rada‟ah, namun yang 

menjadi perbedaan adalah pada focus kajian adalah, Penelitian di atas fokus 

mengkaji Bank Asi dalam persfektif Imam Hanafi dan Imam Syafi‘I sedangkan 

penelitian yang akan penulis lakukan fokus mengkaji batasan usia rada‟ah 

menurut Imam Syafi‘I dan Ibnu Hazm sbagai solusi syar‘I terhadap status 

hubungan mahram pada keluarga adopsi.   



 

71 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Metode Penelitian  

Metodologi penelitian merupakan dasar ilmiah yang menjabarkan secara 

sistematis pendekatan, jenis, serta prosedur yang diterapkan dalam pelaksanaan 

penelitian. Melalui rancangan metodologi yang tepat, penelitian ini diharapkan 

menghasilkan temuan yang sahih, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan 

secara akademik. Fokus penelitian ini adalah menelaah secara mendalam konsep 

dan landasan hukum mengenai hubungan mahram dalam konteks keluarga adopsi 

menurut perspektif hukum Islam. Kajian ini diarahkan untuk mengkaji dan 

menganalisis pandangan dua tokoh utama, yakni Imam Syafi‘i dan Ibnu Hazm, 

dalam rangka menemukan formulasi solusi syar‘i yang relevan dengan 

permasalahan hukum keluarga Islam kontemporer. 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan 

pendekatan kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena seluruh 

data dan sumber yang dianalisis bersifat tekstual, diperoleh dari karya-karya 

ilmiah klasik (turats) maupun literatur modern yang relevan dengan tema 

penelitian.  

Pendekatan kepustakaan (library research) digunakan dalam penelitian ini 

karena seluruh data yang menjadi bahan kajian diperoleh melalui proses 

penelusuran, pengumpulan, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis, baik 
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berupa kitab-kitab fikih klasik (turāth) maupun literatur hukum Islam 

kontemporer. Penelitian ini tidak menggunakan metode penelitian lapangan (field 

research), sebab objek utama yang dikaji bukanlah perilaku atau praktik sosial 

masyarakat, melainkan konstruksi pemikiran dan bangunan hukum Islam 

mengenai hubungan mahram dalam keluarga adopsi berdasarkan sumber-sumber 

normatif. 

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap 

permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Fiqh Normatif 

Pendekatan fiqh normatif digunakan untuk menganalisis konsep-konsep 

dasar dalam hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan keluarga adopsi, 

khususnya mengenai hubungan mahram, konsep tabannī (pengangkatan anak), 

kedudukan mahram, hubungan persusuan (raḍā„ah), serta berbagai konsekuensi 

hukum yang muncul dari hubungan tersebut. 

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana hukum 

Islam menetapkan struktur hubungan keluarga berdasarkan sebab-sebab hukum 

yang telah diakui oleh syariat. Dengan demikian, dapat diketahui batas antara 

hubungan sosial yang terbentuk melalui pengasuhan dengan hubungan hukum 

yang memiliki konsekuensi syar‗i. 

b. Pendekatan Fiqh Muqāran (Perbandingan Fikih) 
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Pendekatan fiqh muqāran digunakan untuk melakukan kajian 

perbandingan terhadap pandangan Imam al-Syafi‗i, Ibnu Ḥazm, dan Yusuf al-

Qardhawi mengenai konsep raḍā‗ah serta pengaruhnya terhadap terbentuknya 

hubungan mahram dalam keluarga adopsi. 

Perbandingan tersebut dilakukan dengan menelaah beberapa aspek utama, 

yaitu: 

1) Dasar-dasar dalil yang dijadikan pijakan oleh masing-masing tokoh;  

2) Metode dalam memahami teks-teks hukum Islam;  

3) Metode istinbāṭ hukum yang digunakan;  

4) Batasan usia penyusuan yang berimplikasi terhadap kemahraman;  

5) Serta relevansi masing-masing pendapat dalam menjawab persoalan 

keluarga adopsi kontemporer.  

Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat perbedaan pada 

kesimpulan hukum yang dihasilkan, tetapi juga mengkaji faktor metodologis yang 

melatarbelakangi munculnya perbedaan pandangan tersebut. 

c. Pendekatan Ushul Fiqh 

Pendekatan ushul fiqh digunakan untuk mengkaji metode penggalian dan 

penetapan hukum (istinbāṭ al-aḥkām) yang digunakan oleh para tokoh yang 

menjadi objek penelitian. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami bagaimana 

suatu hukum dirumuskan berdasarkan cara ulama dalam membaca, memahami, 

dan menghubungkan berbagai dalil syariat. 
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Dalam kajian ini, penelitian menganalisis beberapa karakteristik 

metodologi, yaitu: 

1) Pendekatan Imam al-Syafi‗i dalam mengharmonisasikan berbagai dalil 

(jam‗ wa al-tawfīq) serta melakukan pembatasan terhadap dalil yang 

bersifat umum (taqyīd al-muṭlaq);  

2) Pendekatan Ibnu Ḥazm yang berpegang pada pemahaman tekstual 

terhadap nash (al-akhẓ bi ẓāhir al-naṣṣ) dengan mempertahankan makna 

zahir teks selama tidak terdapat dalil yang membatasinya;  

3) Pendekatan Yusuf al-Qardhawi yang menggabungkan antara pemahaman 

terhadap teks hadis dengan analisis konteks, kebutuhan (ḥājah), serta 

tujuan hukum Islam.  

Melalui pendekatan ushul fiqh ini, penelitian dapat mengungkap bahwa 

perbedaan pendapat para ulama tidak hanya berkaitan dengan hasil hukum, tetapi 

juga dipengaruhi oleh perbedaan metode dalam memahami sumber-sumber 

hukum Islam. 

d. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī‗ah 

Pendekatan maqāṣid al-syarī„ah digunakan untuk menganalisis sejauh 

mana berbagai pandangan hukum mengenai hubungan mahram dalam keluarga 

adopsi dapat diterapkan dalam konteks masyarakat Muslim modern. Pendekatan 

ini berfungsi untuk melihat tujuan, nilai, dan kemaslahatan yang hendak 

diwujudkan melalui ketentuan hukum Islam. 
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Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana 

hukum Islam menjaga beberapa tujuan utama syariat, khususnya: 

1) ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan dan kejelasan nasab);  

2) ḥifẓ al-‗irḍ (menjaga kehormatan dan martabat keluarga);  

3) menjaga keteraturan hubungan sosial dan kekeluargaan sesuai prinsip-

prinsip syariat.  

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman 

hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan substantif dari 

ketentuan syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan memberikan solusi 

terhadap persoalan keluarga Muslim kontemporer. 

2. Sumber Data  

Penelitian ini memanfaatkan dua kategori sumber data utama, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber primer diperoleh dari karya-karya otoritatif para ulama klasik 

yang secara langsung memuat pemikiran dan pandangan hukum dari kedua tokoh 

yang dikaji, yaitu: 

1) Al-Umm karya Imam Asy-Syafi‘i, yang merepresentasikan 

pandangan Mazhab Syafi‘iyyah mengenai hukum mahram, nasab, 

dan rada‟ah. 



76 

 

 

2) Al-Muhalla karya Ibnu Hazm Al-Andalusi, sebagai rujukan utama 

dalam memahami pendekatan Mazhab Zhahiri terhadap konsep 

yang sama. 

Kedua kitab tersebut dipilih karena memuat kerangka metodologis dan 

prinsip hukum Islam yang komprehensif, serta menjadi sumber autentik dalam 

menelusuri dasar pemikiran fiqih kedua tokoh besar tersebut. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber pendukung terdiri atas berbagai referensi akademik dan ilmiah 

yang melengkapi analisis utama, meliputi: 

1) Buku-buku fiqih dan hukum Islam kontemporer. 

2) Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan. 

3) Artikel penelitian, tesis, dan disertasi yang mengkaji persoalan 

rada‟ah, nasab, dan hubungan mahram dalam konteks hukum 

Islam. 
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3 Sifat Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, karena data 

yang dikumpulkan berupa teks, uraian konseptual, dan argumentasi hukum, bukan 

dalam bentuk angka atau statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

menggali makna substantif dari konsep hukum Islam, memahami latar belakang 

pemikiran para ulama, serta menelusuri pola perbedaan dan persamaan 

metodologis antara Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Zhahiri. Dengan demikian, hasil 

analisis diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang konstruksi hukum 

Islam dalam menentukan status hubunga mahram. 

4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang sahih dan komprehensif, penelitian ini 

menggunakan dua teknik utama, yaitu: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri, membaca, dan menelaah 

berbagai literatur fiqih klasik dan kontemporer yang relevan dengan tema 

penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konsep mahram, nasab, dan 

rada‟ah. 

b. Studi Dokumentasi 

Teknik ini meliputi pengumpulan dokumen dan sumber tertulis seperti 

manuskrip, fatwa, putusan hukum, serta hasil penelitian akademik (tesis, disertasi, 

dan jurnal ilmiah) yang memiliki relevansi dengan persoalan hukum adopsi dan 

hubungan mahram dalam Islam. 
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5 Teknik Analisis Data 

Setelah seluruh data terkumpul dan diverifikasi, langkah berikutnya adalah 

proses analisis data. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan analisis 

utama, yaitu: 

a. Analisis Deskriptif 

Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara faktual dan 

objektif pandangan Imam Syafi‘i serta Ibnu Hazm terkait hukum mahram akibat 

nasab dan rada‟ah. Melalui metode ini, peneliti memaparkan isi pemikiran kedua 

tokoh sebagaimana tertuang dalam karya aslinya, sekaligus menjelaskan prinsip-

prinsip fiqih yang melandasi pendapat mereka. 

b. Analisis Komparatif 

Metode ini digunakan untuk menelaah dan membandingkan secara 

sistematis kesamaan maupun perbedaan antara pemikiran Imam Syafi‘i dan Ibnu 

Hazm, baik dari segi metode istinbat hukum, jenis dalil yang digunakan, maupun 

penerapan hukum terhadap penetapan status mahram. 

Kombinasi kedua metode tersebut memberikan kerangka analisis yang 

kuat dan komprehensif, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, 

tetapi juga analitis dan solutif dalam merumuskan solusi syar‘i yang relevan 

dengan perkembangan hukum Islam masa kini. 
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6. Prosedur Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah 

berikut: 

a. Identifikasi masalah berdasarkan fenomena hukum keluarga Islam 

kontemporer yang berkaitan dengan adopsi dan hubungan mahram. 

b. Pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder yang relevan. 

c. Klasifikasi data sesuai tema-tema utama, yaitu mahram karena nasab, 

persusuan (rada‟ah), dan adopsi. 

d. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dan komparatif 

terhadap teks-teks fiqih klasik. 

e. Sintesis hasil analisis untuk merumuskan solusi syar‘i yang bersifat 

aplikatif dan kontekstual. 

7. Validitas dan Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, dilakukan proses triangulasi 

sumber, yakni dengan membandingkan berbagai literatur yang berasal dari 

mazhab dan periode yang berbeda. Selain itu, keaslian dan keakuratan data 

diverifikasi dengan merujuk pada versi cetakan otoritatif dari Al-Umm dan Al-

Muhalla, serta sumber akademik yang telah diakui keabsahannya secara 

internasional. 

Dengan menggunakan metodologi yang terstruktur dan komprehensif ini, 

penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis hukum Islam yang 

mendalam, objektif, dan relevan. Pendekatan deskriptif-komparatif dalam 

penelitian kepustakaan ini memberikan peluang untuk merumuskan solusi syar’i 
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yang berakar kuat pada khazanah klasik Islam, namun tetap adaptif terhadap 

kebutuhan hukum Islam modern dalam konteks penetapan hubungan mahram 

pada keluarga adopsi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi Dalam Hukum Islam. 

Konsep mahram dalam hukum Islam menempati posisi yang sangat 

penting dalam mengatur hubungan kekeluargaan serta pola interaksi antara laki-

laki dan perempuan. Secara terminologis, mahram dipahami sebagai individu-

individu yang secara permanen haram untuk dinikahi karena sebab-sebab tertentu 

yang telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Para ulama kemudian 

mengelompokkan mahram ke dalam tiga kategori pokok, yaitu mahram karena 

nasab, mahram karena mushāharah atau hubungan perkawinan, dan mahram 

karena raḍā‗ah atau persusuan. Mahram nasab mencakup relasi darah yang 

bersifat langsung, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari jalur 

ayah maupun ibu, beserta keturunan mereka. Sementara itu, mahram mushāharah 

muncul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah, antara lain ibu mertua, 

anak tiri yang ibunya telah digauli, serta menantu. Adapun mahram raḍā‗ah 

terbentuk melalui proses penyusuan yang memenuhi ketentuan syar‗i tertentu, 

sehingga kedudukannya disamakan dengan hubungan nasab dalam hal larangan 

menikah. Klasifikasi ini menegaskan bahwa penetapan status mahram bersifat 

normatif dan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kedekatan sosial, 

melainkan harus berpijak pada dalil syar‗i yang jelas dan otoritatif.
1
 

                                                             
1
 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, vol. X (Damaskus: Dār al-Fikr, 

1989).HLm 7-15. 
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Berdasarkan pembagian mahram dalam hukum Islam tersebut, anak 

angkat tidak termasuk dalam kategori mahram nasab maupun mahram 

mushāharah. Proses pengangkatan anak (tabannī) tidak melahirkan hubungan 

darah dan juga tidak merupakan akibat dari suatu akad perkawinan, sehingga tidak 

menimbulkan konsekuensi keharaman menikah secara otomatis. Para ulama 

secara umum sepakat bahwa adopsi dalam perspektif Islam hanya dipahami 

sebagai bentuk pengasuhan (kafālah), bukan sebagai pengalihan status hukum 

anak kepada orang tua angkat. Oleh karena itu, anak angkat pada hakikatnya tetap 

berkedudukan sebagai ajnabī bagi orang tua angkat maupun anggota keluarga 

angkat lainnya yang berlainan jenis. Satu-satunya cara yang diakui secara syar‗i 

untuk menjadikan anak angkat sebagai mahram adalah melalui raḍā‗ah, yakni 

apabila anak tersebut disusui oleh ibu angkat atau kerabatnya dengan memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti jumlah penyusuan dan batas usia anak. 

Apabila ketentuan raḍā‗ah ini tidak terpenuhi, maka hubungan mahram tidak 

terbentuk, meskipun anak tersebut telah lama diasuh dan tumbuh dalam 

lingkungan keluarga angkat. Dengan demikian, penyamaan kedudukan anak 

angkat dengan anak kandung dalam hal keharaman nikah dan kebolehan interaksi 

merupakan kekeliruan hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran 

terhadap ketentuan syariat.
2
 

Tidak diakuinya hubungan mahram antara anak angkat dan keluarga 

angkat membawa konsekuensi hukum yang cukup signifikan, terutama berkaitan 

dengan pengaturan aurat, larangan khalwat, dan tata pergaulan sehari-hari. Dalam 

perspektif fiqh, anak angkat perempuan tetap diwajibkan menutup aurat di 

                                                             
2
 Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, vol. VII (Beirut: Dār al-Kutub al-‗Ilmiyyah, 1997).Hlm. 85-

90. 
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hadapan ayah angkatnya sebagaimana kewajiban tersebut berlaku di hadapan laki-

laki non-mahram. Demikian pula, larangan khalwat tetap berlaku antara anak 

angkat dan anggota keluarga angkat yang berlainan jenis, karena tidak adanya 

ikatan mahram yang sah secara syar‗i. Ketentuan-ketentuan ini dalam praktik 

sering kali menimbulkan tantangan tersendiri, mengingat kuatnya ikatan 

emosional yang terbangun antara anak angkat dan orang tua angkat. Namun 

demikian, syariat Islam menetapkan aturan tersebut sebagai langkah preventif 

(sadd al-dharā‘i‗) untuk menutup peluang terjadinya penyimpangan, sekaligus 

sebagai upaya menjaga kehormatan dan martabat manusia (ḥifẓ al-‗irḍ). Oleh 

karena itu, pengaturan mengenai aurat dan pergaulan dalam keluarga adopsi tidak 

dimaksudkan untuk mengurangi nilai kasih sayang, melainkan untuk menata relasi 

agar tetap berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman terhadap 

implikasi hukum ini menjadi dasar penting dalam merumuskan solusi syar‗i yang 

bersifat realistis dan aplikatif bagi keluarga adopsi Muslim.
3
 

Ketidakjelasan penetapan status mahram dalam keluarga adopsi berpotensi 

melahirkan pelanggaran terhadap batas-batas syariat, terutama ketika pola 

interaksi antara anak angkat dan orang tua angkat tidak disesuaikan dengan 

ketentuan aurat dan larangan khalwat yang ditegaskan dalam hukum Islam 
4
. 

Persoalan aurat dan khalwat menjadi aspek yang sangat sensitif, mengingat Islam 

menetapkan regulasi yang ketat dalam rangka menjaga kehormatan manusia, 

termasuk larangan membuka aurat di hadapan pihak yang bukan mahram serta 

                                                             
3
 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, vol. II (Kairo: Dār al-Fath li al-I‗lām al-‗Arabī, 

1999).Hlm 240. 
4
 Siah Khosyi‘ah and M Asro, ―Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif 

Hukum Islam,‖ Asy-Syari‟ah 23, no. 1 (2021): 39-â, 

https://doi.org/https://doi.org/10.15575/as.v23i1.12755. 
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anjuran untuk menghindari khalwat yang berpotensi menimbulkan fitnah. Dalam 

konteks keluarga adopsi, relasi pengasuhan antara anak angkat dan orang tua 

angkat tidak serta-merta menghapus status non-mahram di antara keduanya, 

sehingga kewajiban menutup aurat dan menjauhi khalwat tetap harus diberlakukan 

sebagai bentuk penjagaan kehormatan.
5
  

Dalam praktik adopsi, relasi antara anak angkat dan orang tua angkat 

kerap dibangun menyerupai hubungan keluarga biologis tanpa diiringi kejelasan 

mengenai status mahram menurut ketentuan syariat. Situasi ini menyebabkan 

batas-batas pergaulan sehari-hari menjadi kabur dan tidak terdefinisikan secara 

tegas
6
. Ambiguitas tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip maqāṣid al-

syarī‗ah, terutama tujuan menjaga kehormatan (ḥifẓ al-‗irḍ), mengingat Islam 

menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental yang harus dilindungi 

melalui pengakuan dan pemenuhan hak-hak asasi. Penekanan terhadap 

perlindungan kehormatan ini tercermin dalam pemberlakuan sanksi yang berat 

terhadap perbuatan zina, tindakan yang merusak kehormatan pihak lain, serta 

kasus qadzaf, di samping pengharaman perilaku seperti ghibah, adu domba, dan 

penggunaan panggilan yang merendahkan martabat.
7
 Apabila status mahram tidak 

dipahami secara tepat, maka pola interaksi yang berkembang berisiko melampaui 
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batas-batas syar‗i, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap 

kehormatan yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam
8
 

Situasi ini kerap diperparah oleh rendahnya pemahaman masyarakat 

terhadap ketentuan hukum Islam yang membedakan secara tegas antara hubungan 

biologis dan hubungan sosial, yang pada akhirnya memicu kekeliruan dalam 

penerapan norma pergaulan sehari-hari.
9
 Ketidaktahuan terhadap ketentuan 

tersebut berimplikasi serius, mengingat Islam tidak menempatkan anak angkat 

sebagai mahram bagi orang tua angkatnya, sehingga ketentuan mengenai aurat 

dan khalwat tetap mengikuti hukum yang berlaku bagi orang asing (ajnabī).
10

 

Oleh karena itu, kewajiban menutup aurat bagi anak angkat di hadapan orang tua 

angkatnya tetap berlaku sebagaimana ketentuan bagi pihak yang tidak memiliki 

hubungan mahram, karena praktik adopsi tidak mengubah status nasab biologis 

yang menjadi dasar utama penetapan mahram dalam Islam.
11

 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‗ah, keluarga angkat memikul tanggung 

jawab untuk menjaga aspek-aspek pokok kehidupan anak, meliputi perlindungan 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tanpa melakukan perubahan terhadap 

nasab biologisnya. Dalam kerangka ini, penjagaan kehormatan anak menjadi 
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prinsip mendasar yang tidak boleh diabaikan.
12

 Penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-

‗irḍ) dalam konteks keluarga adopsi mengharuskan adanya pengaturan pergaulan 

yang jelas dan tegas antara anak angkat dan orang tua angkat yang tidak memiliki 

hubungan mahram. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya 

interaksi yang dilarang dalam syariat Islam, seperti khalwat dan ikhtilāṭ, yang 

berpotensi melanggar nilai-nilai kesusilaan. Kewajiban tersebut sejalan dengan 

prinsip maqāṣid al-syarī‗ah yang menempatkan ḥifẓ al-‗irḍ sebagai bagian dari 

kebutuhan darūriyyāt yang harus diwujudkan guna menjamin kemaslahatan dan 

mencegah kerusakan moral pada anak.
13

 

Akan tetapi, penerapan batasan pergaulan yang ketat dalam praktik 

keluarga adopsi kerap menghadapi kendala, khususnya dalam kehidupan rumah 

tangga yang secara alami menuntut kedekatan emosional antara anak dan orang 

tua angkat. Kondisi ini menegaskan pentingnya solusi syar‗i yang tidak hanya 

berorientasi pada perlindungan kehormatan, tetapi juga mampu memberikan 

kejelasan dan kepastian hukum terkait status relasi antara anak angkat dan orang 

tua angkat. Dalam kerangka tersebut, raḍā‗ah atau penyusuan susu ibu menempati 

posisi penting sebagai alternatif fikih untuk menetapkan status mahram antara 

anak angkat dan orang tua angkatnya. Melalui mekanisme raḍā‗ah, terbentuk 

hubungan kekerabatan yang membawa implikasi hukum berupa keharaman 

pernikahan serta gugurnya pembatasan aurat, sebagaimana dijelaskan dalam 
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literatur fikih Islam.
14

 Landasan normatif konsep ini bersumber dari firman Allah 

SWT dalam Surat An-Nisā‘ ayat 23 yang secara eksplisit menyebutkan ibu susuan 

sebagai pihak yang menjadi mahram bagi anak yang disusuinya. Dengan 

demikian, keberadaan ikatan raḍā‗ah menyebabkan kewajiban menjaga hijab dan 

pembatasan aurat antara anak angkat dan orang tua angkat tidak lagi berlaku, 

karena hubungan mahram telah terbangun secara sah menurut ketentuan syariat.
15

  

Oleh karena itu, penerapan raḍā‗ah secara syar‗i tidak semata-mata 

berfungsi sebagai instrumen legal untuk menetapkan status mahram dalam 

keluarga adopsi, tetapi juga berperan strategis dalam merespons berbagai 

persoalan sosial-keagamaan yang muncul. Lebih jauh, raḍā‗ah berkontribusi 

dalam memastikan terwujudnya maqāṣid al-syarī‗ah, terutama dalam aspek 

perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan penjagaan kehormatan (ḥifẓ al-‗irḍ).
16

 

Secara normatif, Islam secara tegas mengatur dan membolehkan praktik 

penyusuan oleh perempuan selain ibu biologis, dengan konsekuensi hukum 

berupa keharaman pernikahan yang timbul akibat hubungan persusuan.
17

 

Ketentuan ini tidak hanya meniadakan kemungkinan pernikahan antara 

anak susuan dan ibu susuan, tetapi juga menetapkan larangan menikah antara anak 
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susuan dengan anak-anak kandung ibu susuan tersebut, sebagai dampak dari 

hubungan kekerabatan yang lahir melalui proses penyusuan. Lebih lanjut, 

pengaturan tersebut selaras dengan pandangan Islam yang menekankan 

pentingnya pemberian Air Susu Ibu bagi bayi. Bahkan, ketika ibu kandung tidak 

memungkinkan untuk menyusui, Islam menganjurkan agar dicari perempuan lain 

yang bersedia menyusui anak tersebut.
18

 Ikatan persusuan yang terjalin melalui 

raḍā‗ah diposisikan setara dengan ikatan nasab dalam aspek keharaman 

pernikahan, sehingga anak susuan haram menikah dengan perempuan yang 

menyusuinya maupun dengan saudara-saudara sesusuannya.
19

  

B. Solusi Syar’i Terhadap Hubungan Mahram Pada Keluarga Adopsi 

Konsep raḍā„ah memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam 

sebagai instrumen syar‗i yang mampu melahirkan hubungan kemahraman di luar 

jalur nasab dan mushāharah. Dalam kajian fikih, raḍā‗ah yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan syariat menimbulkan akibat hukum berupa keharaman 

pernikahan yang setara dengan keharaman yang timbul akibat hubungan darah. 

Atas dasar itu, perempuan yang menyusui diperlakukan secara hukum seperti ibu 

kandung, sehingga tidak boleh dinikahi oleh anak yang disusuinya maupun oleh 

seluruh kerabat yang diharamkan melalui hubungan ibu nasab, seperti ayah dan 

saudara kandung ibu tersebut.
20

 Konsekuensi ini menegaskan bahwa raḍā„ah 
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bukan sekadar relasi biologis semata, melainkan ikatan hukum yang memiliki 

dampak keperdataan serta implikasi sosial-keagamaan yang signifikan.
21

 

Dasar normatif raḍā„ah dalam hukum Islam secara jelas bersumber dari 

Al-Qur‘an dan As-Sunnah. Al-Qur‘an secara tegas menetapkan keharaman 

pernikahan yang lahir dari hubungan persusuan melalui Q.S. an-Nisā‘ ayat 23, 

yang menyebut ibu-ibu susuan dan saudara-saudara perempuan sesusuan sebagai 

golongan yang dilarang untuk dinikahi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa 

larangan nikah karena persusuan memiliki kekuatan hukum yang sejajar dengan 

larangan nikah karena nasab, sehingga kedudukan ibu susuan disamakan dengan 

ibu kandung dalam hal keharaman pernikahan. 
22

 Di samping itu, Q.S. al-Baqarah 

ayat 233 turut memberikan legitimasi terhadap praktik penyusuan, sekaligus 

mencerminkan perhatian Islam terhadap aspek pengasuhan dan pemeliharaan anak 

melalui mekanisme raḍā‗ah.
23

 

Ketentuan Al-Qur‘an tersebut diperkuat oleh hadis Nabi SAW.  

ا قىالىتٍ: قىاؿى رىسيفؿي اللًََّّ  مىا يحىٍرييـ   يحرـ من الَّرضىاعى صلى الله عليه وسلم عىنٍ عىايًشىةى رىضًتى اللََّّي عىنػٍنى
24مًنى الٍفىلَىدىةً 

 

Artinya : “Diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena 

nasab” (HR. al-Bukhari dan Muslim).  
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Hadis diatas menegaskan bahwa keharaman yang timbul akibat persusuan 

memiliki kedudukan yang sama dengan keharaman karena nasab. Hadis ini 

menjadi landasan utama bagi para ulama dalam menetapkan raḍā„ah sebagai 

salah satu sebab kemahraman yang bersifat permanen, sebagaimana nasab dan 

mushāharah Dengan demikian, larangan pernikahan yang muncul dari ikatan 

persusuan tidak bersifat sementara dan tidak dapat digugurkan, karena raḍā‗ah 

melahirkan hubungan kekerabatan yang diakui sepenuhnya oleh syariat Islam.
25

 

Kedudukan raḍā„ah sebagai sebab kemahraman selain nasab dan 

mushāharah semakin ditegaskan dalam Q.S. an-Nisā‘ ayat 23 yang tidak hanya 

menyebut ibu susuan, tetapi juga saudara perempuan sesusuan sebagai pihak yang 

haram dinikahi. Hal ini menempatkan hubungan persusuan setara dengan 

hubungan darah dalam penetapan batasan pernikahan dan etika pergaulan. 

Bahkan, ruang lingkup keharaman akibat persusuan diperluas hingga mencakup 

larangan pernikahan antara anak susuan dengan saudara-saudara kandung ibu 

susuan serta kerabat lain yang terhubung melalui garis keturunan ibu susuan 

tersebut.
26

 

Meskipun terdapat kesepakatan di kalangan ulama mengenai keharaman 

pernikahan dengan saudara sepersusuan, perbedaan pandangan muncul terkait 

syarat sah raḍā„ah dan kadar penyusuan yang menimbulkan akibat hukum 

kemahraman. Perbedaan tersebut meliputi persoalan usia anak saat disusui, 
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jumlah penyusuan yang dianggap mencukupi, serta mekanisme penyusuan yang 

dinilai sah menurut ketentuan syariat.
27

 Perbedaan pandangan inilah yang 

membuka ruang diskursus fikih dan menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, 

terutama dalam konteks keluarga adopsi, guna merumuskan batasan normatif 

raḍā‗ah sebagai solusi penetapan mahram yang aplikatif dan sejalan dengan 

prinsip maqāṣid al-syarī„ah. 

Berangkat dari kerangka pemikiran Imam al-Syafi‗i yang menegaskan 

bahwa raḍā„ah hanya menimbulkan hubungan mahram apabila terjadi pada fase 

kanak-kanak sebelum masa penyapihan (qabla al-fiṭām), maka analisis mengenai 

implikasi hukum dalam keluarga adopsi harus ditempatkan dalam batasan 

normatif tersebut. Dalam mazhab al-Syafi‗i, praktik adopsi (tabannī) tidak 

otomatis melahirkan hubungan nasab ataupun kemahraman. Prinsip ini selaras 

dengan ajaran syariat yang secara tegas memisahkan antara garis keturunan 

biologis dan relasi sosial berbasis pengasuhan. Penegasan tersebut berlandaskan 

firman Allah Swt.: 

ينًًٍ  ىيفى أىقٍسىطي عًنٍدى اللًََّّ  بَى  ادٍعيفىيٍ  ًْ
Artinya :”Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama 

bapak mereka.” (QS. al-Aḥzāb [33]: 5) 

Ayat ini menunjukkan bahwa atribusi nasab harus tetap dikembalikan 

kepada ayah kandungnya, sehingga pengangkatan anak tidak memiliki 

konsekuensi perubahan status genealogis. Dalam perspektif Imam al-Syafi‗i, 

karena kemahraman yang bersumber dari nasab tidak terwujud melalui adopsi, 
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maka satu-satunya mekanisme syar‗i yang dapat melahirkan hubungan mahram 

dalam keluarga angkat adalah melalui raḍā‗ah yang memenuhi seluruh 

persyaratan hukum, termasuk ketentuan usia dua tahun pertama kehidupan anak. 

Apabila anak angkat disusui oleh ibu angkatnya dalam rentang usia yang 

dibenarkan syariat, maka berlaku ketentuan umum mengenai raḍā‗ah sebagaimana 

ditegaskan dalam Al-Qur‘an: 

تِ أىرٍضىعٍنىميٍ  كىأىخىفىاتيميٍ  مًنى الرَّضىاعىةً  ََّ اتيمي ي ال  كىأيمَّنى
Artinya: “Dan ibu yang menyusuimu dan saudara-saudara perempuan 

sesusuan (QS. al-Nisā‟ [4]: 23) 

Dalam situasi tersebut, ibu angkat memperoleh kedudukan sebagai ibu 

susuan (umm min al-raḍā‗ah), sehingga seluruh konsekuensi kemahraman berlaku 

sebagaimana relasi mahram yang timbul karena nasab, khususnya dalam aspek 

larangan pernikahan dan kebolehan interaksi tanpa hijab. Dengan demikian, anak 

angkat bertransformasi menjadi mahram bagi ibu susuan serta kerabat yang 

terhubung melalui jalur persusuan sesuai dengan konstruksi fikih yang telah 

ditetapkan. 

Sebaliknya, apabila proses penyusuan tidak pernah terjadi, atau 

berlangsung setelah melampaui batas dua tahun, maka menurut Imam al-Syafi‗i 

tidak lahir hubungan mahram. Hal ini ditegaskan dalam al-Umm melalui 

pernyataan: 



93 

 

 

لَى يىميففي الرَّضىاعي الٍميحىرًٌيـ إًلََّ ي  الْىٍفٍلىيًٍ 
28  

Artinya: “Tidak ada rada‟ah yang menyebabkan mahram kecuali pada 

saat usia dua tahun.” 

Konsekuensinya, anak angkat tetap berstatus sebagai ajnabī terhadap ibu 

angkat maupun anggota keluarga lainnya. Implikasi hukumnya mencakup 

kewajiban menjaga batas aurat, larangan khalwah, serta tetap terbukanya 

kemungkinan pernikahan antara anak angkat dan anggota keluarga angkat yang 

tidak memiliki hubungan nasab ataupun raḍā‗ah. Dengan demikian, hubungan 

yang terbangun dalam konteks adopsi tanpa raḍā‗ah bersifat sosial dan moral, 

namun tidak melahirkan dampak hukum kemahraman. 

Lebih lanjut, dalam persoalan kewarisan, Imam al-Syafi‗i berpegang pada 

prinsip bahwa hak waris hanya muncul karena tiga sebab utama, yakni nasab, 

perkawinan, dan walā‟. Karena adopsi tidak termasuk dalam kategori tersebut, 

maka anak angkat tidak memiliki hak mewarisi harta orang tua angkatnya, kecuali 

melalui mekanisme wasiat yang dibatasi maksimal sepertiga dari keseluruhan 

harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun Islam mendorong 

praktik pemeliharaan anak (kafālah) sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan 

kepedulian kemanusiaan, struktur hukum keluarga yang telah ditetapkan syariat 

tetap tidak berubah. 

Dengan demikian, dalam pandangan Imam al-Syafi‗i, seluruh konsekuensi 

hukum dalam keluarga adopsi sangat bergantung pada terpenuhinya syarat 

raḍā„ah dalam batas usia yang telah ditentukan. Apabila syarat tersebut terpenuhi, 
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maka hubungan mahram lahir beserta implikasi hukumnya. Sebaliknya, jika tidak 

terpenuhi, relasi yang ada tetap berada dalam ranah sosial tanpa dampak hukum 

kemahraman, sehingga seluruh ketentuan interaksi antara laki-laki dan perempuan 

ajnabī tetap berlaku secara utuh. 

Berbeda dengan konstruksi mazhab al-Syafi‗i yang membatasi 

keberlakuan raḍā„ah pada fase kanak-kanak, Ibnu Ḥazm mengembangkan 

pandangan yang lebih inklusif terkait implikasi penyusuan terhadap status 

kemahraman. Berangkat dari metodologi ẓāhirī yang menjadi landasan 

berpikirnya, setiap nash dipahami berdasarkan makna literalnya tanpa 

penambahan batasan yang tidak secara tegas disebutkan oleh dalil. Dalam konteks 

ini, ia tidak menetapkan ketentuan usia tertentu sebagai prasyarat terjadinya 

hubungan mahram melalui raḍā‗ah. Konsekuensinya, kerangka hukum keluarga 

termasuk dalam kasus adopsi  dibangun di atas pemahaman tekstual yang 

konsisten terhadap keumuman nash. 

Dalam al-Muḥallā, Ibnu Ḥazm secara eksplisit menyatakan: 

ا  بًيًْ مُيىرًٌهـ كىلىفٍ أىنَّوي شىيٍخه يحىٍرييـ كىمى يحىٍرييـ رىضىاعي الصَّغًيًْ كىلَى هػىرٍؽى كىرىضىاعي الٍمى
29  

        Pernyataan tersebut menegaskan bahwa penyusuan terhadap orang 

dewasa, bahkan yang telah lanjut usia sekalipun, tetap melahirkan implikasi 

hukum yang identik dengan penyusuan pada masa kanak-kanak. Dengan 

demikian, parameter kemahraman dalam perspektif Ibnu Ḥazm tidak ditentukan 

oleh tahapan biologis pertumbuhan, melainkan oleh terjadinya peristiwa raḍā‗ah 
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itu sendiri, sepanjang memenuhi ketentuan jumlah susuan yang dianggap sah 

menurutnya. 

        Implikasi pandangan ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan 

institusi keluarga adopsi. Karena tidak adanya pembatasan usia dalam raḍā„ah, 

peluang terbentuknya hubungan mahram melalui penyusuan tetap terbuka, 

meskipun anak angkat telah melewati usia dua tahun atau bahkan telah dewasa. 

Selama syarat penyusuan yang sah terpenuhi, maka berlaku ketentuan umum 

sebagaimana firman Allah Swt. dalam (QS. al-Nisā‘ [4]: 23) Ayat tersebut 

dipahami Ibnu Ḥazm dalam cakupan makna yang bersifat umum tanpa 

pembatasan temporal, sehingga setiap perempuan yang menyusui seseorang dalam 

kondisi apa pun berstatus sebagai ibu susuan yang menimbulkan larangan 

pernikahan serta konsekuensi kemahraman lainnya. 

 Berbeda dengan pemikiran Ibnu Ḥazm yang memahami keberlakuan 

raḍā„ah al-kabīr berdasarkan cakupan umum lafaz nash tanpa menetapkan 

batasan usia tertentu, Yusuf al-Qardhawi sebagai salah satu ulama kontemporer 

menawarkan pendekatan yang lebih mempertimbangkan konteks dan kondisi yang 

melatarbelakangi suatu peristiwa hukum. Menurutnya, hadis yang berkaitan 

dengan penyusuan terhadap orang dewasa memiliki landasan riwayat yang kuat 

sehingga tidak dapat ditolak begitu saja. Akan tetapi, penerapan hadis tersebut 

tidak dipahami sebagai ketentuan yang berlaku secara menyeluruh dalam setiap 

keadaan, melainkan sebagai bentuk rukhsah (keringanan hukum) yang dapat 
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diberlakukan ketika terdapat kebutuhan tertentu serta pertimbangan kemaslahatan 

yang jelas.
30

 

Dalam menguraikan persoalan raḍā„ah al-kabīr, Yusuf al-Qardhawi 

menjadikan peristiwa Salim maula Abī Ḥudzayfah sebagai salah satu dasar 

argumentasinya. Salim merupakan seseorang yang sejak kecil berada dalam 

pengasuhan keluarga Abū Ḥudzayfah dan hidup bersama mereka sebagaimana 

anggota keluarga sendiri. Ketika ketentuan syariat mengenai kedudukan anak 

angkat ditegaskan bahwa hubungan tersebut tidak dapat disamakan dengan 

hubungan nasab, muncul persoalan karena Salim telah mencapai usia dewasa dan 

sebelumnya telah lama tinggal dalam lingkungan keluarga tersebut. Dalam 

menghadapi kondisi tersebut, Rasulullah صلى الله عليه وسلم memberikan solusi kepada Sahlah 

binti Suhail untuk menyusui Salim, sehingga hubungan antara keduanya berubah 

menjadi hubungan persusuan yang memiliki konsekuensi hukum berupa 

kemahraman.
31

 

Berdasarkan hadis tersebut, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa 

terdapat ruang untuk menerapkan konsep raḍā„ah al-kabīr dalam kondisi tertentu. 

Namun, ia tidak menjadikan hadis tersebut sebagai dasar untuk memberlakukan 

penyusuan orang dewasa secara mutlak dalam seluruh situasi. Menurutnya, kasus 

Salim merupakan bentuk pengecualian hukum yang muncul karena adanya 

kebutuhan khusus dan keadaan yang sulit diselesaikan melalui ketentuan hukum 

biasa. Oleh karena itu, penerapan raḍā„ah al-kabīr harus mempertimbangkan 

adanya unsur kebutuhan (ḥājah), menghilangkan kesulitan (raf„ al-ḥaraj), serta 
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 M Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah: Pada Masalah-Masalah Kontemporer 

Hukum Islam (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995). 
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tetap berada dalam kerangka tujuan utama syariat dalam menjaga keteraturan dan 

kehormatan hubungan keluarga.
32

 

Dalam kaitannya dengan keluarga adopsi, pemikiran Yusuf al-Qardhawi 

memberikan alternatif penyelesaian terhadap persoalan hubungan mahram antara 

anak angkat dan keluarga angkat, khususnya apabila hubungan persusuan tidak 

terjadi ketika anak masih berada dalam masa penyusuan. Apabila terdapat 

keadaan tertentu yang menimbulkan kebutuhan untuk membentuk hubungan 

mahram, maka konsep raḍā„ah al-kabīr dapat dipertimbangkan berdasarkan 

pendapat ulama yang memberikan ruang kebolehan terhadapnya. Dengan 

demikian, hubungan yang terbentuk dalam keluarga adopsi tidak hanya berada 

pada wilayah sosial dan emosional, tetapi dalam kondisi tertentu dapat 

memperoleh konsekuensi hukum melalui mekanisme persusuan. 

Adapun berkaitan dengan tata cara pelaksanaan raḍā„ah al-kabīr, sebagian 

ulama kontemporer menjelaskan bahwa proses penyusuan tidak selalu harus 

dilakukan melalui kontak langsung antara perempuan yang menyusui dengan 

pihak yang menerima susu. Apabila hakikat dari persusuan adalah masuknya susu 

dari perempuan tertentu ke dalam tubuh seseorang, maka penyampaian susu 

tersebut dapat dilakukan melalui cara lain, seperti memberikan susu yang telah 

diperah (ASI perahan) dengan menggunakan media tertentu. Pendekatan ini 

didasarkan pada pemahaman bahwa esensi hukum raḍā„ah terletak pada 
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keberadaan susu yang masuk ke dalam tubuh pihak yang disusui, bukan hanya 

terbatas pada bentuk teknis penyusuan secara langsung.
33

 

Penerapan mekanisme raḍā„ah melalui ASI perahan memiliki relevansi 

dalam persoalan keluarga adopsi, terutama ketika anak angkat telah melewati usia 

penyusuan dan telah mencapai kedewasaan. Cara tersebut dapat menjadi alternatif 

yang lebih menjaga aspek kehormatan, kepantasan, dan batasan interaksi antara 

ibu angkat dengan anak angkat, karena tidak mengharuskan adanya kontak 

langsung dalam proses penyusuan. Apabila susu tersebut berasal dari perempuan 

tertentu dan masuk ke dalam tubuh pihak yang disusui melalui cara yang 

dibenarkan, maka berdasarkan pendekatan ini dapat terbentuk hubungan 

persusuan yang memiliki konsekuensi hukum berupa kemahraman. 

Dengan demikian, pemikiran Yusuf al-Qardhawi dapat dipahami sebagai 

pendekatan yang berada di antara dua kecenderungan pemikiran. Di satu sisi, 

mayoritas ulama membatasi keberlakuan raḍā„ah yang menyebabkan 

kemahraman hanya pada masa kanak-kanak sebagai bentuk kehati-hatian dalam 

hukum keluarga. Di sisi lain, Ibnu Ḥazm memberikan cakupan yang lebih luas 

terhadap raḍā„ah al-kabīr berdasarkan pemahamannya terhadap keumuman nash. 

Yusuf al-Qardhawi kemudian menghadirkan pendekatan yang menggabungkan 

antara kekuatan teks dan pertimbangan konteks melalui perspektif maqāṣid al-

syarī„ah, dengan memperhatikan unsur kebutuhan, kemaslahatan, dan kondisi 

sosial yang melatarbelakangi penerapan hukum. 
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Dalam perspektif penyelesaian persoalan keluarga adopsi, pandangan 

Yusuf al-Qardhawi dapat menjadi salah satu alternatif pemikiran hukum yang 

memberikan ruang terhadap penyelesaian problem kemahraman tanpa 

menghilangkan prinsip dasar hukum keluarga Islam. Pendekatan tersebut tetap 

mempertahankan tujuan utama syariat, yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), 

menjaga kehormatan (ḥifẓ al-„irḍ), serta memastikan bahwa hubungan antara laki-

laki dan perempuan tetap berjalan sesuai dengan batasan mahram yang telah 

ditetapkan oleh syariat. 

        Secara yuridis, keberadaan raḍā„ah dalam konteks keluarga adopsi 

memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap terbentuknya hubungan 

kemahraman. Apabila dalam suatu keluarga adopsi terjadi proses penyusuan yang 

memenuhi ketentuan syariat, maka hubungan tersebut berimplikasi pada lahirnya 

status mahram antara anak angkat dengan pihak keluarga yang memberikan susu. 

Perempuan yang menyusui memperoleh kedudukan sebagai ibu susuan (umm al-

raḍā„ah), sedangkan anak yang menerima susu disebut sebagai anak susuan 

(raḍī„). Hubungan persusuan tersebut melahirkan sejumlah konsekuensi hukum, 

di antaranya larangan melangsungkan pernikahan, kebolehan melakukan interaksi 

sebagaimana hubungan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan mahram, 

serta berlakunya ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan persusuan. 

Dengan demikian, raḍā„ah dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme 

syar‗i yang memungkinkan terbentuknya hubungan kemahraman dalam keluarga 

adopsi tanpa menyebabkan perubahan terhadap status nasab seseorang. Hal ini 

menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan pembedaan yang jelas antara 
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hubungan sosial yang lahir melalui proses pengasuhan (kafālah) dengan hubungan 

hukum yang memiliki konsekuensi syar‗i, seperti hubungan nasab dan persusuan. 

Adopsi memang dapat membangun ikatan emosional, kasih sayang, serta 

tanggung jawab antara anak dan keluarga yang mengasuhnya, tetapi hubungan 

tersebut tidak secara otomatis memiliki akibat hukum sebagaimana hubungan 

keturunan biologis. 

Sebaliknya, apabila tidak terdapat hubungan persusuan, maka keberadaan 

adopsi tidak menyebabkan terbentuknya hubungan nasab maupun kemahraman 

antara anak angkat dan keluarga angkat. Prinsip tersebut berlandaskan pada 

ketentuan Al-Qur‘an: 

نيميٍ  فًِ ٱلدًٌينً  ينًًٍ  ىيفى أىقٍسىطي عًندى ٱللًََّّ و هىإًف لٍََّّ تػىعٍلىميفْٓا۟ ءىابَىْٓءىىيٍ  هىإًخٍفىَٰ بَى ٱدٍعيفىيٍ  ًْ
ليًمي ٍ   كىمىفىَٰ

Artinya : "Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah 

yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 

maka mereka adalah saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu." (QS. 

al-Aḥzāb [33]: 5) 

Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa anak angkat tidak 

memperoleh kedudukan hukum sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya. 

Oleh karena itu, selama tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan 

persusuan, anak angkat tetap berada dalam posisi sebagai pihak non-mahram 

(ajnabī) terhadap keluarga angkatnya. Konsekuensi hukumnya adalah tetap 

berlakunya ketentuan mengenai batasan aurat, larangan khalwah, serta 

kemungkinan terjadinya hubungan perkawinan apabila seluruh syarat dan rukun 

pernikahan telah terpenuhi. 
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Dalam persoalan kewarisan, prinsip tersebut juga tetap berlaku. Hubungan 

adopsi bukanlah salah satu sebab yang melahirkan hak waris dalam hukum Islam. 

Sebab-sebab kewarisan pada dasarnya terbatas pada hubungan nasab, hubungan 

perkawinan, dan walā‟. Oleh sebab itu, anak angkat tidak memperoleh hak waris 

secara otomatis dari orang tua angkatnya. Bahkan ketika hubungan kemahraman 

telah terbentuk melalui raḍā„ah, akibat hukum yang muncul hanya berkaitan 

dengan larangan perkawinan dan aturan interaksi antara mahram, bukan dalam 

aspek kewarisan. Hal ini disebabkan karena hubungan persusuan, berdasarkan 

kesepakatan para ulama, tidak melahirkan hubungan saling mewarisi. 

Dalam pandangan Ibnu Ḥazm, keberadaan hubungan persusuan menjadi 

faktor utama yang menentukan lahirnya konsekuensi hukum dalam keluarga 

adopsi. Menurutnya, apabila suatu penyusuan telah memenuhi ketentuan raḍā„ah, 

maka akibat hukum berupa kemahraman tetap berlaku tanpa membedakan apakah 

penyusuan tersebut terjadi ketika seseorang masih kecil maupun setelah mencapai 

usia dewasa. Pandangan ini berangkat dari metodologi mazhab Ẓāhirī yang 

berpegang pada keumuman lafaz nash dan menolak adanya pembatasan hukum 

yang tidak memiliki dasar eksplisit dalam teks syariat. 

Berdasarkan prinsip tersebut, Ibnu Ḥazm memberikan ruang yang lebih 

luas dalam pembentukan hubungan mahram melalui jalur persusuan. Apabila 

muncul persoalan antara anak angkat dan keluarga angkat setelah seseorang 

melewati masa penyusuan, maka konsep raḍā„ah al-kabīr tetap memiliki 

kemungkinan untuk diterapkan menurut pandangannya. Dalam konstruksi 
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pemikiran Ibnu Ḥazm, batas usia tidak dapat dijadikan faktor pembatas selama 

tidak ditemukan dalil yang secara tegas menetapkannya. 

Berbeda dengan Ibnu Ḥazm, mazhab al-Syafi‗i memberikan pembatasan 

yang lebih ketat terhadap raḍā„ah yang berimplikasi terhadap hukum 

kemahraman. Dalam pandangan ulama Syafi‗iyah, penyusuan yang menyebabkan 

terbentuknya hubungan mahram adalah penyusuan yang dilakukan sebelum 

berakhirnya masa dua tahun pertama kehidupan anak. Ketentuan tersebut 

merupakan hasil dari proses harmonisasi antara ayat-ayat Al-Qur‘an, hadis Nabi 

 .serta pemahaman para sahabat mengenai batas waktu penyusuan ,صلى الله عليه وسلم

Implikasi dari pandangan tersebut adalah bahwa pembentukan hubungan 

mahram dalam keluarga adopsi melalui mekanisme raḍā„ah harus dilakukan sejak 

anak masih berada dalam masa penyusuan. Apabila penyusuan dilakukan setelah 

melewati batas waktu tersebut, maka tidak menimbulkan akibat hukum berupa 

kemahraman. Oleh karena itu, pendekatan mazhab al-Syafi‗i bersifat preventif 

karena mengharuskan adanya perencanaan sejak awal bagi keluarga angkat yang 

ingin membangun hubungan mahram melalui jalur persusuan. 

Sementara itu, Yusuf al-Qardhawi menghadirkan pendekatan yang lebih 

moderatif antara pandangan Ibnu Ḥazm dan mayoritas ulama. Ia tidak 

mengingkari validitas hadis Salim maula Abī Ḥudzayfah sebagai hadis yang 

sahih, namun ia tidak memahami hadis tersebut sebagai ketentuan umum yang 

berlaku dalam seluruh kondisi. Menurutnya, peristiwa Salim harus dilihat 

berdasarkan konteks khusus yang melatarbelakanginya, yaitu kondisi seseorang 
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yang sejak kecil telah hidup bersama suatu keluarga sebelum adanya penegasan 

syariat mengenai perbedaan antara anak angkat dan anak kandung. 

Berdasarkan pendekatan tersebut, Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa 

raḍā„ah al-kabīr dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu sebagai bentuk 

rukhsah (keringanan hukum), khususnya ketika terdapat kebutuhan yang nyata 

(ḥājah) serta kesulitan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum 

lainnya. Dengan demikian, ia tidak memahami raḍā„ah al-kabīr sebagai ketentuan 

yang berlaku secara umum sebagaimana kecenderungan Ibnu Ḥazm, tetapi juga 

tidak menutup kemungkinan penerapannya secara mutlak dalam kondisi tertentu. 

Dalam konteks keluarga adopsi modern, pendekatan Yusuf al-Qardhawi 

memberikan alternatif pemikiran terhadap persoalan kemahraman yang muncul 

ketika hubungan pengasuhan telah berlangsung lama dan penyusuan pada masa 

bayi tidak memungkinkan untuk dilakukan. Meskipun demikian, penerapan 

konsep tersebut tetap memerlukan kehati-hatian agar tidak menjadikan raḍā„ah 

al-kabīr sebagai sarana untuk mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga 

Islam, khususnya dalam menjaga kejelasan nasab dan kehormatan hubungan 

keluarga. 

Apabila ditinjau dari perspektif ushul fikih, perbedaan pemikiran antara al-

Syafi‗i, Ibnu Ḥazm, dan Yusuf al-Qardhawi menunjukkan adanya tiga pendekatan 

berbeda dalam memahami persoalan raḍā„ah. Imam al-Syafi‗i menggunakan 

pendekatan pembatasan terhadap dalil umum (taqyīd al-muṭlaq) melalui upaya 

mengharmonisasikan berbagai sumber hukum. Ibnu Ḥazm menggunakan 

pendekatan pemahaman literal terhadap teks (al-akhẓ bi ẓāhir al-nash) dengan 
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mempertahankan cakupan umum suatu dalil selama tidak terdapat pembatasan 

yang eksplisit. Adapun Yusuf al-Qardhawi menggunakan pendekatan kontekstual 

dengan memperhatikan latar belakang suatu peristiwa hukum, tujuan syariat, serta 

pertimbangan kemaslahatan. 

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan raḍā„ah tidak hanya 

berkaitan dengan pemahaman terhadap teks hukum, tetapi juga menyangkut 

metode penerapan hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang terus 

berkembang. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan keluarga adopsi tidak cukup 

hanya didasarkan pada argumentasi normatif, tetapi juga perlu 

mempertimbangkan kondisi sosial, kebutuhan keluarga, serta tujuan utama yang 

hendak dicapai oleh syariat. 

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang secara historis dan sosiologis 

banyak mengikuti mazhab al-Syafi‗i, pendekatan yang lebih sesuai dengan praktik 

fikih yang berkembang adalah memastikan terjadinya raḍā„ah sebelum batas usia 

penyusuan apabila keluarga angkat menghendaki terbentuknya hubungan 

mahram. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka hubungan antara anak 

angkat dan keluarga angkat tetap dipandang sebagai hubungan non-mahram 

dengan tetap menjaga nilai kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan 

dalam proses pengasuhan. 

Di sisi lain, pemikiran Ibnu Ḥazm dan Yusuf al-Qardhawi dapat menjadi 

alternatif kajian dalam kondisi tertentu, khususnya ketika terdapat persoalan 

keluarga yang sulit diselesaikan melalui pendekatan mayoritas ulama. Namun, 

penerapan pandangan tersebut tetap membutuhkan pertimbangan terhadap otoritas 
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keilmuan, konteks sosial masyarakat, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga 

kehormatan keluarga. 

Dengan demikian, penyelesaian persoalan kemahraman dalam keluarga 

adopsi pada dasarnya memiliki mekanisme melalui raḍā„ah, meskipun para ulama 

berbeda dalam menentukan batas penerapannya. Mazhab al-Syafi‗i menawarkan 

pendekatan yang lebih restriktif dan preventif, Ibnu Ḥazm memberikan 

pendekatan yang lebih luas berdasarkan pemahaman terhadap zahir nash, 

sedangkan Yusuf al-Qardhawi menghadirkan pendekatan moderatif yang 

berupaya mempertemukan antara teks, konteks, dan tujuan hukum Islam (maqāṣid 

al-syarī„ah). 

Pada akhirnya, perbedaan ijtihad tersebut tidak menunjukkan pertentangan 

terhadap prinsip dasar syariat, melainkan mencerminkan dinamika intelektual para 

ulama dalam memahami dan mengaktualisasikan hukum Islam. Dalam konteks 

keluarga adopsi masa kini, diperlukan pendekatan yang proporsional dan berbasis 

pertimbangan hukum yang kuat agar tujuan utama syariat, khususnya ḥifẓ al-nasl 

(menjaga keturunan) dan ḥifẓ al-„irḍ (menjaga kehormatan), dapat diwujudkan 

secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan telaah normatif dan perbandingan pendapat yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa hubungan mahram dalam keluarga 

adopsi menurut hukum Islam tidak serta merta timbul hanya karena adanya 

pengangkatan anak. Dalam kerangka syariat, status mahram hanya lahir melalui 

sebab-sebab yang secara tegas diakui, yaitu nasab, pernikahan (muṣāharah), dan 

raḍā„ah yang memenuhi ketentuan hukum. Oleh karena itu, anak angkat pada 

prinsipnya tetap berada di luar garis keturunan keluarga angkat dan tidak 

memperoleh konsekuensi hukum sebagai mahram, kecuali apabila terjadi 

penyusuan yang sah sesuai standar fikih. Dengan demikian, pengangkatan anak 

tidak mengubah struktur kekerabatan yang telah ditetapkan syariat. Perbedaan 

pandangan ulama mengenai batas usia raḍā„ah terutama antara Imam Syafi‗i dan 

Ibnu Hazm semakin memperlihatkan bahwa konstruksi hukum mahram dalam 

konteks adopsi sangat dipengaruhi oleh metodologi istinbāṭ yang digunakan 

dalam memahami nash. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan kesimpulan 

hukum tidak terlepas dari perbedaan pendekatan epistemologis dalam ushul fiqh. 

Berkenaan dengan solusi syar‟i terhadap persoalan mahram dalam 

keluarga adopsi, pendekatan yang ditawarkan bersifat kontekstual sekaligus 

bertahap. Apabila adopsi dilakukan sejak usia bayi, maka mekanisme raḍā„ah 

sebagaimana dirumuskan oleh mayoritas ulama dapat ditempuh sebagai sarana 
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pembentukan hubungan mahram yang sah. Mekanisme ini memberikan kepastian 

hukum sekaligus menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip fikih klasik. Apabila 

proses adopsi baru terjadi setelah anak melewati masa penyusuan yang 

diperselisihkan, maka penyelesaian terhadap persoalan tersebut memerlukan 

pendekatan ijtihadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan 

yang melatarbelakangi, kemaslahatan yang ingin diwujudkan, serta prinsip kehati-

hatian dalam penerapan hukum. Dalam kondisi tertentu, pemikiran Ibnu Ḥazm 

mengenai raḍā„ah al-kabīr dan pendekatan Yusuf al-Qardhawi yang 

memandangnya sebagai bentuk rukhsah dapat dijadikan sebagai alternatif kajian 

hukum yang relevan. Namun, penerapan kedua pandangan tersebut tetap harus 

dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan landasan metodologis 

dalam hukum Islam serta memastikan bahwa penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Dari sisi teoritis, kajian ini menegaskan bahwa persoalan mahram dalam 

adopsi termasuk ranah ijtihad yang terbuka dan sangat dipengaruhi oleh kerangka 

epistemologis dalam ushul fiqh. Fakta ini memperlihatkan bahwa hukum Islam 

memiliki fleksibilitas internal yang tetap berlandaskan dalil, namun tidak tertutup 

terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Secara praktis, temuan 

penelitian ini memberikan arah normatif bagi keluarga muslim, lembaga fatwa, 

maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi adopsi yang selaras 

dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menjaga 

konsistensi doktrinalnya, tetapi juga menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem 

hukum yang responsif dan aplikatif dalam menjawab kebutuhan keluarga Muslim 

kontemporer. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan mahram dalam keluarga 

adopsi berdasarkan perspektif hukum Islam, terdapat beberapa rekomendasi yang 

dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai berikut: 

Pertama, bagi keluarga muslim yang melakukan pengasuhan maupun 

pengangkatan anak, perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai 

kedudukan hukum anak angkat dalam Islam, terutama berkaitan dengan aspek 

nasab, kewarisan, dan kemahraman. Pemahaman tersebut menjadi hal yang 

penting agar proses pengasuhan dapat berlangsung dengan penuh kasih sayang 

dan tanggung jawab, namun tetap berada dalam batasan hukum syariat yang 

mengatur hubungan kekeluargaan. Apabila keluarga memiliki tujuan untuk 

membangun hubungan mahram melalui mekanisme raḍā„ah, maka hal tersebut 

hendaknya dipersiapkan sejak awal, yaitu ketika anak masih berada dalam masa 

penyusuan, sebagaimana pandangan mayoritas ulama fikih. 

Kedua, bagi lembaga keagamaan, institusi fatwa, serta pihak-pihak yang 

memiliki kewenangan dalam pembinaan masyarakat, diperlukan peningkatan 

sosialisasi dan edukasi mengenai hukum keluarga Islam, khususnya terkait 

persoalan adopsi dan konsekuensi hukum kemahraman. Hal ini penting dilakukan 

karena masih terdapat pemahaman di sebagian masyarakat yang menyamakan 

kedudukan anak angkat dengan anak kandung, sehingga dapat menimbulkan 

kesalahpahaman terhadap aturan nasab, interaksi keluarga, maupun hak-hak 

hukum lainnya. Oleh karena itu, penyampaian hukum Islam mengenai adopsi 

perlu dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan aspek keagamaan, 

sosial, serta kondisi psikologis keluarga. 
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Ketiga, terhadap persoalan keluarga adopsi kontemporer yang tidak 

memungkinkan terbentuknya hubungan mahram melalui raḍā„ah pada masa 

penyusuan, diperlukan penelitian dan kajian yang lebih mendalam terhadap 

berbagai perspektif ulama, termasuk pandangan Ibnu Ḥazm dan Yusuf al-

Qardhawi mengenai konsep raḍā„ah al-kabīr. Kajian tersebut hendaknya 

dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan kekuatan argumentasi dalil, 

metode istinbāṭ hukum yang digunakan, serta relevansinya terhadap kebutuhan 

dan realitas masyarakat modern. 

Keempat, bagi para peneliti berikutnya, pembahasan mengenai adopsi 

dalam hukum Islam masih memiliki ruang kajian yang luas untuk dikembangkan. 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti studi 

fikih komparatif, perspektif maqāṣid al-syarī„ah, hukum keluarga Islam 

kontemporer, maupun pendekatan sosial dan psikologi keluarga. Kajian-kajian 

tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara adaptif 

dan proporsional dalam menghadapi perkembangan persoalan keluarga muslim 

masa kini. 

Dengan demikian, persoalan adopsi dan hubungan mahram hendaknya 

tidak hanya dipahami sebagai permasalahan hukum formal semata, tetapi juga 

sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan utama syariat (maqāṣid al-

syarī„ah). Melalui pemahaman yang tepat, prinsip menjaga keturunan (ḥifẓ al-

nasl), menjaga kehormatan keluarga (ḥifẓ al-„irḍ), serta mewujudkan 

kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga dapat tetap terpelihara sesuai dengan 

nilai-nilai hukum Islam. 
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